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vRencana Parlemen untuk melakukan Revisi terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (Revisi 
UU KPK) yang dinilai melemahkan KPK akhirnya tertunda pada akhir 
Februari 2016 lalu. Penundaan ini setidaknya merupakan respon dari 
Presiden dan DPR RI terhadap banyaknya penolakan atas rencana Revisi 
UU KPK. Salah satu kelompok yang menolak Revisi UU KPK adalah para 
Guru Besar dari Perguruan Tinggi di seluruh Indonesia yang tergabung 
dalam Forum Guru Besar Tolak Revisi UU KPK. 
Untuk mendukung KPK yang kuat dan menolak Revisi UU KPK, pada 
22 Februari 2016 sebanyak 130 Guru Besar mengirimkan Surat kepada 
Presiden Joko Widodo. Mereka meminta agar Jokowi menolak Rencana 
Revisi UU KPK. Sebagai respon atas keputusan penundaan-bukan 
penolakan Revisi UU KPK, selanjutnya pada 1 Maret 2016 sebanyak 162 
Guru Besar mengirimkan Surat kepada Pimpinan DPR RI agar menarik 
Revisi UU KPK dari Prolegnas 2015-2019. 
Langkah dari sejumlah Guru Besar yang tergabung dalam Forum 
Guru Besar tersebut layak diapresiasi. Pada sisi lain harus dimaknai 
bahwa tekanan yang dilakukan oleh Guru Besar ternyata didengar oleh 
pihak eksekutif dan legislatif. Namun demikian perjuangan para Guru 
Besar memperkuat dan mempertahankan KPK nampaknya masih akan 
terus dilanjutkan mengingat DPR masih belum menarik Revisi UU KPK 
dari Prolegnas 2015-2019. Pada sisi lain kinerja KPK Jilid ke-IV dalam 
memberantas korupsi tetap perlu dikawal agar upaya pemberantasan 
korupsi di Indonesia dapat berjalan lebih optimal. 
Oleh karenanya peran Guru Besar tetap diperlukan dan dioptimalkan 
untuk memperkuat KPK dan agenda pemberantasan korupsi di Indonesia. 
SEKAPUR S IR IH
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Salah satu peran yang bisa dioptimalkan adalah sumbangan gagasan atau 
pemikiran dari Guru Besar dari berbagai perspektif untuk meningkatkan 
kinerja KPK dan mendukung upaya penguatan KPK serta pemberantasan 
korupsi. Untuk memfasilitasi sumbangan gagasan dan pemikirian dari Guru 
Besar tersebut maka Indonesia Corruption Watch berinisiatif membuat 
sebuah kumpulan opini atau Bunga Rampai. 
Proses penyusunan Bunga Rampai ini ternyata juga tidak mudah. 
Pada awalnya kami menargetkan 15 Guru Besar untuk menulis, namun 
akhirnya hanya berhasil mendapatkan 13 penulis karena beberapa Guru 
Besar berhalangan akibat jadwal mereka yang padat. Proses penerbitan 
yang dijadwalkan selesai pada bulan September akhirnya mundur hingga 
Oktober 2016. Meski demikian kami sangat bersyukur ternyata ditengah 
kesibukan ternyata masih banyak Guru Besar yang tetap bersemangat 
memberikan sumbagan pemikirannya.  
Kami ingin mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada para 
Guru Besar yang bersedia meluangkan waktunya untuk menulis opini 
dalam Buku ini. Mereka adalah Rhenald Kasali, Marwan Mas, Bambang 
Widodo Umar, Hariadi Kartodihardjo, Denny Indrayana, Firmanzah, Asep 
Saefuddin, Hibnu Nugroho, Ikrar Nusa Bhakti, Saldi Isra, Komariah Emong, 
Moh. Mahfud MD, dan Sulistyowati Irianto. 
Terima kasih juga kepada kepada Bambang Widjojanto yang bersedia 
menulis untuk bagian prolog dan Adnan Topan Husodo untuk bagian Epilog 
serta Laode M Syarif yang berkenan memberikan kata pengantar. Apresiasi 
juga disampaikan kepada Abdul Fickar Hadjar, Lelyana Santosa dan Todung 
Mulya Lubis yang telah berkontribusi terhadap lahirnya buku ini. 
Sesuai tujuan yang direncanakan, semoga Buku ini dapat 
memberikan dorongan bagi  peningkatan kinerja dan penguatan KPK serta 
pemberantasan korupsi di Indonesia. 
Salam Antikorupsi.




K A T A   P E N G A N T A R
SANG GURU PENJAGA NEGERI: 
SEUNTAI PENGANTAR
Laode M Syarif 
(Komisioner KPK)
“Guru kencing berdiri-Murid kencing berlari”. Pepatah tua itu sering diingatkan oleh tetua negeri bahwa ‘murid’ atau orang kebanyakan 
selalu melihat perilaku ‘guru’ atau orang yang dituakan sebagai patokan 
berperilaku dalam keseharian. Oleh karena itu, menjadi ‘guru’ melekat 
tanggung jawab mulia dan diharapkan menjadi suri teladan bagi anak 
negeri dalam bermasyarakat dan bernegara. Guru yang baik tidak cukup 
hanya berucap dan menulis kebaikan dengan rangkaian kata tapi juga 
harus memberikan keteladanan dalam bertingkah karena pada akhirnya 
orang menilai keteguhan berperilaku dan bukan rangkaian kata manis 
yang terucap. Oleh karena itu benar sekali apa yang diucapkan oleh 
sastrawan African-American  yang mengatakan “Children have never been 
very good at listening to their elders, but they have never failed to imitate 
them”.(James Arthur Baldwin,1924-1987)
Para penulis buku “Memperkuat dan Mempertahankan KPK” tidak 
diragukan lagi komitmen mereka dalam memperjuangkan negeri yang 
bebas dari korupsi. Mereka tidak hanya berucap dan menulis, tapi mereka 
juga selalu di baris terdepan dalam pemberantasan korupsi. Intinya they 
go beyond words and rethorics. Para penulis buku ini tidak takut turun 
kejalan membela kebenaran dan keadilan bahkan rela bersusah payah dan 
menjadi ‘pagar hidup’ ketika KPK diserang dari segala arah pada saat-saat 
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‘corruptors fight back’. Mereka adalah guru dalam arti yang sebenarnya, 
karena mereka sadar bahwa yang dilihat anak negeri bukan hanya ucapan 
dan tulisan tapi perbuatan dan konsistensi dalam membela kebenaran dan 
keadilan. 
Oleh karena itu, KPK sangat berterima kasih dan berutang budi pada 
sahabat-sahabat KPK yang telah ikut melahirkan, merawat, memperbaiki, 
dan membela tanpa lelah ketika KPK diserang. Para penulis buku ini juga 
telah menunjukan bahwa perjuangan pemberantasan korupsi butuh kerja 
keras, ‘nafas panjang’ dan harus melibatkan uluran tangan berbagai pihak 
dengan keragaman ilmu yang bervariasi. Oleh karena itu KPK menyambut 
baik penerbitan buku ini karena berhasil merangkum beberapa opini yang 
tersebar di berbagai media massa sehingga akan memudahkan pemerhati, 
pengajar, aktivist, dan masyarakat umum yang peduli  untuk belajar anti 
korupsi.  
Buku ini sangat kaya dan sangat relevan dengan kondisi masa kini 
karena membahas pemberantasan korupsi dari berbagai perspektif dan 
masih menjadi pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan, antara lain: 
legislasi, kelembagaan, manajemen, demokratisasi, peran perguruan 
tinggi, sinergi KPK dengan kepolisian-kejaksaan-pengadilan, peran partai 
politik, fokus pemberantasan korupsi pada sektor tertentu dan daerah, 
serta peran pemerintah dan masyarakat, bahkan sampai pada isu-isu 
pelemahan KPK melalui kriminalisasi sebagaimana yang dialami sebagian 
dari komisioner-komisioner KPK sebelumnya. Topik-topik tersebut terasa 
lebih hidup dan memberi inspirasi karena ditulis oleh para pakar lintas 
kampus baik di dalam maupun luar negeri sehingga buku ini merupakan 
jaminan mutu karena dihadirkan oleh para pemikir dan aktivis anti korupsi 
yang memiliki hati dan keteguhan jiwa dalam memperjuangkan Indonesia 
yang bebas dari korupsi.
Oleh karena itu, KPK mengucapkan terima kasih yang tak terhingga 
kepada para penulis dan Indonesia Corruption Watch (ICW) yang telah 
bersusah payah untuk mengumpulkan dengan tekun naskah-naskah yang 
bernas ini dalam buku “Memperkuat dan Mempertahankan KPK”.  Judul 
yang dipakai dalam buku ini perlu kami syukuri karena merupakan wujud 
dukungan moril yang tak ternilai harganya bagi kerja-kerja insan KPK, 
namun pada saat yang sama juga merupakan “beban dan pengingat” bagi 
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setiap insan KPK, khususnya para komisionernya agar tidak ingkar pada 
janji dan kepercayaan yang telah diberikan masyarakat pada KPK.
Akhirnya, saya mengucapkan selamat pada para penulis dan ICW 
yang telah menerbitkan buku ini, dan semoga menjadi pelipur lara bagi 
insan-insan KPK dikala gundah karena di luar sana ada doa dan harapan 
anak negeri yang tak pernah lelah menemani KPK dalam mengemban 
tugas mulianya dalam mewujudkan Indonesia yang adil sejahtera dan 
bebas dari korupsi. Semoga kami di KPK mampu menjaga amanah dan 
tidak menghianati doa dan harapan anak bangsa.
Salam Anti Korupsi,
Jakarta, 10 Oktober 2016
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1Fakta korupsi ada dimana-mana kian tak terbantahkan. Akibat yang dihasilkannya juga sangat luar biasa, tidak hanya meluluh-lantakan 
nurani dan akal sehat, menyebabkan terjadinya tuna ganda kemiskinan 
tapi juga diyakini akan menghancurkan peradaban kemanusiaan dan 
potensial menghilangkan keberadaan negara Indonesia dari peta dunia.
Jika ada seorang pemimpin, suatu kekuasaan pemerintahan atau suatu 
nation serta kaum cerdik pandai dan cendikiawannya, tidak terlibat secara 
serius dan sepenuh-penuhnya pada upaya pemberantasan korupsi, jangan 
pernah berharap akan terwujud kesejahteraan dan keadilan sosial bagi 
seluruh peri kehidupan rakyat, khususnya mereka yang terus menerus 
miskin dan dimiskinkan, serta penghormatan atas nilai kemanusiaan.
Oleh karena itu buku yang menuliskan “Bunga Rampai Opini Guru 
Besar yang Antikorupsi” menjadi penting untuk dterbitkan. Lebih dari 
itu, buku ini menjadi relevan bila didedikasikan sebagai suatu nalar-akal 
budi yang akan mencerahkan ditengah “kecemasan dan kecupetan” 
untuk merengkuh asa yang kian jauh dari harapan. Apalagi, jika buku 
ini ditujukan secara spesifik untuk memperkuat dan mempertahankan 
suatu lembaga yang diamanahi melakukan upaya pemberantasan korupsi, 
seperti KPK.
Salah satu kepentingan faktualnya, kini, komoditifikasi dan kapitalisasi 
pengetahuan tengah terjadi di dalam “pasar gelap ketidakadilan” di 
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pengadilan maupun dalam “bursa dagang kepentingan” di super mall 
parlemen. Profesor sebagai salah satu pilar penting universitas yang salah 
satu tugas pokoknya memproduksi ilmu pengetahuan harus berpihak 
secara tegak lurus pada kemaslahatan dan ditujukan sebesar-besarnya bagi 
kepentingan rakyat kebanyakan yang senantiasa jadi korban kekuasaan. 
Itu sebabnya, tidak boleh ada lagi, suatu sikap dan pandangan 
paradigmatik yang sangat positivistik, ilmu hanya untuk kepentingan ilmu 
saja dan meyakini secara absolut pada netralitas dan obyektifitas ilmu. 
Setiap kegiatan keilmuan, riset, serta pemberian keterangan harus ditujukan 
dan dapat dimanfaatkan hanya untuk sebesar-besarnya kepentingan 
rakyat duafa dan nilai-nilai kemanusiaan. Mengapa duafa, merekalah 
share holders terbesar dari republik ini karena Indonesia yang luar biasa, 
sebagian besar bebannya dipikul oleh punggung sekalian rakyat miskin.  
Tidak ada pilihan, para Guru Besar dan seluruh pendidik harus 
memaknai dan melaksanakan ikrar Ki Hajar Dewantara yang terpatri pada 
prasasti Musium Sumpah Pemuda di Jakarta yang menyatakan “… Aku 
hanya orang biasa yang bekerja untuk bangsa lndonesia dengan cara 
Indonesia … Namun, yang penting untuk kalian yakini, … sesaat pun 
aku tak pernah mengkhianati tanah air dan bangsaku … Lahir maupun 
batin … aku tak pernah mengkorup kekayaan negara ...”.
Ada 2 (dua) tantangan utama yang harus dihadapi para Guru Besar 
jika ingin menunaikan Ikrar di atas di dalam kaitannya dengan upaya 
pemberanatasan korupsi, yaitu: pertama, menaklukan potensi korupsi yang 
ada di Kementerian Pendidikan dan diseluruh aspek yang berkaitan dengan 
proses belajar mengajar di dunia pendidikan; kedua, memproduksi gagasan 
agar korupsi dapat ditaklukan secara paripurna dan juga memberikan 
teladan terbaik untuk berkiprah pada upaya pemberanatasan korupsi.
Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 
menyebutkan bahwa APBN tahun 2015 tercatat sekitar Rp 2.000 triliun, 
dan sektor pendidikan mendapatkan gelontoran dana kurang lebih Rp 409 
triliun. Dari nilai tersebut, sekitar Rp 249 triliun ditransfer oleh Kementerian 
Keuangan kepada setiap Pemerintah Daerah. Kurang lebih Rp 50 triliun 
akan dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Rp 40 triliun 
lagi dikelola oleh Kementerian Agama, dan sisanya akan ditransfer ke 
kementerian/lembaga negara lainnya.
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Berdasarkan kajian yang dilakukan KPK, korupsi di sektor pendidikan 
sangat menguatirkan dan akar permasalahan pengelolaan anggaran 
pendidikan disebabkan oleh 4 (empat) faktor, yaitu meliputi: lemahnya 
pengendalian internal, lemahnya sistem administrasi (data tidak handal), 
adanya kekosongan pengawasan, dan lemahnya kontrol publik atau sosial. 
Lihatlah peta resiko dan sekaligus potensi penyalahgunaan anggaran 
pendidikan yang dirumuskan KPK, seperti tersebut dibawah ini, yaitu 
sebagai berikut: 
BSM & BIDIK MISI
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Peta Resiko “Belanja Pemerintah Pusat” Sektor Pendidikan
Jika hal tersebut di atas tidak dapat ditangani maka sesungguhnya 
ada potensi kerugian lain yang daya rusaknya jauh lebih dahsyat luar 
biasa, yaitu: pertama, pendidik akan kehilangan dasar legitimasi. Karena, 
pendidikan yang seyogianya mengajarkan keteladanan akan mengalami 
pembusukan. Tidak ada yang dapat ditiru oleh stakeholder pendidikan jika 
sikap dan perilaku koruptif telah infected pada para pendidiknya; Kedua, 
tidak hanya hilangnya kepercayaan terhadap para pendidik, korupsi pada 
sektor pendidikan juga akan mendilusi public trusted terhadap lembaga 
pendidikan. Bagaimana mungkin poroses pendidikan bisa berjalan, kalau 
tak ada kepercayaan terhadap lembaga pendidikan tersebut; ketiga, unsur 
yang paling subtil dari pendidikan yang mengajarkan kejujuran, integritas, 
dan kerja keras akan kehilangan dasar spirtualitasnya.
Reproduksi gagasan dan pemahaman atas kejahatan korupsi beserta 
segala upaya penanggulangannya menjadi penting dan sangat relevan 
kemuliaan dari para Guru besar terletak pada kemampuannya mencari 
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solusi alternatif atas berbagai problem dan tantangan yang hadir. 
Berdasarkan seluruh diskursus yang dibangun dari pemikiran yang diajukan 
di dalam buku ini, setidaknya ada 5 (lima) hal utama yang penting untuk 
disampaikan, yaitu sebagai berikut:
Pertama, kajian dan rekomendasi dari para ilmuwan, termasuk Guru 
Besar, baik dalam bidang sains dan teknologi hingga ilmu-ilmu sosial dan 
humaniora yang berpihak pada kepentingan publik dan kemaslahatan 
menjadi begitu penting untuk merespon kebutuhan dan tantangan yang 
hadir di dalam peri kehidupan masyarakat. Respon itu dapat berupa hasil 
pemikiran, inisiasi gerakan moral hingga wujud keberpihakan yang sangat 
kongkrit sebagaimana dimaksud dalam Magna Charta Universitatum.
Untuk itu, para ilmuwan termasuk Guru besar dan lingkungan 
universitas seyogianya, tidak hanya mampu membebaskan dirinya dari 
intervensi oleh kepentingan politik maupun bisnis tetapi juga harus 
memberikan kontribusi pada semua tindakan yang ditujukan bagi masa 
depan umat manusia menjadi lebih baik dan terlibat aktif bilamana terjadi 
kegentingan yang terjadi dalam masyarakat. Kini, dampak korupsi sudah 
dalam tahap darurat dan kegentingan yang memaksa.
Kedua, ada buku yang dijadikan rujukan Rhenald Kasali, Why 
Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity, and Poverty, yang ditulis 
ekonom, Daron Acemoglu dan political scientist, James A. Robinson. Buku 
itu menjadi penting untuk diperhatikan. Jika diperhatikan dengan seksama, 
ada sinyalemen yang begitu keren yang menjelaskan,kemiskinan justru 
disebabkan oleh sistem politik yang dianut suatu pemerintahan ketimbang 
factor kekayaan alam atau sistem budaya suatu bangsa. 
Berpijak pada sinyalemen tersebut, dapat dipastikan, sistem politik 
yang koruptif, kolusif dan nepotistik, dipastikan hanya akan memproduksi 
sikap dan perilaku politik serta rekomendasi kebijakan yang bersifat 
koruptif dan kolusif pula. Kaum pemodalnya pun menjadi terbiasa 
menerima rente dengan berkolusi dengan sistem kekuasaan koruptif dan 
kolusif tanpa harus serius membangun lini produksi yang berbasis pada 
efisiensi untuk menghasilkan margin keuntungan yang masuk akal.  
Sistem politik otoritarian, biasanya, menghasilkan sistem dan perilaku 
politik yang bersifat KKN; dan ketika bangsa ini memutuskan untuk 
mengusung misi untuk mewujudkan proses demokratisasi maka seharusnya 
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terjadi proses pembebasan atas sifat dan karakter KKN disegala sektor dan 
bidang, termasuk di bidang politik dan kalangan pemodal. Pada situasi 
seperti itulah, potensial terjadi suatu keadaan yang biasa disebut sebagai 
disruptive innovation.
Situasi lebih lanjutnya, tidak jarang terjadi kesalahan fatal yang 
dilakukan penyelenggara negara dalam menjalankan tugas dan kewajiban 
serta menggunakan kewenangannya. Kewenangannya dianggap sebagai 
suatu kekuasaan tanpa batas serta dapat digunakan sekehendak hati 
dan kepentingannya. Itu sebabnya masih kerap ditemukan, pejabat 
yang perilakunya malah memunggungi kepentingan rakyat, bahkan, 
disebagiannya, menghianatinya janji politik yang diberikannya.
Pada situasi dimana terjadi disruptive innovation, misalnya, ketika 
KPK melakukan berbagai upaya korektif untuk mendeliberasi akuntabilitas 
penggunaan kewenangan serta mendekonstruksi sikap dan perilaku 
koruptif dan kolusif, dapat dipastikan akan ada kecaman dan tuduhan 
bahwa KPK telah mendistrutif harmoni dari kekuasaan. Acapkali, lembaga 
seperti KPK dituding telah melakukan tindakan yang mendestruksi 
kebijakan pembangunan serta bukan tidak mungkin terjadi “pukulan 
balik” berupa corruptors fight back yang menggunakan dalih untuk dan 
mengatasnamakan kepentingan pembagunan. 
Ketiga, tidak akan mungkin membangun proses demokratisasi tanpa 
ketiadaan partai politik karena itu partai mempunyai peran yang strategis 
dalam mewujudkan sistem kekuasaan yang akuntabel dan demokratis. 
Partai pula yang kelak akan memproduksi sumber daya publik untuk 
mengisi formasi jabatan di parlemen, kepala pemerintahan di pusat 
maupun di daerah serta di kemeterian dan lembaga negara lainnya. Pada 
sisi lainnya, fakta menunjukkan, sebagian besar partai tidak mempunyai 
sistem rekruitmen dan pengkaderan untuk menghasilkan the best leadership 
for the shake of nation.
Itu sebabnya, tidaklah mengherankan, ada cukup banyak anggota 
parlemen yang telah berkali-kali dipilih rakyat tetapi jika ditelusuri secara 
secara mendalam, kontribusinya bagi kepentingan kemaslahatan daerah 
pemilihannya sangat terbatas sekali bila tidak ingin disebut sebagai 
nihil. Mereka bekerja untuk kepentingannya sendiri agar mem punyai 
keleluasaan akses politik yang akan memperluas kekuasaannya tapi tidak 
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mewakili kepentingan daerah pemilihannya, apalagi, untuk membuat 
sejahtera masyarakat di daerah pemilihannya tersebut. Bahkan, ada banyak 
penyelenggara negara yang berasal dari partai tetapi tidak mempunyai 
kemampuan managerial yang memadai dalam memimpin kementerian 
maupun pemerintahan.
Hal lain yang tidak kalah pentingnya, partai tidak mempunyai 
sumber dana yang cukup untuk membiayai pembangunan kompetensinya 
serta berbagai program strategisnya yang berkaitan dengan komunikasi 
dan kepentingan konstituennya. Pada titik inilah, isu mengenai sumber 
pendanaan partai menjadi urgen untuk diperhatikan. Ada konsekwensi 
yang sangat serius, hari ini, partai dituding telah “dibeli” oleh kepentingan 
kapital dan sebagian para pemilik modal sehingga partai tidak berpihak 
sepenuh-penuhnya pada kepentingan publik sebagai pemilik kedaulatan 
bangsa.
Itu sebabnya, partai harus didukung agar mempunyai sumber 
dana yang memadai tanpa harus memberikan otoritas untuk berbisnis. 
Pendanaan partai yang dijamin oleh negara melalui APBN, diberikan 
secara proporsional berdasarkan hasil suara sehingga partai pemenang 
pemilu akan mendapatkan reward dana yang lebih besar harus mulai 
diwujudkan. Tentu saja, partai juga harus ditingkatkan kompetensinya 
sehingga mempunyai model pendanaan yang bersumber dari anggota 
partai politik sebagai salah satu sumber utama pendanaan partai juga perlu 
dilakukan. Pada konteks ini, ide yang dikemukakan oleh Denny Indrayana 
menjadi relevan untuk diperhatikan.
Partai yang mampu menegakan akuntabilitas dan integritasnya secara 
baik serta ditopang dengan pendanaan yang cukup memadai akan menjadi 
partner strategis bagi upaya pemberantasan korupsi yang efektif dan 
efisien. Jika tidak mampu membangun partai yang kuat dengan prasyarat 
tersebut di atas maka dipastikan kepentingan dengan sifat dan karakter 
koruptif, kolusif dan nepotistik akan menjadi bagian tak terpisahkan dari 
sistem kekuasaan di parlemen dan pemerintahan. Pada kondisi sedemikian, 
sebagian besar kebijakan potensial akan bersifat transaksional belaka dan 
merugikan kepentingan kemaslahatan.
Keempat, tidak ada yang dapat menyangkal korupsi menghancurkan 
sistem, kinerja, termasuk efisiensi, dan pertumbuhan perekonomian suatu 
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bangsa. Tidak hanya itu, sumber daya manusia yang bekerja didalam 
sistem ekonomi dan politik akan “diluluh lantakkan” karena tidak 
mungkin terjadi inklusi ekonomi dan kekuasaan tetapi dipastikan terjadi 
komoditifikasi karena berada di dalam gengaman pemilik modal yang 
berkolusi dengan kartel politik yang tidak beroreintasi pada kepentingan 
kemaslahatan yang berujung pada kesejahteraan dan keadilan sosial.  
Oleh karena itu perlu paradigma pemahaman yang utuh dan 
paripurna. Lupakanlah untuk segera meningkatkan kesejahteraan sosial 
karena pertumbuhan perekonomian dapat ditingkatkan akeselrasinya bila 
dipararelkan dengan keberpihakan untuk melakukan upaya pemberantasan 
korupsi tidak dilakukan secara serius dan holistik. Penegak hukum 
yang koruptif dan kolusif justru menjadi tukang jagal yang menjegal 
pertumbuhan ekonomi karena memfabrikasi ketidakpastian sebagai 
prasyarat utama pertumbuhan ekonomi. 
Firmanzah dengan sangat tepat menggambarkan hal ini dengan 
memrujuk pada berbagai studi empiris mengenai praktik korupsi 
mendestruksi kinerja perekonomian dan sejumlah indikator pem bangunan 
lainnya. Kutipan yang tersebut di dalam Corruption and Economic Growth, 
Journal of Comparative Economics (Mo. P.H., 2001) menjadi sangat menarik 
karena setiap kenaikan 1% level korupsi akan mengurangi pertumbuhan 
ekonomi sebesar 0,72% serta korupsi merusak tatanan ekonomi-politik 
suatu negara karena memicu instabilitas politik sebesar 53%, menurunkan 
investasi menjadi 22% dan menurunkan produktivitas suatu negara hingga 
9,7%. 
Lebih dari itu, korupsi di birokrasi dipastikan menurunkan efisiensi 
sehingga meniadakan pertumbuhan ekonomi, The Other Part (De Soto, 
1989) serta menghancurkan kualitas sumber daya manusia di dalam Does 
Corruption Affect Income Inequality and Poverty?Economic of Governance 
(Gupta el al., 2002). Ada cukup banyak studi lain yang juga menegaskan, 
negara dengan indeks korupsi yang tinggi akan berpengaruh pada 
rendahnya Index Human Development, seperti: tingginya angka kematian 
balita, kurang gizi, dan drop-out sekolah. 
Perspektif  seperti uraian di atas, tidk hanya harus dimengerti oleh 
aparatur kekuasaan tetapi juga difahami oleh kalangan penegak hukum 
dalam menjalankan fungsi penegakan hukum. Jika saja, lembaga kejaksaan 
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agung bisa dimanfaatkan untuk mengontrol proses penyidikan dan 
disenergikan dengan kompetensi dan integritas dari KPK untuk mengawal 
proses pembangunan pada sektor strategis ketahanan pangan dan agunan 
sumber daya alam untuk memastikan agar kebijakan pembangunan 
berpihak pada kepentingan kemaslahatan maka perwujudan kesejahteraan 
bukan mimpi dan khayalan. 
Diskresi adalah kewenangan terbatas di dalam menjalankan suatu 
kebijakan pembangunan dan dilaksanakan secara bertanggungjawab 
bukan kebebasan penggunaan kewenangan yang sebebas-bebasnya. Yang 
dibutuhkan penyelenggaran negara adalah rambu-rambu dan mekansime 
yang jelas serta disediakannya forum yang dapat bersifat sebagai problem 
shooters untuk meminimalisir potensi penyalahgunaan kewenangan karena 
ketidaktahuan dan ketidakjelasan.
Jika hal-hal tersebut di atas dilakukan secara bertanggungjawab, 
berbagai potensi penyalahgunaan kewenangan dapat dikendalikan. 
Seperti misalnya, contoh yang dikemukakan oleh Hariadi Kartodihardjo, 
Guru Besar Kebijakan Kehutanan Institut Pertanian Bogor, ada sekitar 159 
(61%) perusahaan mempunyai areal kerja seluas 13 juta Ha tapi baru 16 
perusahaan (6%) yang sudah mempunyai batas areal kerja secara definitif.
Hal ini dikofirmasi melalui kajian yang dilakukan di awal tahun 2016. 
Ada indikasi pembiaran sehingga terjadi penggunaan tambang dan kebun 
secara illegal, misalnya, hanya ada 67% perusahaan yang mempunyai 
rencana kerja tahunan yang disahkan Pemda dari 281 perusahaan (kajian 
Maret 2016, Evaluasi Kinerja oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan) dan hanya 96 perusahaan seluas 5,2 juta Ha (50,3%) yang 
layak dilanjutkan. 
Berpijak dari praktik seperti itu, Kajian dari Litbang KPK (2013) 
mensinyalir ada indikasi nilai penyuapan atau pemerasan di pelaksanaan 
perizinan sebesar Rp 680 juta sampai Rp 22 milyar (per perusahaan per 
tahun) yang terjadi di seluruh tahapan proses binis usaha kehutanan. 
Perusahaan melakukan eksploitasi hutan alam secara berlebihan, sebagai 
bentuk kompensasi atas biaya yang dikeluarkannya sehingga potensi 
kehilangan pendapatan non pajak (PNBP) dari negara sebesar Rp.5 trilyun 
hingga Rp.7 trilyun per tahun selama 12 tahun (periode tahun 2003—2014), 
sehingga akumulasinya, negara potensial kehilangan Rp.50 trilyun hingga 
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Rp 66 triyun per tahun dari nilai kayu konversi hutan untuk tambang dan 
kebun (Litbang KPK 2015). 
Kelima, pilihan untuk mendukung KPK tanpa reserve adalah 
keniscayaan. Jika melihat berbagai uraian di atas serta beberapa gagasan 
yang diajukan dalam buku ini ada beberapa hal penting yang perlu 
dilakukan agar upaya pemberantasan korupsi dapat dimaksimalisir 
sehingga dapat dilakukan akselerasi pertumbuhan ekonomi untuk 
mewujudkan kesejahteraan. 
Upaya pemberantasan korupsi harus diletakan sebagai faktor benefit 
bukan liability dalam seluruh proses kebijakan pembangunan. Hal 
ini didasarkan atas hasil kajian dari berbagai studi serta fakta empiris 
yang terjadi. Tidak akan ada pertumbuhan ekonomi dan peningkatan 
kesejahteraan sosial bila upaya pemberantasan korupsi secara efisien, 
masif, sistematis dan terstruktur tidak dilakukan. 
Jika asumsinya seperti itu, kewenangan KPK di bidang pem-
beranatasan korupsi harus ditambah dengan penanganan kasus-kasus 
kejahatan dibidang ekonomi karena sebagian besar economic crime 
mempunyai relasi yang sangat erat dengan kejahatan korupsi.
Bostwana adalah salah satu negara yang telah berhadil meng-
integrasikan penanganan korupsi dan kejahatan ekonomi. Pada tahun 
1994, pemerintah Bostwana mengundangankan peraturan yang disebut 
sebagai the Corruption and Economic Crime Act. Ini adalah salah satu 
strategi ofensif dalam pemberantasan korupsi yang diintegrasikan dalam 
lembaga anti korupsi dengan nama DDEC (The Directorate on Corruption 
and Economic Crime). Sebagian kewenangannya berkaitan dengan “… 
this created new offences of corruption, including being in control of 
disproportionate assets or maintaining an unexplained high standard of 
living …” (Botswana's Approach to Fighting Corruption& Economic Crime).
Berkenaan dengan kontkes diatas, segenap upaya yang ditujukan 
untuk mendelegitimasi kualifikasi tindak korupsi di dalam Revisi KUHP 
harus dihentikan. Itu sebabnya, sinyalemen yang diajukan Emong Komariah 
menjadi sangat relevan. Di dalam naskah Revisi KUHP tanggal 5 Juni 2015, 
tindak pidana korupsi hanya dirumuskan dalam pasal 687 sampai dengan 
pasal 706. Hal ini mengakibatkan, ada banyak jenis-jenis tindak pidana 
korupsi yang sekarang diatur di UU Tipikor akan dihilangkan. Misalnya, 
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tindak pidana suap, khususnya yang dilakukan terhadap Pegawai Negeri 
yang mempunyai jabatan tertentu, dan gratifikasi. 
Pendeknya, penyuapan bukanlah tindak pidana korupsi lagi, padahal 
jenis kejahatan ini, kini, justru masih masif dilakukan. Kasus suap, khususnya 
yang ditujukan kepada orang yang dalam posisi tertentu, adalah perbuatan 
yang sangat membahayakan kelangsungan kehidupan berbangsa dan 
bernegara. Tindak pidana jabatan diatur dalam Bab XXXII Revisi KUHP 
tetapi tidak dikualifikasi sebagai bagian dari tindak pidana korupsi. 
Jangan sampai, KPK sedang menggantang api, seolah-olah sedang 
memperjuangkan perbuatan suap menyuap di sektor swasta sebagai 
tindak pidana korupsi, seperti tersebut di ratifikasi UNCAC, di dalam 
Revisi KUHP, tindak pidana suap di sektor swasta justru tidak diatur dan 
dirumuskan hanaya tindak pidana suap biasa saja.
Untuk itu, KPK sendiri harus melakukan 3 (tiga) hal penting untuk 
menjamin kualitas kompetensi dan akuntabiltasnya dalam menggunakan 
kewenangannya dalam upaya membangun pemberantasan korupsi yang 
efektif dan efisien, yaitu antara lain sebagai berikut:
1. KPK harus memiliki kewenangan untuk melakukan rekruitmen 
dan pengembangan kapasitas kompetensi penyelidik dan 
penyidiknya sendiri. Hal ini perlu dilakukan karena modus 
operandi kejahatan senantiasa berkembang, disebaginnya, 
kempaun kejahatan jauh lebih cepat dari kualitas kompetensi 
penegak hukumnya. KPK harus segera membuat centre of 
excellent yang merupakan bagian dari Public University nya yang 
mengelola seluruh kompetensi dan pengalaman terbaik KPK;
2. KPK harus mempunyai instrumen untuk memastikan kualitas 
integritas para funsgionalnya dan system akuntabilitas dalam 
menjalankan kewenangannya. Untuk itu, ide untuk membuat 
Ghost Squad seperti sudah dilakukan di Scotland Yards tahun 1990 
(lihat Bent Coppers, Graeme McLagan, 2003) untuk membangun 
“zero tolerance” penyalahgunaan kewenangan perlu segera 
dilakukan. Unit rahasia dapat ditempatkan menjadi bagian dari 
Pengawasan Internal KPK sebagai suatu upaya signifikan dari 
institusi membenahi dirinya serta mengasuransikan integritas dan 
akuntabilitasnya.
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3. KPK harus bekerja bersama secara intensif dengan berbagai 
lembaga lain serta komunitas masyarakat. Itu sebabnya, 
komunikasi dan kerjasama yang intensif dengan BPK yang 
merupakan lembaga audit eksternal untuk menindaklanjuti 
temuan hasil pemeriksaan, termasuk dengan jajaran Inspektorat, 
BKPK, PPATK, LPSK dan Ombudsman menjadi urgen untuk 
dilakukan. Kewenangan koordinasi dan supervisi harus dilakukan 
lebih ditingkatkan secara terstruktur dengan lembaga penegak 
hukum dan juga lembaga lain yang berkaitan dengan upaya 
pemberantasan korupsi.
Pada akhirnya, keberhasilan upaya pemberantasan korupsi sangat 
ditentukan pada kemampuan KPK untuk menggerakan partisipasi publik. 
Tentu saja, keberhasilan itu, disebagiannya, juga pada kemampuan 
para Guru Besar dan KPK untuk memberikan energi terbarukan pada 
produksi gagasan dan program pemberantasan korupsi serta kemampuan 




Dalam dunia bisnis, kita menyaksikan disruption yang terjadi di mana-mana. Disruption tersebut membongkar tatanan industri dan aturan 
main, sehingga memaksa banyak perusahaan untuk mengubah model 
bisnisnya.
Lihat saja dalam bisnis porhotelan dunia. Pesaing terbesar jaringan 
hotel dunia, seperti Grup Intercontinental, Hilton atau Marriott, bukan 
dari perusahaan perhotelan, tetapi Airbnb—yang ternyata tidak memiliki 
hotel sama sekali. Airbnb adalah perusahaan aplikasi online yang 
mempertemukan mereka yang membutuhkan penginapan dengan para 
pemilik kamar yang idle alias tidak sedang digunakan.
Kalau Anda klik website Airbnb, jumlah kamar yang terdaftar di dalam 
jaringan mereka saat ini mencapai lebih dari 2 juta. Bandingkan dengan 
perusahaan perhotelan seperti Intercontinental, Hilton atau Marriott yang 
jumlah kamarnya masing-masing tak lebih dari 700.000.
Begitu pula penyedia layanan taksi terbesar di dunia bukanlah 
perusahaan taksi, tetapi Uber. Padahal, Uber tak memiliki taksi sama 
sekali. Begitu pula dengan jaringan bisnis retail terbesar sekarang ini 
bukan lagi Walmart, melainkan Alibaba.com—yang sama sekali tak punya 
gudang untuk penyimpnan stok barang. Lalu, toko buku terbesar di dunia 
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www.amazon.com yang didirikan oleh Jeff Bezos. Sekarang Amazon 
sudah jadi toko retail yang mendisrupsi bukan saja toko buku, tetapi juga 
Walmart. Walmart boleh bertahan dengan konsep saving money-nya, tetapi 
masyarakat ingin saving time. 
Saya masih punya beberapa contoh lainnya. Misalnya, penyedia 
referensi terbesar di dunia sekarang ini bukan lagi ensiklopedia, tetapi 
wikipedia. Perusahaan media terbesar juga bukan lagi Time Inc, tetapi 
Facebook (padahal, Facebook sama sekali tidak menyajikan berita). 
Begitu penyedia foto terbesar di dunia saat ini adalah instagram. Padahal, 
Instagram sama kali tidak membuat kamera digital.
Begitulah perubahan (baca, disruption) yang terjadi pada lanskap 
bisnis di dunia. Ia tak hanya terjadi di negara-negara maju, tetapi juga 
di negara kita. Kondisi semacam ini tentu memaksa banyak perusahaan, 
yang ingin bertahan, untuk mengubah model bisnisnya. Jargonnya 
kalau dulu, berubah atau Anda bakal punah. Change, or Die. Kalau 
sekarang, Disrupting or Being Disrupted.
Anda, dan kita semua, tahu bahwa pemicu perubahan itu adalah 
“kawin silang” antara perkembangan teknologi informasi dan komunikasi 
(Information and Communication Technology, ICT) dengan perubahan 
model bisnis. Kalau dulu banyak perusahaan menganut konsep owning 
economy, kini tiba eranya sharing economy dan colaborative economy.
Kalau dulu semuanya harus milik saya, sekarang tidak lagi. Ini punya 
saya, Anda punya apa. Mari kita bekerja sama dan berbagi. Bagaimana 
dunia korupsi?
Disruption di Politik
Sekarang ini kita masih terpesona oleh perubahan atau disrupsi yang 
terjadi di dunia bisnis. Sebentar lagi, dan sesungguhnya tengah terjadi, 
perubahan itu juga melanda dunia politik. Disruption itu, menurut saya, 
akan mengubah tatanan politik dan memaksa partai-partai politik dan para 
politisinya untuk berubah.
Tetapi sebelum saya sampai kesana, baiknya anda pahami dulu 
teorinya (Clayton Christensen, 1995).  Begini ceritanya.   
Waktu berjalan, maka suatu ketika pasar akan mapan dengan satu,dua-
tiga penguasa. Hukum besi teori evolusi akan terjadi. Penguasa itu bisa 
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perusahaan, tapi dalam politik juga ada pasarnya, jadi penguasanya ya 
partai politik. Menurut Christensen, incumbents selalu akan fokus pada 
segmen pasar diatas, yang memberikan keuntungan yang besar, the most 
valuable customers, the most profitable. Mereka akan punya konstituen 
yang lokal, ada akarnya.
Dengan bekal ilmu pemasaran, partai politik lalu memelihara loyalitas 
"pelanggan"nya (konstituen). Bisa juga pakai branding strategy tentunya, 
dengan iklan, pencitraan, social media campaign, pembentukan kader dan 
seterusnya.  Nah siapa yang mau dia bidik memang bisa beragam, bisa di 
atas bisa juga wong cilik. Tapi partai tidak langsung ke mereka, melainkan 
menggunakan "elit". Inilah elit yang mempunyai ambisi, cita-cita. Ingin 
jadi pejabat, bupati, walikota, menteri, duta besar, pejabat publik, tokoh 
masyarakat yang diusulkan partai, atau jadi pengusaha yang bisa memakai 
dana APBN atau APBD, melicinkan bisnis yang memakai regulasi/konsesi 
atau izin khusus (tata niaga) dan seterusnya.
Itulah elit yang saya maksud. Maklum partai politik butuh uang, 
demikian juga para pengurusnya untuk memelihara konstituen sekaligus 
hidup pribadinya.  Para elit ini dibina partai, dan mudah kita mendeteksinya: 
siapa memanfaatkan siapa. Nah pada gilirannya, partai politik pasti akan 
menjauh dari masyarakat. Sebab mereka akan silau dengan para elitnya 
sendiri. Minimal mereka beri syarat yang berat agar kandidat bersedia 
mengikuti kehendak mereka untuk menjalankan misi tertentu di kemudian 
hari.
Akibat lebih jauh, partai politik yang demikian biasanya ter pe -
rang kap untuk tidak melakukan perubahan yang berarti selain mem-
perkuat branding, publicrelation (PR) dan program-program sustainable 
innovation lainnya. Maksud saya mereka tidak mem bangun values seperti 
yang kita harapkan, atau minimal membersihkan diri dari praktek-praktek 
tercela.  Pimpinannya mungkin sudah kenyang, tapi anakbuahnya dibiarkan 
ganas mencari makanan sendiri-sendiri dengan Kartu Tanda Anggota. 
Pimpinannya mengatur di parlemen untuk meningkatkan APBN atau APBD, 
tetapi proyeknya "harus" mengalir kepada para elit.
Alih-alih menjadi strong brand, banyak incumbents yang terperangkap 
dalam “problematic brand” dengan elit yang pasif, yang kurang mengenal 
pasar karena merasa brandnya sudah begitu kuat. Mereka bahkan 
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sudah mulai arogan, bicara seenak perut karena merasa sudah terpilih 
menjadi wakil rakyat. Tak jarang prilakunya malah membelakangi rakyat, 
menghianatinya karena mungkin dulu mendapatkannya juga melalui cara-
cara yang kurang baik.  
Hal ini tentu menyesatkan, sebab akan membuat satu dua anggota 
masyarakat yang terpanggil dan ingin memperbaiki nasib bangsa akan 
kesulitan menjadi pejabat publik.  Biaya langsung maupun tidak langsung 
untuk menjadi pimpinan dalam masyarakat menjadi amat mahal. Kalaupun 
terpilih, mereka akan tersandera habis praktek korupsi atau perbuatan 
tercela, kita sudah lihat banyak orang baik yang belakangan terbukti 
menjadi kurang baik dan bahkan menjadi tersangka dan tahanan KPK.
Jadi bagaimana disruption theory bekerja? Dengan spirit kewira-
usahaannya, new entrants (pendatang baru, kandidat yang berani itu) akan 
memotong kaki incumbents (partai politik). Entrants akan menyerang 
segmen pasar di bawah dan menciptakan pasar yang benar-benar baru, 
yang kecewa dengan para elit.  Para elit dianggap hanya membual dengan 
janji-janji kosong. Lalu publik pun berkolaborasi lewat jasa aplikasi.
Menurut Christensen, Incumbents akan tak berdaya, sehingga akan 
mengarahkan amunisi terakhirnya, yaitu jaringannya yang tersebar luas 
apakah di birokrasi, parlemen, atau tokoh-tokoh publiknya untuk melakukan 
serangan balik penggembosan. Kalau dalam bisnis lihat saja bagaimana 
pertarungan antara taxi online vs taxi konvensional. Anda lihat juga siapa 
yang membela kepentingan incumbent. Polanya saya kira sama saja.
Ini menjadi amat menarik, karena pemerintah yang berkuasa biasanya 
juga ketinggalan zaman, tidak tahu apa yang terjadi. Lebih jauh pemerintah 
juga merasa terancam, karena inovasi-inovasi baru itu mengancam 
pendapatan mereka dari sisi perizinan.
Bergerak di dunia maya, dengan pelaku yang terbagi secara luas 
(para entrants itu menerapkan strategi sharing resources), membuat biaya 
kampanye turun. Kalau biaya untuk mencalonkan Gubernur di DKI bisa satu 
trilyun rupiah, mungkin publik yang berkolaborasi hanya butuh sepuluh 
miliar saja. Murah bukan? Makanya akhirnya mereka bisa memberi jasa-jasa 
kepada publik dengan tarif rendah, bahkan gratis, responsif, pakai sumber 
daya manusia yang gesit dan cantik-cantik, alokasi anggarannya bagus, 
penataan kota lebih baik, public service terpelihara, dapat senyum pula. 
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Tapi untuk sampai kesana? Alamak. Beratnya minta ampun. Fitnahnya 
banyak sekali. Ranjau-ranjau liarnya tak terhitung, belum lagi perangkap 
hukumnya. Kalau tak bersih betul mereka akan kesulitan dan akan main 
drama untuk bisa survive.  Mereka menjadi subjek untuk dikriminalisasi. 
Demikianlah perjalanan membangun orang baik dan memberantas korupsi 
di negri ini, butuh pengawalan extra. Pihak yang anda lawan bukan cuma 
satu, tetapi gerombolan besar.
Sebenarnya saya enggan menyebut nama. Sebab kita sekarang punya 
banyak nama bagus yang bisa dijadikan contoh, tapi saya tak tahu persis 
bagaimana mereka bersinergi bersama incumbents. Tentu anda bisa menyebut 
nama-nama yang garang dihadapan partai politik seperti Tri Rismaharini, 
Basuki Tjahaja Purnama, Ridwan Kamil, Kang Yoto, Abdullah Azwar Anas, Ida 
Bagus Rai Dharmawijaya Mantra, Abdulah Abu Bakar atau Emil Dardak.
Siapapun diantara mereka bisa kita jadikan contoh. Tapi akhirnya 
kita ambil saja dimana disruption sedang bekerja. Apakah ini akan happy 
ending atau malah gagal, saya kurang tahu persis.  Tetapi gejala disruptive 
innovation mulai tampak, yaitu pada kasus yang menimpa Basuki Tjahaja 
Purnama alias Ahok. 
Saat ini terjadi pertarungan antara kalangan pro perubahan dan 
pendukung status quo. Anda tahu, pada tahun 2017 akan ada Pemilihan 
Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta. Kalangan pro perubahan mengusung 
Ahok maju melalui jalur indenpenden. Sementara, pengusung status 
quo ingin Ahok maju melalui jalur partai politik.
Kasus Ahok ini, bagi sebagian pengamat politik, menjadi semacam 
laboratorium atau pilot project disruptive innovation dalam bidang politik. 
Kalau Ahok maju melalui jalur independen dan menang dalam Pilkada DKI 
Jakarta, fenomenanya mungkin bakal menyerupai kisah Arab Spring di 
negara-negara Timur Tengah.
Anda tahu bukan kisah Arab Spring? Peristiwanya bermula pada 17 
Desember 2010 di Tunisia. Mohammed Bouazizi adalah seorang pemuda 
penjual buah dan sayuran di Kota Sidi Bouzid Tunisia. Suatu ketika, ia 
terjaring razia. Ini bukan kali pertama, tetapi menjadi yang terakhir bagi 
Bouazizi.
Polisi perempuan yang melakukan razia tak terima dengan uang denda 
10 dinar yang dibayarkan Bouazizi. Ia menampar Bouazizi. Plak! Bagi 
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Bouazizi, tamparan itu adalah penghinaan bukan saja bagi dirinya, tetapi 
juga terhadap arwah ayahnya. Maka, ia pun protes. Bouazizi mendatangi 
balaikota. Tapi, pejabat di sana tak ada yang mau menemui.
Tak terima atas perlakukan itu, Bouazizi memprotes dengan 
menuangkan bahan bakar ke tubuhnya. Ia membakar diri.Bouazizi tak 
langsung meninggal. Ia sempat dilarikan ke rumah sakit dan dirawat. 
Presiden Tunisia Zine Abedine Ben Ali sempat mengunjungi Bouazizi 
pada 28 Desember untuk meredam kemarahannya. Namun, pada 4 
Januari 2011, Bouazizi meninggal. Rakyat Tunisia pun berduka, menaruh 
simpati, dan sekaligus murka. Bagi mereka, kesewenang-wenangan polisi 
adalah cermin dari kesewenang-wenangan rezim Presiden Ben Ali, yang 
memerintah negaranya dengan cara-cara diktator.
Massa yang simpati dan murka dengan segera berubah menjadi 
gerakan massal. Mereka bergerak untuk menjatuhkan pemerintahan 
yang berkuasa. Hanya sepuluh hari pasca meninggalnya Bouazizi, rezim 
Presiden Ben Ali, yang telah berkuasa selama hampir 25 tahun, korup dan 
memerintah dengan cara-cara represif, pun akhirnya tumbang.
Keberhasilan aksi massa di Tunisia pun dengan cepat menjalar ke 
mana-mana, ke Afrika Utara dan Timur Tengah. Pemerintahan yang 
berkuasa di Libya (Moammar Gaddafi, sudah 30 tahun berkuasa), Mesir 
(Hosni Mubarak berkuasa selama hampir 30 tahun) dan Aljazair pun 
tumbang oleh aksi massa. Pergolakan untuk menumbangkan pemerintahan 
yang berkuasa juga terjadi di Bahrain, Suriah, Oman, Iraq, Yordania dan 
beberapa negara lainnya.
Fenomena inilah yang dikenal dengan sebutan Arab Spring, atau 
Musim Semi di Arab. Anda tahu bagaimana peristiwa kecil bisa dengan 
cepat menjelma menjadi aksi massa yang bersifat massif. Di situlah internet 
memainkan peranannya. Semua aksi massa, pawai atau demo di Tunisia 
digalang melalui media sosial Facebook dan Twitter.
Balas Budi
Baiklah kita kembali ke kasus Ahok. Bagi saya, kalau Ahok maju 
melalui jalur independen dan terpilih menjadi Gubernur DKI pada Pilkada 
2017, peristiwa ini akan menjadi semacam Arab Spring dalam ranah politik 
Indonesia. Keberhasilannya akan menginspirasi calon-calon pemimpin 
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lainnya, baik di pusat maupun daerah, untuk mencalonkan diri sebagai 
kepala daerah atau anggota legislatif melalui jalur independen.
Mengapa? Sederhana sekali. Untuk menjadi kepala daerah, atau 
politisi di legislatif, kalau melalui jalur partai politik biayanya sangat mahal. 
Kolega saya yang berniat mencalonkan diri untuk menjadi anggota DPR, 
misalnya, terkejut ketika disebutkan bahwa biayanya bisa mencapai Rp11 
miliar. Itu pun tak ada jaminan bakal jadi.
Sementara “uang mahar” untuk menjadi kepala daerah malah lebih 
tinggi lagi. DKI Jakarta, misalnya, Ahok pernah menyebut angkanya bisa 
Rp100 miliar sampai Rp200 miliar. Itu belum biaya operasional tim yang 
bekerja di tiap kelurahan yang membutuhkan minimal seratus juta rupiah. 
Kalikan saja berapa jumlah kelurahannya.  Untuk daerah lain mungkin 
angkanya tak sampai sebesar itu. Begitu pula untuk menjadi bupati atau 
walikota, tentu “tarifnya” bisa lebih rendah. Meski begitu tetap saja nilainya 
mencapai puluhan miliaran rupiah.
Lalu, darimana para calon tersebut mendapatkan dana untuk modal 
bertarung menjadi kepala daerah atau anggota legislatif? Banyak pihak, 
termasuk para pengusaha, yang dengan senang hati menjadi cukongnya. 
Ada yang sendiri, ada yang bersama-sama. Bagi mereka, uang sebanyak 
itu adalah investasi. Uang itu bakal kembali lewat berbagai cara.
Uang itu biasanya kembali lewat berbagai proyek pemerintah pusat 
atau daerah. Proyek-proyek semacam itu dibahas di DPR atau DPRD 
dan diarahkan sedemikian rupa agar pemenangnya adalah perusahaan 
milik sang pengusaha. Muncul istilah “bagi-bagi proyek” atau “bagi-bagi 
konsesi”. Banyak kepala daerah atau anggota legislatif kita, baik di pusat 
atau di daerah, yang terjerat dengan perkara korupsi semacam ini.
Jalur “balas budi” lainnya bisa lewat perizinan. Sederhananya, kalau 
ada pendatang baru yang ingin masuk ke bisnis tertentu, terutama yang 
berpotensi menyaingi bisnis sang pengusaha, prosedurnya sengaja dibuat 
panjang, rumit dan dan berbelit-belit. Itu sekaligus sebagai proteksi dalam 
bentuk perizinan.Sementara, kalau perusahaan milik sang pengusaha ingin 
mengurus izin untuk investasi baru, prosedurnya dibuat sedemikian rupa. 
Pokoknya serba cepat dan serba lancar.
Dengan cara seperti itu tak ada pengusaha pendatang baru yang 
sanggup bersaing. Kondisi semacam ini jelas berdampak buruk. Ia 
20
Bunga Rampai Opini Guru Besar Antikorupsi: Memperkuat & Mempertahankan KPK 
membuat kompetisi menjadi terbatas dan pada akhirnya konsumen harus 
membayar dengan harga yang lebih mahal.
Kondisi semacam ini juga membuat inovasi terhambat. Ide-ide baru 
sulit berkembang karena diganjal sana-sini. Kebanyakan pengusaha 
incumbent atau pemerintah yang berkuasa berlindung di balik regulasi. 
Padahal, regulasinya didesain sedemikian rupa agar menguntungkan para 
pengusaha yang menjadi cukong tadi.
Anda tahu bukan konsekuensi hal semacam ini. Iya, daya saing kita 
lemah dan pertumbuhan ekonomi menjadi lambat. Lalu para pelaku pun 
melobi para penegak hukum untuk melindungi mereka. Terjadi lagi mafia 
peradilan yang rumit.
Kita tentu harus menyapu bersih praktek-praktek korupsi dan 
penyalah gunaan wewenang yang semacam ini. Bagaimana caranya? 
Menurut logika publik, kita jangan memilih pemimpin yang bakal punya 
utang politik.
Dalam konteks inilah saya melihat kasus Ahok ini menjadi eksperimen 
politik yang menjanjikan. Jika terpilih, Ahok tidak akan berutang kepada 
partai politik mana pun—meski sebagian mereka tetap menyatakan 
dukungannya. Ia hanya berutang pada para pemilihnya.  Tapi ia juga 
bakal kesulitan dalam memuluskan policy-nya di kemudian hari, sebab 
sistem perpolitikan kita memberi ruang yang besar bagi legislatif untuk 
anggaran dan pengawasan. 
Itulah sebabnya ekonom Daron Acemoglu (Massachusetts Institute of 
Technology) dan political scientist James A. Robinson (Harvard University) 
dalam buku risetnya, Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity, 
and Poverty  menyebutkan bukan alam atau budaya yang membentuk 
kemiskinan atau kesejahteraan, melainkan sistem politik yang dianut 
bangsa itu. Indonesia tengah berjuang untuk melepas jubah stigma itu 
atau malah sebaliknya.
Tapi baiklah kita pakai lensa optimis saja, anggap saja ini akan 
berhasil. Maka apa selanjutnya?  Sebagai bayarannya, ini indahnya, Ahok 
harus sepenuhnya bekerja untuk kita. Untuk warga DKI Jakarta. Ia harus 
membayarnya dalam bentuk layanan publik dari Pemprov DKI Jakarta 
yang bebas dari praktek-praktek korupsi, kolusidan nepotime atau KKN.
Kalau pencalonan Ahok melalui jalur independen berhasil, ia akan 
menjadi semacam Arab Spring baru di Indonesia. Bolehlah kita menyebutnya 
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sebagai Ahok Spring. Dan ini rupanya cukup mengkhawatirkan partai 
politik (incumbents). Ada yang bilang deparpolisasi-lah, ada yang mau 
terjun dari Monas lah, dan seterusnya.
Business Model vs Political Model
Kondisi inilah yang menjadi kekhawatiran kalangan politisi. Maka, tak 
heran kalau Ahok coba diganjal di sana-sini lewat berbagai kasus. Ini tentu 
tak sehat. Kalau di dunia bisnis, perusahaan-perusahaan dipaksa untuk 
mengubah model bisnisnya (business model), dalam politik fenomena ini 
tentu akan memaksa partai-partai politik (parpol) untuk mengubah model 
politik-nya (political model). 
Misalnya, selama ini parpol menjadi kendaraan yang digunakan para 
politisi untuk menimbun kekayaannya. Untuk menunjukkan kekuasaannya. 
Bukan untuk melayani Anda sebagai konstituennya. Pernahkah Anda 
dilayani oleh “tuan-tuan yang terhormat” di DPR?
Kelak, dengan adanya Ahok Spring, parpol harus berubah. Mereka 
harus menjadi kendaraan para politisi untuk mengabdikan dirinya dengan 
menjadi pelayan publik. Mereka tidak akan hidup miskin. Bahkan mereka 
hidup berkecukupan. Kita akan menggajinya secara layak, supaya mereka 
bisa membaktikan dirinya untuk melayani masyarakat.
Namun, jangan serakah. Korupsi sama sekali bukan gambaran dari 
perilaku orang yang kekurangan. Itu gambaran keserakahan.
Tapi, itu semua belum cukup. Kita juga masih harus membangun 
infrastrukturnya, terutama infrastruktur legal. Pertama, penegakan hukum. 
Saya masih tak habis mengerti, bagaimana bisa ada pejabat negara yang 
masih tetap menduduki jabatannya meski dia tak melaporkan harta 
kekayaannya, sebagaimana amanat undang-undang (UU). Mestinya ada 
kekuatan yang memaksa pejabat semacam ini untuk turun dari jabatannya.
Kedua, untuk menutup peluang korupsi, kita mesti memiliki sekurang-
kurangnya tiga UU guna memperkuat infrastruktur legal. Tiga UU tersebut 
adalah UU tentang Konflik Kepentingan, UU tentang Pembuktian Terbalik, 
dan UU tentang Pembatasan Transaksi Tunai. Sampai di sini kita benar-
benar celaka. Sebab, sesuai sistem ketatanegaraan kita, yang berhak 
mengusulkan Rancangan Undang-Undang (RUU) adalah pemerintah 
dan DPR. Keduanya, sejauh yang saya tahu, tak ada gelagat untuk 
mengajukannya.
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Jadi, kita masih memerlukan banyak disruption di dunia politik untuk 
menembus kebuntuan yang semacam ini. Anda ada ide? Silakan!
Bagi saya yang jelas kita masih amat butuh KPK untuk mendisiplinkan 
semua pelaku kebijakan publik, termasuk mengawal proses disruptive 
innovation ini. Kalau KPK tak mampu menangkap orang- orang kuat, 
bekerjasamalah dengan publik dan kawallah proses disruption ini. Kelak 
tugasnya akan lebih mudah
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KPK JILID IV DAN HARAPAN 
PEMBERANTASAN KORUPSI DI DAERAH
Marwan Mas 
Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Bosowa, Makassar
Rakyat harus tetap berani bersuara antikorupsi, berani mengungkap dan melaporkan dugaan korupsi yang terjadi. Kegelisahan kita terhadap 
perkembangan pemberantasan korupsi yang cenderung mengalami 
kemandekan, perlu disikapi serius. Setiap orang yang memiliki kesadaran 
membentuk pribadi berintegritas “lewat karakter antikorupsi” tidak boleh 
dikekang, apalagi dibungkam suaranya. Para pengamat antikorupsi, media 
massa, dan anak-anak muda aktivis antikorupsi harus punya kepribadian 
dengan memandang perilaku korupsi sebagai perbuatan jahat, curang, dan 
melanggar hak-hak ekonomi dan sosial rakyat. 
Modal kepribadian dan karakter antikorupsi harus dibina dan 
dikembangkan.Sebab korupsi hanya bisa dikikis habis, atau paling tidak 
dikurangi intensitasnya jika semua komponen bangsa bersatu-padu 
melawannya. Di tangan kita semua nasib negeri ini dipertaruhkan dari 
ancaman laten korupsi. Sebab realitas menunjukkan, korupsi semakin 
tidak terbendung dan menjadi penyakit kronis yang amat membahayakan 
kelangusungan kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. 
Korupsi terjadi pada hampir semua institusi negara, tidak hanya eksis di 
pusat pemerintahan, tetapi telah mewabah ke daerah tanpa bisa dibendung.
Berkaitan dengan itu, kehadiran Komisi Pemberantasan Korupsi 
(KPK) yang dibentuk melalui UU Nomor 30 Tahun 2002 dengan harapan 
memberikan nuansa baru dan lebih progresif dalam pemberantasan korupsi 
24
Bunga Rampai Opini Guru Besar Antikorupsi: Memperkuat & Mempertahankan KPK 
melalui upaya “pencegahan (preventif) dan penindakan (represif)”. Rakyat 
yang menjadi korban korupsi sangat berharap pada KPK selaku lembaga 
negara independen yang diberi kewenangan superbesar dibanding 
kewenangan yang diberikan kepada kepolisian dan kejaksaan dalam 
melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan perkara korupsi, 
termasuk melakukan upaya “pencegahan”.
Saat ini rakyat menggantungkan harapannya pada KPK Jilid-IV, 
sebab selama tiga periode kehadiran KPK, komitmen dan kinerjanya terus 
memperlihatkan taringnya. Misalnya, KPK Jilid Pertama menuntaskan 
kasus korupsi Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam, Abdullah Puteh. 
Begitu pula, korupsi dalam bentuk suap oleh anggota dan staf KPU, seperti 
Mulyana W. Kusumah (anggota KPU), Nazaruddin Sjamsuddin (Ketua 
KPU), Daan Dimara (anggota KPU), dan Hamdani Amin (mantan Kepala 
Biro Keuangan KPU) yang juga telah divonis bersalah oleh Pengadilan 
Tindak Pidana Korupsi (Pengadilan Tipikor).
Niat Jahat dalam Korupsi
Sangat wajar apabila publik mulai mempertanyakan profesionalitas, 
integritas, dan keberanian pimpinan KPK Jilid-IV yang diberikan 
kewenangan besar dalam membongkar kasus korupsi. Terutama yang 
merugikan keuangan negara seperti dimaksud pada Pasal 2 Ayat (1) dan 
Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999, diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 
2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Korupsi). Betapa 
tidak, ada kecenderungan KPK saat hanya mahir mengungkap kasus 
korupsi dengan melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) lantaran 
sebelumnya menyadap telepon para pelaku suap di ruang-ruang gelap.
Berdasarkan pengamatan saya, kualitas kerja KPK Jilid-IV dalam 
mengungkap kerugian keuangan negara masih rendah. Bahkan hampir 
tidak ada perkara korupsi yang dilaporkan masyarakat atau temuan Badan 
Pemeriksa Keuangan (BPK) dibawa ke ruang sidang pengadilan. Terutama 
laporan masyarakat terhadap dugaan korupsi yang terkait “perbuatan 
melawan hukum”dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Korupsi, dan penyalahgunaan 
kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan 
atau kedudukan dalam Pasal 3 UU Korupsi. Kalau penyelidikan dan 
penyidikan KPK tidak bersinergi dengan hasil audit BPK atau bahkan 
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tidak tuntas, dikhawatirkan tingkat kepercayaan rakyat pada pemerintahan 
Presiden Jokowi-Jusuf Kalla kembali melemah.
Kasus OTT yang diungkap KPK Jilid-IV belum mampu bersinergi dan 
dikembangkan dengan mengungkap perbuatan melawan hukum atau 
penyalahgunaan kewenangan, seperti yang pernah dilakukan KPK Jilid-
III. Antara lain, KPK Jilid-III mengungkap kasus Wisma Atlet dan Kasus 
Hambalang sampai memperoleh putusan hakim yang berkuatan hukum 
tetap, bermula dari OTT kemudian dikembangkan penyidikannya. KPK 
Jilid-III mampu melakukan langkah profesional dan berani mendobrak 
kekakuan penyidikan yang selama ini menggejala saat berhadapan dengan 
elit politik dan kekuasaan. 
Masih hangat dalam pembicaraan di ruang pubik, Kasubdit Kasasi 
dan Peninjauan Kembali Perdata Khusus Mahkamah Agung (MA), Andri 
Tristianto Sutrisna yang kena OTT KPK saat menerima suap dari pengusaha 
dan oknum pengacara yang juga diduga terkait dengan Sekretaris 
MA. Namun, sampai saat ini KPK belum mampu mengungkap dugaan 
perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan kewenangan yang 
diduga melibatkan Sekretaris MA. Salah satu yang mengemuka, karena 
KPK cenderung terjebak pada adanya niat jahat (mens rea).
Begitu pula hasil audit investigasi BPK terhadap pembelian lahan 
Rumah Sakit Sumber Waras yang menurut BPK berpotensi terjadi kerugian 
keuangan negara, juga belum mampu ditelisik KPK. Penyelidikan KPK 
masih berkutat pada persoalan niat jahat (mens rea). Padahal, untuk 
menemukan adanya niat jahat harus dilihat pada rangkaian perbuatan 
jahat (actus reus) dari pelaku. Artinya, niat jahat ditemukan pada 
perbuatan yang “dapat” menimbulkan kerugian keuangan negara, baik 
untuk memperkaya atau menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain. 
Niat jahat dianggap terpenuhi, apabila seorang penyelenggara negara 
“sengaja” melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku yang 
menyebabkan kerugian keuangan negara. 
Biasanya pejabat beralasan bahwa rencana suatu proyek selalu dimulai 
dengan “niat baik” untuk kepentingan umum. Tetapi harus diingat, niat 
baik itu harus diuji dalam pelaksanaan. Apabila tidak mengikuti prosedur 
peraturan perundang-undangan, atau menyalahgunakan kewenangan 
yang “dapat” menimbulkan kerugian keuangan negara, maka niat jahat 
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telah terjadi karena “sengaja” melakukan perbuatan menyimpang.  Ukuran 
“segaja” terjadi jika pejabat dianggap mengetahui prosedur pengadaan 
tanah tetapi tetap dilanggar atau diabaikan. 
Hasil audit investigasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) secara tegas 
menyatakan terjadi penyimpangan yang berpotensi merugian keuangan 
negara/daerah senilai Rp 191,33 miliar.Seharusnya KPK bersikap profesional 
dan berani tanpa mengaitkannya dengan kepentingan politis. Sebab ada 
dugaan kuat, belum adanya tersangka lantaran KPK menilai audit BPK 
bernuansa politis. Lalu siapa yang dipercaya KPK kalau meragukan hasil 
audit BPK? Seharusnya KPK tidak terjebak pada nuansa politis dalam 
menangani kasus korupsi, sebab hampir semua pelaku korupsi orang 
politik yang menduduki jabatan publik atas pilihan rakyat. Makanya, wajar 
jika disebut “episentrum korupsi” di negeri ini ada pada ranah politik.
BPK adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Pasal 23E UUD 
1945 untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara 
yang bebas dan mandiri. Kalau ada keraguan terhadap hasil audit BPK, 
silahkan diuji di pengadilan tindak pidana korupsi. Sebab penyimpangan 
yang dilandasi “niat jahat (mens rea)” terjadi, jika tidak mengikuti prosedur 
hukum dalam setiap pengadaan barang dan jasa.
Itulah salah satu yang menyeruak dalam penyelidikan KPK saat ini 
yang terkait dugaan korupsi yang dilaporkan masyarakat, pengembangan 
hasil OTT, dan hasil audit BPK, selain perbedaan persepsi atas makna “niat 
jahat”. Rumusan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 UU Korupsi dalam hukum 
pidana sebetulnya digolongkan sebagai “delik formil”. Ia dirumuskan, 
bahwa korupsi dianggap telah terjadi jika unsur-unsur perbuatan yang 
dilarang terpenuhi, tanpa memperhitungkan timbulnya suatu akibat. 
Hal itu tercantum pada frasa “dapat’ merugikan keuangan dan 
perekonomian negara, sehingga korupsi dianggap telah terjadi karena 
perbuatan itu “berpotensi” menimbulkan kerugian keuangan negara. 
Ada atau tidaknya kerugian keuangan negara secara nyata dan pasti 
jumlahnya,tidak menjadi ukuran telah terjadi korupsi. Yang perlu dibuktikan 
adalah telah terjadi perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan 
kewenangan yang “dapat” merugikan keuangan negara. 
Kerugian keuangan negara secara nyata tidak diperlukan selama 
didukung bukti-bukti yang mengarah pada “adanya potensi kerugian 
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keuangan negara”. Dalam ilmu hukum dikenal asas “lex specyalist derogat 
legi generale” atauperaturan khususlebih diutamakan berlakunya daripada 
peraturan umum dalam mengatur hal yang sama. Maka itu, desain UU 
Korupsi terkait kerugian keuangan negara mengeyampingkan ketentuan 
UU Nomor 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara sebagai Ketentuan 
Umum yang mengatur hal yang sama. 
Pasal 1 butir-22 UU Perbendaharaan Negara mengartikan kerugian 
keuangan negara sebagai “kekurangan uang, surat berharga, dan barang, 
yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan 
hukum, baik sengaja maupun lalai”. Dalam teori hukum pidana, pengertian 
itu termasuk “delik materiil” lantaran memberi syarat adanya “kerugian 
keuangan negara yang benar-benar nyata dan pasti jumlahnya” sebagai akibat 
perbuatan yang dilarang dan harus dibuktikan di depan sidang pengadilan. 
Korupsi di Daerah
Semakin mengguritanya perilaku korupdi Indonesia tidak bisa 
hanya diselesaikan dengan program-program anti-korupsi, legislasi, dan 
penegakan hukum semata. Selalu digaungkan, para koruptor harus dilawan 
dengan langkah luar biasa. Apalagi korupsi adalah kejahatan luar biasa 
(extraordinary crime) seperti ditegaskan dalam Penjelasan Umum UU 
KPK, yang kemudian dipertegas dalam Konvensi Internasional Antikorupsi 
PBB di Vienna, 7 Oktober 2013.
Korupsi di daerah ditandai oleh banyaknya kepala daerah dan 
pejabat di bawahnya terlibat kasus korupsi setelah pelaksanaan pemilihan 
langsung kepala daerah tahun 2005. Berdasarkan catatan KPK sampai 
Oktober 2016, sebanyak 363 kepala daerah yang terjerat kasus korupsi 
(TVOne, 11/8/2016). Sebanyak 69 kepala daerah yang khusus ditangani 
KPK sejak 2004, dengan rincian 18 gubernur dan sisanya bupati dan 
walikota termasuk yang sudah selesai menjabat. 
Terakhir kepala daerah yang dijerat KPK sampai tulisan ini dibuat 
adalah Gubernur Sulawesi Tenggara, Nur Alam yang ditetapkan tersanga 
pada Rabu (23/8/2016), serta Bupati Buton, Umar Samiun. Ini semakin 
menambah panjang daftar kepala daerah yang terjerat pusaran korupsi. 
Keduanya Ia dijerat dalam kasus dugaan pemberian izin tambang nikel 
di Buton dan Bombana yang tentu saja tidak gratis lantaran diduga keras 
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ada imbalan uang pelicin. Para kepala daerah itu sedang diproses hukum, 
bahkan sudah banyak yang menjalani hukuman. 
Maraknya kepala daerah melakukan korupsi hasil pemilihan langsung 
oleh rakyat, menyebabkan kondisi ekonomi, pendidikan, kesehatan 
masyarakat, dan pembangunan infrastruktur semakin terpuruk lantaran 
dana yang akan digunakan untuk itu dikorup oleh kepala daerah dan 
jajarannya. Salah satu pemicunya akibat mahalnya biaya politik dalam 
mengikuti Pilkada langsung.
Beberapa kepala daerah yang dijatuhi pidana, antara lain Gubernur 
Papua Barnabas Suebu, tiga Gubernur Riau yaitu Saleh Djasit, Rusli Zaenal, 
dan Annas Maamun. Sebelumnya, mantan Gubernur Banten, Ratu Atut 
Chosiyah dalam kasus suap kepada mantan Ketua Mahkamah Konstitusi 
Akil Mochtar, Gubernur Sumatera Utara Gatot Pudjo Nugroho dalam kasus 
dana bantuan social, juga Fuad Amin, mantan Bupati Bangkalan periode 
2003-2013. Salah satu bupati terpilih dalam pilkada serentak gelombang 
pertama, yaitu Bupati Barru Sulawesi Selatan juga dijatuhi pidana penjara 
oleh Pengadilan Tipikor Makassar. 
Persoalan penting terhadap penanganan korupsi di daerah adalah 
pentingnya peningkatan kualitas pengawasan terhadap penganggaran 
dan penyerapan APBD. Anggota DPRD memiliki “fungsi pengawasan” 
yang harus ditingkatkan kualitasnya. Jangan malah bersekongkol dengan 
pejabat eksekutif daerah dan pengusaha hitam untuk mengeruk APBD. 
Perlu gerakan politik massal mencegah dan menindak perilaku korupsi 
yang diduga dilakukan oleh orang-orang politik. Hampir semua kasus 
korupsi yang diungkap aparat hukum terkait dengan kepentingan politik. 
Sejarah politik Indonesia memang menunjukkan bahwa akar korupsi 
terletak pada praktik “politik transaksional”.
Hal itu sudah diungkap jauh sebelumnya oleh Lord Acton, pemikir 
Inggris yang sangat terkemukabahwa “power tends to corrupt, absolute 
power corrupt absolutely”. Kekuasaan cenderung korup, dan kekuasaan 
yang absolut (mutlak) korupsinya juga besar. Jabatan di eksekutif, 
legislatif, dan yudikatif yang punya kekuasaan sangat rentan disusupi 
korupsi. Dapat dikatakan, politik dan korupsi laksana dua entitas yang 
selalu terkait jika jabatan dan kekuasaan yang dipegag tidak dikelola oleh 
sosok yang berintegritas tinggi, jujur, dan profesional.
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Pada sisi itulah saya selalu memotivasi Kepolisian, Kejaksaan, KPK, dan 
Pengadilan agar tidak terjebak oleh kepentingan politik dalam menangani 
perkara korupsi. Kasus korupsi yang melibatkan elit politik, kekuasaan, 
ataupun oknum aparat hukum tidak boleh menghambat konsistensi, 
integritas, dan keberanian menuntaskannya sampai pengadilan. Tidak ada 
urusan penegakan hukum dengan kepentingan politik. 
Berdasarkan realitas korupsi yang ditangani KPK -sebagaimana 
pernah disampaikan Johan Budi ketika menjadi juru bicara KPK- terdiri 
atas tiga kategori. Pertama, penyalahgunaan APBD untuk kepentingan 
pribadi kepala daerah. Kedua, melakukan penyalahgunaan kewenangan 
dengan cara menggelembungkan harga yang terkait pengadaan barang dan 
jasa. Ketiga,kongkalikong antara eksekutif dengan legislatif daerah dalam 
merancang dan menetapkan APBD. Kepala daerah harus memberikan 
upeti kepada oknum anggota DPRD agar proyek siluman yang digagas 
dalam APBD disetujui. 
Sama dengan anggaran infrastruktur dalam APBN yang digadai sejak 
pembahasan di DPR. Oknum anggota DPR dan pengusaha berkelindan 
melalui transaksi suap agar diberi proyek APBN dan APBD. Malah terjadi 
“regenerasi koruptor” secara apik dan energik. Mereka mengeruk uang 
rakyat dalam jumlah besar dengan memanipulasi secara apik kewenangan 
yang diberikan. Itu yang membuat indeks persepsi korupsi belum 
memperlihatkan perbaikan yang memadai. Akibatnya, Indonesia masih 
dicap sebagai negara dengan tingkat korupsi yang tinggi.
Realitas tersebut mengonfirmasi betapa wewenang kepala daerah 
yang besar dalam mengimplementasi otonomi daerah sangat rawan 
disalahgunakan. Kendati kepala daerah dipilih langsung rakyat sebagai 
penguatan legalitas, tetapi selalu saja mencederai kepercayaan rakyat. 
Begitu gampang terjerat godaan uang, yang bukan hanya karena membayar 
utang pilkada, melainkan juga karena “keserakahan” yang membuatnya 
egois, otoriter, atau sok kuasa mengatur segalanya demi uang.
Memang tidak semua pejabat negara dan kepala daerah berbuat 
curang dan gemar menyalahgunakan kewenangannya. Banyak kepala 
daerah yang berintegritas tinggi dan melaksanakan amanah rakyat dengan 
baik. Mereka tidak bertindak laksana penguasa serakah dan korup. Ia 
memenuhi janji-janjinya dengan membangun daerahnya sekaligus 
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menyejahterakan rakyat. Model pemimpin seperti itu yang dibutuhkan dan 
seharusnya dipilih dalam setiap pilkada.
Pencegahan dengan Pembuktian Terbalik
Sudah jadi rahasia umum dalam memenangkan proyek pembangunan 
infrastruktur yang dibiayai negara, lobi-lobi antara pejabat berwenang 
dengan oknum pengusaha hitam menjadi penentu keluarnya kebijakan 
(diskresi) dan perizinan. Tidak mungkin dimungkiri kalau proses 
perizinan menjadi bancakan korupsi dengan membisniskan kewenangan 
atau menjual pengaruh jabatan yang dimiliki. Lebih celaka, karena pejabat 
negara bersangkutan memahami betul yang dilakukan itu merugikan 
keuangan negara.
Tidak menutup kemungkinan maraknya korupsi yang cenderung 
dibiarkan akan dianggap biasa saja, jika tidak ada formula baru dalam 
pencegahan dan penindakan. Atau bisa juga karena rendahnya hukuman 
yang dijatuhkan bagi para koruptor. Itu sebabnya ada wacana yang kembali 
digulirkan, meskipun sudah cukup lama saya gaungkan di berbagai tulisan 
saya di media cetak dan online, atau ceramah saya di berbagai seminar 
tentang pentingnya menerapkan “sanksi sosial” bagi koruptor.
Jika kemudian mencuat kembali dan disambut positif Presiden Jokowi, 
karena sanksi penjara, denda, dan hukuman tambahan berupa “pembayaran 
uang pengganti” terhadap uang negara yang dikorup tidak menimbulkan 
efek signifikan menurunnya kasus korupsi. Sanksi sosial diberikan kepada 
terpidana korupsi (koruptor) dengan melakukan kerja sosial sebagai 
tukang sapu dan pembersih WC di kantor tempat dia melakukan korupsi. 
Tujuannya agar ada rasa malu bagi terpidana sekaligus menimhulkan rasa 
takut bagi calon koruptor yang antri di berbagai institusi negara. 
Selain sanksi sosial, juga perlu memformulasi ulang “penerapan 
pembuktian terbalik” yang selama ini hanya dikenakan pada gratifikasi dan 
harta benda yang belum didakwakan yang diketahui setelah pemeriksaan 
sidang pengadilan. Formulasi baru pembuktian terbalik yang saya maksud 
dilakukan sebagai “upaya pencegahan” pada Pelaporan Harta Kekayaan 
Penyelenggara Negara (PHKPN) kepada KPK sebelum dilantik. Caranya, 
setiap tahun KPK diberi kewenangan untuk meminta kepada semua 
penyelenggara negara yang telah melaporkan harta kekayaanya untuk 
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membuktikan terhadap pertambahan hartanya, apakah diperoleh secara 
sah atau tidak. 
Apabila harta kekayaan yang bertambah selama satu tahun menjabat 
tidak mampu dibuktikan perolehannya secara sah, maka kelebihan harta 
yang tidak sah itu “disita” untuk negara. Tetapi tidak perlu diproses 
hukum, karena gagasan ini terkait pada “upaya pencegahan”, bukan pada 
ranah “penindakan” yang nantinya berujung pada proses pemeriksaan di 
pengadilan. Jika kemudian melakukan korupsi, maka dihukum seberat-
beratnya disertai sanksi sosial. 
Sebab selama ini, PHKPN tidak memiliki pengaruh signifikan dalam 
mencegah dan menata kejujuran para pejabat negara. KPK tidak diberi 
kewenangan mempersoalkan pertambahan harta kekayaan pejabat negara 
setiap tahun, termasuk pada akhir masa jabatannya. PHKPN hanya sekadar 
memenuhi proses administrasi yang tidak berdampak positif pada upaya 
pemberantasan korupsi (pencegahan dan penindakan). Itulah salah satu 
gagasan dan formula baru dalam upaya mengamankan uang negara dari 
tangan-tangan jahil. Pada aspek lain, juga  mendidik penyelenggara negara 
dan pegawai negeri sipil berperilaku jujur dan memiliki integritas yang 
tinggi dalam melaksanakan amanah rakyat.(*) 
Makassar, 25 Oktober 2016
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GHOST SQUAD : 
HANTU BAGI POLISI KORUP 
(STUDI PEMBERANTASAN KORUPSI 
DI SCOTLAND YARDS)
Bambang Widodo Umar
Guru Besar Sosiologi Hukum Fakultas Ilmu Sosialdan Politik Universitas Indonesia 
Korupsi di tubuh kepolisian bisa melibatkan masyarakat ataupun sesama polisi. Kelompok masyarakat yang berpotensi terlibat dalam 
korupsi di tubuh polisi adalah mereka yang menjadi ”klien” atau mereka 
yang membutuhkan ”jasa” pelayanan polisi. Dalam hal pelanggaran hukum, 
klien yang dimaksud adalah tersangka yang sedang ditangani oleh bagian 
reserse kriminal dan mereka yang telah diketahui melanggar hukum oleh 
pejabat polisi, tapi belum ditangkap atau perkaranya belum diproses, baik 
karena disengaja atau belum terbukti. Ada lagi korupsi transaktif dalam hal 
pembinaan polisi, yaitu mereka yang ingin dimutasi dari atau ke kesatuan 
maupun jabatan tertentu, mengikuti pendidikan tertentu. 
Dengan karakternya yang bersifat transaktif, ada dua sisi motivasi 
yang mendorong terjadinya korupsi di tubuh kepolisian. Pada sisi 
petugas, alasannya adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar yang belum 
tercukupi. Kebutuhan dasar itu mencakup biaya operasional dan dana 
untuk menambah kesejahteraan. Kekurangan-kekurangan tersebut menjadi 
pembenar terjadinya penyalahgunaan wewenang. Sementara itu mereka 
yang menjadi klien bagi polisi yang korup juga memiliki alasan sendiri, 
yaitu keinginan untuk terlepas dari tanggungjawab atas pelanggaran 
hukum yang mereka lakukan (pada konteks pelanggaran hukum) dan 
memudahkan penyelesaian urusan (pada konteks operasional). 
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Lahirnya polisi korup dalam hubungan komplementer antara pemimpin 
dan anggota itu dimungkinkan karena kedua pihak tidak terletak dalam 
sistem interelasi yang menjamin berpikir kritis atas tanggungjawab dan 
kewajiban yang diemban (bawahan tidak berani menolak perintah atasan 
yang salah). Dalam hal ini sebenarnya perilaku korup di birokrasi itu sama, 
yaitu memanfaatkan jabatan untuk menggantungkan diri sendiri bersama 
kelompoknya, di mana perbuatan itu menyimpang dari sumpah jabatan. 
Karena itu korupsi oleh polisi pada dasarnya merupakan pengkhianatan 
terhadap kepercayaan yang diberikan oleh bangsa dan negara selaku 
penegak hukum yang seharusnya memberantas perbuatan korupsi itu 
sendiri. 
Sesungguhnya profesi polisi itu mulia, seperti profesi-profesi 
terhormat lainnya yang memberikan pelayanan kepada masyarakat. Polisi 
senantiasa dituntut untuk melindungi rakyat dari gangguan orang-orang 
jahat, memelihara ketertiban umum dan membimbing masyarakat agar taat 
hukum. Tetapi, profesi semulia itu apabila kerap kali dikotori oleh para 
pelakunya sendiri lama-kelamaan akan menurunkan derajat kemuliaan 
dari profesi yang bersangkutan. 
Karena korupsi polisi korup terjadi pada jabatan yang dilindungi 
oleh hukum, maka tindakan itu mudah dilihat dan dirasakan, tetapi sulit 
dibuktikan. Para aparat kepolisian itu sangat paham hukum dan mereka 
tahu liku-likunya untuk lolos dari jerat hukum. Upaya investigasi Scotland 
Yards terhadap korupsi di tubuhnya sendiri pada tahun 1990, yang 
dipublikasikan dalam buku berjudul “Bent Coppers” (Graeme McLagan, 
2003), memberikan inspirasi dalam upaya membarantas korupsi di 
tubuh Polri. Sebagai bentuk dari upaya ini Scotland Yards membentuk 
sebuah unit rahasia yang untuk mengungkap jaringan korupsi di London 
Metropolitan Police. Unit rahasia ini merupakan penyelidikan terbesar atas 
kasus korupsi di tubuh kepolisian dan merupakan upaya signifikan dari 
polisi di dalam membenahi dirinya.
Hal yang menarik untuk dicermati adalah bahwa unit rahasia itu terdiri 
dari polisi-polisi yang disusupkan ke bidang-bidang tugas kepolisian yang 
rentan korupsi. Anggota-anggota dari unit itu bekerja dengan metode ultra 
rahasia, dan dikenal dengan nama Ghost Squad. Para Ghost Squad harus 
bekerja secara kooperatif dengan polisi-polisi korup untuk mendapatkan 
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bukti bahwa mereka itu secara nyata melakukan korupsi. 
Para Ghost Squad harus menyamar sebaik mungkin untuk menjaga 
agar polisi korup itu tetap memiliki kepercayaan bahwa mereka tidak 
sedang diawasi. Mereka melakukan korupsi uang tunai dan barang, 
menetralisir barang bukti sehingga tidak berlaku di pengadilan, di 
samping itu mereka juga menjual informasi untuk mengagalkan kasus di 
pengadilan. Menghadapi hal ini operasi Ghost Squad membuat perangkap 
yang bertujuan untuk menangkap basah polisi korup (extra ordinary 
crime). Operasi ini cukup berhasil dan telah menangkap banyak polisi 
korup yang mendekam di penjara.  Sejauh ini operasi Ghost Squad terus 
berjalan karena perang melawan polisi korup belum berakhir. 
Di kepolisian Indonesia upaya memberantas polisi korup lebih 
bersifat menunggu daripada inisiatif sendiri. Sejauh itu pula keberhasilan 
mengungkap secara transparan dan menindak dengan sungguh-sungguh 
kurang didukung oleh kemauan dari pemimpin Polri. Demikian upaya 
pembenahan internal bersifat parsial, justru telah membuat rumit 
pemberantasan korupsi di dalam tubuh Polri sendiri. Dari pengalaman 
tersebut, model pemberantasan polisi korup dengan operasi Ghost Squad 
seperti kepolisian Inggris dapat dicontoh. Seiring hal itu perlu dilakukan 
perbaikan sistem dan wewenang pengawasan internal Polri (inspektorat), 
pemerataan kesejahteraan, dan perbaikan seleksi personal Polri terutama 
bagi mereka yang akan menuduki jabatan struktural. Namun harus diingat 
bahwa, upaya itu akan berhasil jika disertai dengan keberanian, komitmen, 
dan konsisten dari para pejabat struktural di Mabes Polri. 




SUMBERDAYA ALAM : 
PENGUATAN PERAN KPK DI TENGAH 
ILUSI PERBAIKAN KEBIJAKAN 
USAHA KEHUTANAN
Hariadi Kartodihardjo
Guru Besar Kebijakan Kehutanan Institut Pertanian Bogor
Dalam perjalanan selama 25 tahun ini negara telah kehilangan 42,35 juta Ha hutan alam tropis dalam hutan produksi beserta kekayaan 
biodiversitasnya. Kenyataan itu menjadi penanda betapa perbaikan 
kebijakan pengelolaan hutan dan kekayaannya itu belum membawa hasil. 
Pada tahun 1991 jumlah usaha hutan alam (IUPHHK-HA) 580 
perusahaan seluas 61,48 juta Ha dan usaha hutan tanaman (IUPHHK-
HT) 2 perusahaan seluas 83.083 Ha. Dengan demikian di tahun itu, hutan 
produksi telah dimanfaatkan oleh usaha besar sebanyak 582 perusahaan 
dengan luas 61,56 juta Ha. Dari data yang dikumpulkan oleh KPK dalam 
Gerakan Nasional Penyelamatan Sumberdaya Alam (GNSDA), pada 
awal 2016 jumlah perusahaan IUPHHK-HA yang tersisa sebanyak 262 
perusahaan seluas 19,13 juta Ha. Artinya, selama 25 tahun itu terdapat 318 
perusahaan hutan alam yang telah mati atau tidak beroperasi, sehingga 
terdapat hutan alam produksi seluas 42,35 juta Ha yang telah menjadi 
hutan sekunder.
Hutan sekunder itu, sampai dengan awal 2016, telah diusahakan 
oleh 281 perusahaan IUPHHK-HT dengan luas 10,33 juta Ha. Maka, dari 
kalkulasi di atas kertas, pemanfaatan hutan alam produksi itu kini yang 
terlantar seluas 35,02 juta Ha. Disebut di atas kertas karena di lapangan 
sebagian diantaranya telah terdapat usaha tambang, kebun maupun 
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pemukiman. Perkembangan terakhir dari penggunaan kawasan hutan itu 
dipenuhi oleh klaim dan konflik. Dari hasil konsolidasi data Kementerian 
Energi dan Sumberdaya Mineral dan Kementerian Kehutanan tahun 2014 
oleh KPK diketahui sudah  keberadaan usaha tambang di dalam kawasan 
konservasi seluas 1,3 juta Ha dan di hutan lindung seluas 4,9 juta Ha. 
Sementara itu angka dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang (2015) 
menyebutkan bahwa penggunaan kawasan hutan sampai dengan Agustus 
2015 seluas 12.166.040 Ha, dengan rincian berupa kampung seluas186.658 
Ha, sawah seluas 701.905 Ha, tegalan/ladang seluas 4.361.269 Ha dan 
kebun campuran seluas 6.916.208 Ha.
Hal itu antara lain disebabkan usaha hutan alam tidak menunjukkan 
kinerja yang baik. Pada awal tahun 2016 hanya 159 (61%) perusahaan 
seluas 13 juta Ha yang masih aktif bekerja, dan baru 16 perusahaan (6%) 
yang sudah mempunyai batas areal kerja secara definitif. Demikian pula 
usaha hutan tanaman. Dari 281 perusahaan, pada Maret 2016, hanya 187 
perusahaan yang beroperasi (mempunyai rencana kerja tahunan yang 
disahkan Pemda), dan berdasarkan evaluasi kinerja oleh Kementerian 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan, hanya 96 perusahaan seluas 5,2 juta Ha 
(50,3%) yang layak dilanjutkan. Ironinya, perusahaan-perusahaan dengan 
kinerja buruk itu cenderung dibiarkan, sehingga menambah penggunaan 
tambang dan kebun secara illegal.
Ilusi Perbaikan Kebijakan
Sejak awal tahun 2000, seluruh usaha kehutanan mendapat kesempatan 
untuk dievaluasi dan diperbaiki kinerjanya melalui sertifikasi pengelolaan 
hutan produksi lestari (PHPL) dengan skema sukarela (voluntary) dan 
sejak tahun 2007, disamping melalui skema sukarela, juga melalui skema 
keharusan (compulsary), termasuk pelaksanaan verifikasi legalitas kayu 
(VLK). Sampai awal tahun 2016, 90 perusahaan hutan alam (dari 168 
perusahan yang dinilai) mendapat predikat baik dari sertifikasi kinerja 
melalui skema sukarela dan 57 perusahaan (dari 83 perusahaan yang 
diverifikasi) dapat memenuhi standar verifikasi legalitas kayu. Adapun 
perusahaan hutan tanaman yang telah mendapat sertifikat dengan predikat 
baik dari skema sukarela dan skema keharusan masing-masing sebanyak 
59 dan 82 perusahaan dari 281 perusahaan.
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Sertifikasi itu pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan per-
usaha an mematuhi semua regulasi yang sedang dijalankan, sehingga 
sertifikasi itu adalah instrumen Pemerintah dalam melakukan evaluasi 
perizinan. Persoalan muncul ketika perusahaan yang mendapat sertifikat 
sesungguhnya hanya memenuhi standar regulasi secara formil, sedangkan 
secara substansial selama 25 tahun ini sistem pengendalian izin itu sendiri 
masih terjebak kedalam hubungan principal (pemerintah/pemda)-agent 
(perusahaan) dengan kondisi informasi tidak seimbang (asymetric) serta 
adanya moral hazard sebagai ciri khas hubungan principal-agent itu.
Dalam sistem perizinan tersebut, Pemerintah menempatkan diri pada 
posisi pasif, yang mana informasi kekayaan sumber daya alam dikuasai 
perusahaan. Walaupun dari waktu ke waktu telah banyak perubahan 
peraturan perizinan, namun situasi itu tetap tidak berubah. Sistem perizinan 
itu juga masuk dalam situasi dimana hutan alam produksi dengan segala 
kekayaannya bukan asset yang dapat menentukan rugi-laba perusahaan. 
Impikasinya, perusahaan dapat tetap untung dalam akuntansinya walaupun 
hutan yang dikelola rusak bahkan habis. Hal itu bahkan juga berlaku bagi 
perusahaan negara seperti Perum Perhutani di Jawa yang menguasai lebih 
dari 1 juta Ha hutan produksi.
Dalam situasi seperti itu moral hazard, baik yang dilakukan oleh 
pemberi dan pengendali perizinan maupun perusahaan, menjadi suatu 
konsekuensi logis, karena desain kebijakan yang ada memungkinkan 
semua pihak tidak pernah punya tanggung-jawab, yang dicerminkan oleh 
ukuran kinerja dalam menjalankan pekerjaannya, bahwa hutan sebagai 
kekayaan negara harus dimanfaatkan secara berkelanjutan. Nilai suap/
peras dalam pelaksanaan perizinan sebesar Rp 680 juta sampai Rp 22 
milyar per perusahaan per tahun (Litbang KPK 2013) yang terdistribusi pada 
seluruh tahapan proses binis usaha kehutanan mengkonfirmasi kenyataan 
itu. Nilai sebesar itu, yang dibayar perusahaan, dalam kenyataannya juga 
dikompensasi oleh perusahaan melalui eksploitasi hutan alam secara 
berlebihan, sehingga negara berpotensi kehilangan pendapatan non 
pajak (PNBP) senilai Rp 5 trilyun hingga Rp 7 trilyun per tahun selama 12 
tahun (periode tahun 2003—2014), dan pada periode yang sama, negara 
berpotensi kehilangan Rp 50 trilyun hingga Rp 66 triyun per tahun dari 
nilai kayu konversi hutan untuk tambang dan kebun (Litbang KPK 2015). 
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Eksploitasi berlebihan itu secara nyata ditunjukkan dengan telah 
bangkrut dan tidak beroperasinya 318 perusahaan hutan alam seluas 
42,35 juta Ha sebagaimana disebutkan di atas. Ironinya, kehilangan 
kekayaan negara dan menjadi penyebab kerugian perekonomian negara 
itu tidak ada yang bertanggung-jawab, baik perusahaan yang sudah tidak 
beroperasi maupun Pemerintah/Pemda. Perusahaan yang telah dicabut 
dapat melenggang pergi tanpa ada tanggungjawab terhadap hutan yang 
rusak, demikian pula tidak ada pertanggungjawaban bagi Pemerintah/
Pemda atas kehilangan kekayaan negara itu.
Peran KPK
Segala bentuk upaya perbaikan kebijakan pengelolaan sumberdaya 
alam, baik yang bersifat dapat diperbaharui (renewable) seperti hutan, 
maupun yang tidak dapat diperbaharui (non renewable) seperti tambang 
telah dilakukan, namun pendekatan yang digunakan terbatas seputar 
teknologi, manajemen, sosial dan ekonomi yang diwujudkan ke dalam 
peraturan-perundangan. Adapun karakteristik hubungan antara penguasa 
sumberdaya alam (principal) dan pengusahanya (agent) yang melekat 
(inherent) terdapat kandungan moral hazard, cukup disiasati dengan 
penegakan hukum dan terbukti lemah, akibat belum ada solusi secara 
sistematis atas kondisi yang melekat itu.
Perbaikan kebijakan dan peraturan-perundangan dengan memasukkan 
unsur-unsur pencegahan korupsi seperti keterbukaan informasi dan integritas 
pelayanan perizinan, terutama pada lini depan di lapangan, maupun 
penguatan pengawasan belum dapat melembaga akibat konflik kepentingan 
dan ketiadaan ukuran kinerja atas hilangnya kekayaan negara. Kondisi 
demikian itu memberi keyakinan bahwa upaya perbaikan hanya mungkin 
dilakukan oleh lembaga yang mempunyai integritas tinggi seperti KPK. 
Oleh karena itu peran KPK harus diperkuat, bukan hanya melakukan 
koordinasi dan supervisi terkait perbaikan sistem atau tata kelola perizinan, 
tetapi semestinya juga dapat melakukan pengendalian korupsi pada sektor 
swasta maupun penetapan pelanggaran hukum akibat terjadinya kerugian 
perekonomian negara. Penguatan KPK itu perlu didukung semua pihak, 
karena nilai dan manfaatnya sebanding dengan sangat besarnya kerugian 
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Pada buku terbaru saya, “Jangan Bunuh KPK” yang diterbitkan Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Pusat Kajian Antikorupsi (PUKAT) UGM 
Yogyakarta, saya sudah menguraikan bagaimana evaluasi kinerja Komisi 
Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak berdiri di tahun 2002, hingga tiga 
belas tahun kemudian di tahun 2015. Saya juga paparkan argumen hukum 
tata negara, bagaimana kelembagaan KPK seharusnya dikuatkan.
Penguatan kelembagaan itu mencakup: 1) KPK sebaiknya ditingkatkan 
dari hanya berlandaskan Undang-Undang, menjadi organ konstitusi yang 
berdasarkan UUD 1945; 2) Independensi KPK perlu tambah dikuatkan 
dengan perbaikan sistem rekrutmen pimpinan; 3) Perlu ada aturan 
perlindungan terbatas bagi pimpinan dan pegawai KPK; 4) Perlu ditegaskan 
aturan KPK berwenang mempunyai pegawai tetap sendiri, termasuk 
penyidik dan penuntut umum, yang bukan lagi merupakan pegawai dari 
instansi penegak hukum yang lain; 5) Harus dipastikan adanya jaminan 
ketersediaan anggaran, termasuk perbaikan remunerasi pimpinan dan 
pegawai KPK yang harus merekrut putra-putri terbaik bangsa; 6) Di sisi 
kewenangan, hal yang sudah dimiliki oleh KPK sekarang harus dikawal 
agar tidak dikurangi, khususnya melalui perubahan UU KPK.
Saya tidak akan lagi menulis satu-persatu penguatan kelembagaan 
tersebut pada artikel kali ini, untuk menghindari pengulangan ide, yang 
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tentunya bukan pula tujuan dari buku bunga rampai pendapat guru besar 
antikorupsi ini. Saya lebih akan fokus ke bagaimana agar penguatan KPK 
itulah yang terjadi, bukan justru sebaliknya pelemahan. Karena, perjalanan 
sejarah bangsa ini mencatat yang sebenarnya terjadi adalah pembunuhan. 
Lembaga-lembaga antikorupsi sebelum KPK semuanya melalui perjalanan 
hidup yang sama: dibentuk, dilemahkan, dibiarkan tanpa dukungan lalu 
lama-lama terlupakan, hingga yang paling “sadis” ditiadakan, alias dibunuh 
secara politik ketatanegaraan.
Penguatan, pelemahan ataupun pembunuhan KPK semuanya 
dilakukan melalui langkah-langkah politik dan hukum. Itu artinya, yang 
menentukan hidup-dan-matinya KPK adalah para pemimpin bangsa ini. 
Merekalah yang dapat menentukan nasib, apakah KPK akan menjadi 
organ konstitusi melalui proses amandemen UUD 1945? kata akhirnya 
ada pada lembaga MPR, yang berwenang merubah UUD 1945. Yang 
menentukan bahwa rekrutmen pimpinan KPK diperbaiki, misalnya 
dengan usulan ke DPR tidak lagi dua kali pimpinan yang dibutuhkan, 
tetapi cukup kebutuhan pimpinan ditambah dua calon komisioner saja—
untuk menghindari tingginya potensi politisasi proses pemilihan pimpinan 
KPK—adalah Presiden dan DPR sebagai pemegang mandat terkuat proses 
pembuatan undang-undang. Demikian pula halnya dengan, imunitas 
hukum terbatas bagi komisioner dan pegawai KPK; kewenangan merektrut 
pegawai sendiri; ketersediaan anggaran dan lain-lain, semuanya adalah 
muatan materi undang-undang, yang karenanya akan sangat dipengaruhi 
konfigurasi kepentingan politik Presiden dan DPR, sebagai lembaga yang 
oleh konstitusi diberikan mandat membuat undang-undang. Atau dalam 
formula matematika, perubahan jumlah calon pimpinan KPK dari pansel 
yang saat ini x 2  dari formasi, menjadi hanya + 2. Jelasnya, jika sekarang 
pansel memberikan 10 calon dari lima formasi yang diperlukan, ke depan, 
pansel hanya cukup memberikan 7 calon pimpinan KPK ke DPR.
Demikian pula halnya dengan, imunitas hukum terbatas bagi 
komisioner dan pegawai KPK; kewenangan merektrut pegawai sendiri; 
ketersediaan anggaran dan lain-lain, semuanya adalah materi muatan 
undang-undang, yang karenanya akan sangat dipengaruhi konfigurasi 
kepentingan politik Presiden dan DPR, sebagai lembaga yang oleh 
konstitusi diberikan mandat membuat undang-undang.
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Jadi, makin antikorupsi Presiden dan DPR, maka makin kuat pula 
visinya untuk membersihkan Indonesia dari kanker ganas korupsi, dan 
akan semakin mudah perjuangan untuk menguatkan kelembagaan KPK—
dan sebaliknya. Karena itu, ketika beberapa saat lalu saya menyampaikan 
presentasi di hadapan rekan-rekan akademisi dan mahasiswa pasca sarjana 
di Universitas Melbourne, Profesor Vedi Hadiz memberikan komentar 
yang sangat tepat. Bagaimana mungkin usulan saya untuk penguatan 
kelembagaan KPK dilakukan, sedangkan semua usulan itu akan sangat 
bergantung pada kepentingan yang cenderung koruptif dari partai-partai 
politik yang tentunya dominan mempengaruhi proses pengambilan 
keputusan di MPR, Presiden dan DPR.
Saya terus terang belum mendapatkan penelitian serius yang mengkaji 
bagaimana tingkat antikorupsi partai politik di tanah air. Tetapi melihat 
maraknya praktik politik uang dalam pemilu nasional dan lokal, melihat 
banyaknya kader-kader partai politik yang dijerat kasus korupsi, hingga 
memperhatikan proses pemilihan pimpinan partai politik yang kabarnya 
sarat dengan praktik jual-beli suara, maka saya tidak akan kaget jika 
sisnisme dan pesimisme publik kepada semangat antikorupsi di dalam 
partai politik sangatlah tinggi. Singkatnya, sulit mempercayai partai politik 
bisa menjadi garda depan dalam agenda pemberantasan korupsi. Tentu 
pendapat ataupun kesimpulan demikian tidak dapat digeneralisir. Tetap 
ada saja kampiun antikorupsi di dalam partai politik. Saya tetap dapat 
mengindentifikasi beberapa kader partai politik yang terus berjuang agar 
Indonesia lebih bersih dari antikorupsi. Kepada mereka tentu saja saya 
menaruh hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya.
Maka, sambil terus melakukan kampanye penguatan kelembagaan KPK, 
salah satu masalah yang harus lebih dulu kita selesaikan adalah penguatan 
agenda antikorupsi di dalam partai politik. Logikanya sederhananya, jika 
warna antikorupsi menguat di dalam partai politik, maka pelemahan KPK 
tidak akan terjadi, demikian pula sebaliknya. Dalam konteks penguatan 
kelembagaan KPK secara hukum tata negara, jika partai politik sudah 
lebih antikorupsi, maka agenda reformasi konstitusi tidak akan sulit untuk 
memasukkan KPK sebagai lembaga undang-undang dasar—bukan hanya 
undang-undang seperti sekarang. Atau, kalaupun ada revisi UU KPK, maka 
yang terjadi adalah penguatan KPK, bukan pelemahannya.
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Masalahnya, bagaimana caranya mereformasi partai politik agar 
mempunyai semangat antikorupsi yang jauh lebih baik. Maka, kita 
menemukan salah satu sumber masalah yang memerlukan kajian tersendiri. 
Yang pasti, kalau jawabannya adalah perbaikan aturan tentang partai 
politik, maka kita akan terjebak masuk ke dalam lingkaran setan persoalan. 
Karena kembali menjadi mustahil untuk mengharapkan konfigurasi politik 
yang korup untuk menghasilkan aturan kepartaian yang lebih profesional, 
transparan, akuntabel dan karenanya antikorupsi.
Maka, karena proses reformasi konstitusi dan reformasi legislasi adalah 
hasil (outcome) dari proses politik hukum yang lebih diujung, maka proses 
awalnya yang lebih harus diperbaiki. Proses awal di sini tentu banyak hal, 
tetapi kali ini saya hanya akan menuliskan dua saja, yaitu keuangan partai 
dan rekrutmen kader partai.
Pertama, banyak teori politik bagaimana keuangan partai harus 
diatur. Tanpa kejelasan sumber pendanaan tersebut, partai hanya akan 
menjadi alat tawar-menawar politik untuk mendapatkan kekusaan dan 
keuntungan ekonomi yang koruptif. Saya bukan pendukung ide partai 
diberikan kesempatan berbisnis, saya khawatir pemikiran demikian 
justru akan membuat partai terjebak pada kepentingan bisnis jual-beli 
yang semakin merusak. Melihat kondisi Indonesia, saya lebih condong 
pendanaan partai dijamin oleh negara melalui APBN, secara proporsional 
berdasarkan hasil suara. Dengan demikian partai pemenang pemilu akan 
mendapatkan reward dana yang lebih besar. Lalu, ke depan, seiring 
dengan pemahaman politik warga negara yang lebih baik, saya pikir 
model pendanaan dari anggota partai politik juga harus menjadi salah satu 
sumber utama pendanaan partai.
Kedua, sistem rekrutmen kader parpol harus dipastikan menghasilkan 
orang-orang terpilih. Menjadi politisi harus diubah dari pespektif yang 
negatif, menjadi positif. Karir politik harus diciptakan sebagai pilihan yang 
juga menjanjikan bagi siapapun yang ingin mengabdi bagi Indonesia yang 
lebih baik. Tentu kemudian, proses jenjang karirnya harus lebih jelas, juga 
dengan kompensasi yang lebih memadai. Karena itu, sekali lagi sokongan 
pendanaan kepada parpol juga harus diperbaiki. Saya membayangkan 
ke depan, politisi adalah salah satu profesi yang dihormati sekaligus 
menjadi idola bagi para pencari kerja, bukan karena semata mencari posisi 
kekuasaan, tetapi sebagai lahan juang dan pengabdian.
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Mungkin sidang pembaca akan bergumam saya sedang bermimpi. 
Bahkan melantur dari penguatan KPK menjadi penguatan visi antikorupsi 
partai politik. Tetapi poin artikel ini adalah, setelah saya memaparkan 
panjang lebar bagaimana penguatan kelembagaan KPK harus dilakukan 
secara teori hukum ketatanegaraan, maka semua itu mustahil dilakukan, 
dan hanya merupakan usulan yang indah di atas kertas saja, tanpa adanya 
reformasi partai politik. Faktanya, banyak persoalan kebangsaan kita 
yang sumbernya adalah kebijakan dan kepentingan politik. Karena itu, 
mendorong reformasi partai politik akan menyelesaikan banyak persoalan, 
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Akhir-akhir ini banyak studi dan literatur dalam ilmu ekonomi yang menekankan bahwa aspek kelembagaan (institution) merupakan aspek 
penting, kalau tidak determinant, untuk menentukan kinerja sebuah sistem 
perekonomian (e.g., Acemoglu et al., 2005). Salah satu elemen penting dalam 
aspek kelembagaan adalah praktik-praktik yang mengedepankan terlaksananya 
good-governance dalam suatu sistem perekonomian. Di sisi lain, banyak studi 
empiris yang menunjukkan bahwa prinsip-prinsip dasar good-governance 
merupakan cara untuk mengurangi praktek-praktek yang dikategorikan 
sebagai tindak korupsi yang sangat merugikan perekonomian suatu bangsa 
(Kaufmann et al., 2006). Pengalaman di banyak negara menunjukkan bahwa 
korupsi telah menjadi persoalan besar dari sisi kelembagaan yang dapat 
mengurangi produktivitas perekonomian dan berfungsinya kapasitas optimum 
produksi untuk menghasilkan output suatu negara. 
Perhatian banyak kalangan tentang korupsi dan pertumbuhan 
ekonomi dewasa ini semakin meningkat1. Hal-hal yang berpotensi 
1 Hal ini disebabkan karena pasca krisis Subprime-Mortgage yang menerpa ekonomi Amerika 
Serikat (2007-2008) perekonomian dunia masih belum menunjukkan penguatan fundamental 
ekonomi secara berkelanjutan. Selain itu pemulihan ekonomi dunia akhir-akhir ini terhalang 
akibat sejumlah faktor seperti turunnya permintaan dan harga komoditas dunia, melambat-
nya ekonomi Tiongkok, goncangan di pasar keuangan dunia akibat rencana kenaikan suku 
bunga The Fed dan Brexit, dan menurunnya harga minyak mentah dunia. Sejumlah negara 
berkembang dan emerging yang selama ini menopang pertumbuhan ekonomi dunia mengala-
mi petlambatan ekonomi. Sementara itu, kawasan Eropa dan Jepang masih mengalami stagnasi 
dan perlambatan. Ekonomi negara maju seperti Amerika Serikat juga belum bisa menopang 
pertumbuhan ekonomi dunia.
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menghambat pertumbuhan ekonomi baik di tingkat nasional, kawasan 
maupun global telah menjadi fokus kebijakan semua otoritas di berbagai 
tingkatan. Sejumlah lembaga internasional seperti IMF, G20, Bank Dunia 
dan UNDP secara aktif melakukan studi dan sekaligus membantu (technical 
assitance) program-program pemberantasan korupsi terutama di sejumlah 
negara berkembang baik di Asia, Amerika Latin dan Afrika. Bahkan dalam 
beberapa waktu terakhir sejumlah pertemuan internasional yang secara 
khusus membahas dan memperkuat komitmen lintas-negara program 
pemberantasan korupsi dilakukan2. Korelasi antara pemberantasan korupsi 
dengan pembangunan ekonomi baik di tingkat nasional, kawasan maupun 
global menjadi semakin signifikan.   
Hal ini tidaklah mengherankan karena dibanyak studi empiris 
praktek-praktek korupsi menurunkan kinerja perekonomian dan sejumlah 
indikator pembangunan lainnya. Misalnya saja, Mo (2001) menunjukkan 
bahwa setiap kenaikan 1 persen level korupsi akan mengurangi 
pertumbuhan ekonomi sebesar 0,72 persen. Masih dalam studi yang sama 
juga menunjukkan bahwa terdapat sejumlah transmisi bagaiman korupsi 
merusak tatanan ekonomi-politik suatu negara. Korupsi secara empiris 
dapat memicu instabilitas politik sebesar 53 persen, menurunkan investasi 
sebesar 22 persen dan menurunkan produktivitas suatu negara sebesar 9,7 
persen. 
Sementara itu, Blackburn dan Forgues-Puccio (2009) dalam risetnya 
menemukan korupsi akan mengurangi atau membatasi efisiensi suatu 
negara. Penelitian di Amerika Latin juga menunjukkan dampak negatif 
dari korupsi terhadap pembangunan ekonomi. Misalnya, De Soto (1989) 
dalam kasus di Peru menunjukkan Korupsi Birokrasi akan menurunkan 
efisiensi perekonomian yang berakibat rendahnya pertumbuhan ekonomi. 
Selain dampak ekonomi, dampak negatif korupsi juga terjadi ke non-
ekonomi terutama terhadap kualitas sumber daya manusia. Mauro (1997) 
menunjukkan bahwa korupsi akan menurunkan investasi di sektor 
pendidikan. Korupsi juga berpengaruh terhadap kualitas SDM. Gupta el al., 
2 Misalnya IMF pada Oktober 2015 di Lima, Peru, mengadakan Seminar tentang Korupsi di 
Sektor Publik. Selain itu, G20 pada November 2015 melakukan Communique bersama yang 
menekankan upaya pemberantasan korupsi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Dan 
International Monetary and Financial Committes (IMFC) pada April 2016 mengeluarkan Com-
munique pentingnya kerjasama global untuk memerangi korupsi demi pembangunan ekonomi 
yang inklusif
49
Pemberantasan Korupsi dan Pembangunan Ekonomi
(2002) menunjukkan negara-negara yang memiliki indeks korupsi tinggi 
memiliki angka kematian balita dan kurang gizi sangat tinggi termasuk 
juga angka drop-out juga sangat tinggi.
Selain itu juga, meluasnya praktek korupsi di banyak negara berpotensi 
menurunkan kinerja makro-ekonomi. Penelitian yang dilakukan oleh 
Akitoby dan Stratmann (2010) menunjukkan korelasi antara tingginya 
indeks persepsi korupsi dengan tingginya resiko gagal bayar obligasi suatu 
negara. Sehingga suku bunga obligasi menjadi semakin mahal. Contohnya 
kasus korupsi di Petrobras membuat 3 lembaga rating mendowngrade 
kredit Brasil sejak Desember 2015. Sementara itu menurut publikasi dari 
IMF juga menunjukkan total kerugian dari Penyuapan (bribery) di sleuruh 
dunia diperkirakan US$ 1,5-2 trillion atau 2 % dari PDB Dunia. Hal ini 
sangat berpengaruh terhadap sulit terwujudnya pembangunan secara 
inklusif di banyak negara.
Secara umum transmisi dampak negatif korupsi terhadap pereknomian 
suatu negara dapat terjadi melalui beberapa mekanis. Pertama, korupsi 
dapat membahayakan stabilitas macro-financial. Meluas dan melebarnya 
korupsi dapat menciptakan krisis perbankan, ketidakseimbangan ekspor-
impor, inflasi, kerentanan fiskal, melebarnya ketimpangan dan kesenjangan 
serta tidak terciptanya inklusi keuangan. 
Kedua, korupsi dapat menganggu kinerja sektor riil suatu negara. 
Misalnya korupsi dapat mengurangi minat investasi, ketidakefisienan 
investasi, mahalnya biaya produksi, rendahnya mutu dan kualitas proyek 
pembangunan, sulitnya menyusun rencana investasi. 
Ketiga, korupsi dapat menurunkan kinerja peningkatan kualitas 
sumber daya manusia suatu negara. Sejumlah penelitian di berbagai negara 
menunjukkan korupsi berkorelasi negatif terhadap rendahnya produktivitas 
tenaga kerja, tidak optimalnya investasi di sektor pendidikan dan 
rendahnya inovasi. Keempat, korupsi dapat menciptakan ketidakstabilan 
politik dan kualitas pelayanan publik. Dimana aspek keempat ini pada 
akhirnya membuat aktivitas perekonomian suatu negara terganggu. 
Oleh karenanya, pemberantasan korupsi merupakan salah satu agenda 
strategis suatu negara. Tidak hanya negara berkembang, sejumlah kasus 
korupsi juga masih terjadi di sejumlah negara maju. Dibutuhkan komitmen 
bersama baik political maupun good-will untuk melakukan pemberantasan 
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tindak pidana korupsi. Dalam perspektif ekonomi, program memerangi 
korupsi dapat dilakukan antara lain melalui penerapan prinsip-prinsip 
good-governance baik di pemerintahan, BUMN/BUMD, swasta nasional 
maupun perusahaan asing yang beroperasi di tanah air. Selain itu juga 
penegakkan hukum harus terus dilakukan agar menjadi disinsentif 
munculnya praktek-praktek korupsi lainnya. Reformasi ekonomi melalui 
pengurangan tata aturan yang eksesis melalui program deregulasi tata 
aturan dan debirokratisasi perlu terus dilakukan. Selain itu juga, program 
peningkatan kualitas penyelenggara negara serta pendidikan dan 
penyadaran publik untuk mencegah terjadinya praktek korupsi juga perlu 
terus dilakukan. Dukungan pihak swasta dan asosiasi pengusaha untuk 
memerangi praktek penyuapan dan korupsi juga perlu terus ditingkatkan. 
Hal yang tidak kalah penting adalah penguatan fungsi dan peran 
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Selama ini KPK menjadi lembaga 
yang dipercaya oleh publik berperan penting dalam memerangi korupsi 
di Indonesia. Lembaga bentukan gerakan reformasi mampu mengungkap 
kasus-kasus korupsi baik di tingkat nasional maupun di daerah. Baik 
kasus korupsi yang melibatkan unsur di pemerintahan, anggota legislatif 
maupun pihak swasta. Upaya-upaya untuk melemahkan peran dan fungsi 
KPK perlu dihindari karena justru saat ini upaya ke arah penguatan yang 
sangat diperlukan. 
Upaya pemberantasan korupsi di Indonesia tentunya bukan hanya 
tugas dan tanggung jawab KPK, tetapi semua elemen bangsa perlu 
berkontribusi termasuk pemerintah, politisi, dunia pendidikan, media, 
LSM, kepolisian, kejaksaan dan elemen-elemen lainnya. Dimana pada 
akhirnya, ketika praktek-praktek korupsi dapat ditekan dalam level 
terendah maka hal tersebut akan berdampak positif terhadap kinerja 
pembangunan nasional. Membuat cita-cita besar kemerdakaan Indonesia 
untuk mewujudkan masyarakat adil, makmur, merata dan berdaya saing 
tinggi dapat diwujudkan.
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Sangat sedih ketika dua hari berturut-turut (18-19 Mei 2016) saya membaca korupsi di dunia pendidikan. Dalam 10 tahun terakhir ini 
diduga kerugian negara mencapai Rp 1,3 triliun. Pemain kuncinya adalah 
kepala dan staf dinas pendidikan hingga kepala sekolah. Artinya dunia 
pendidikan sangat rawan korupsi. Sungguh sangat mengerikan dan 
menyedihkan.
Memang kerusakan mental yang menyebabkan orang-orang melakukan 
korupsi ada di mana-mana. Tidak saja di lembaga pemerintahan, tetapi 
juga swasta. Akan tetapi, bila hal itu terjadi di dunia pendidikan, pertanda 
bahwa korupsi akan susah diberantas, serta akan berlangsung lama sekali. 
Bahkan, bisa jadi tidak akan tuntas sampai kapanpun. Mengapa? Karena 
dunia pendidikan sejatinya untuk membangun mental positif, selain 
kecerdasan manusia. Institusi pendidikan harus bebas dari perilaku korup.
Bayangkan, bila para pendidik atau mereka yang berkaitan dengan 
dunia pendidikan itu korup, virus itu akan menjalar ke peserta didik 
alias siswa dan mahasiswa. Mereka tidak menganggap perilaku korup itu 
penyakit ganas yang akan membuat negara lumpuh. Tidak akan maju-
maju. Para peserta didik itu akan menjadi penerus kegiatan perkantoran 
dan bisnis yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan. Bila sejak awal 
mereka sudah terbiasa melihat korupsi di dunia pendidikan, maka otak 
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dan hatinya merasa tidak aneh terhadap korupsi. Tidak menganggap 
bahwa itu adalah penyakit yang berbahaya.
Dalam dunia kesehatan ada istilah “prevention is better than curative” 
atau menjaga kesehatan lebih baik daripada mengobati penyakit. Pernyataan 
itu berlaku juga terhadap korupsi. Korupsi harus dianggap sebagai virus 
berbahaya yang masuknya tidak terasa. Bila dalam dunia kesehatan ada 
upaya preventif melalui vaksinasi, maka dalam dunia pendidikan pun 
harus ada upaya seperti itu. Akan tetapi, di dunia pendidikan, vaksinasinya 
dilakukan tanpa jeda waktu. Artinya, harus dilakukan secara terus menerus 
setiap hari dalam bentuk pendidikan moral yang tidak sekedar kognitif 
saja. Perilaku jujur bukan hanya hafalan, tetapi praktek keseharian. Kantin 
dapat dijadikan laboratorium kejujuran. Bila siswa atau mahasiswa sudah 
bisa jujur di kantin ini cikal bakal yang baik. Karena kantin umumnya 
daerah yang menarik bagi peserta didik untuk bermanipulasi. 
Lingkungan pendidikan harus bebas 100% dari virus korupsi. Begitu 
virus korupsi masuk ke lembaga pendidikan, susah sekali memberantasnya. 
Jadi, jangan main-main dengan dunia akademik.
Jalan Ke Luar
Secara umum ada dua pintu untuk mencegah berkembangnya virus 
korupsi di dunia pendidikan. Pintu pertama adalah modal budaya atau 
proses internal pendidikan. Pintu kedua adalah kesungguhan politik 
negara. Kedua pendekatan itu tidak bisa dipisahkan dan harus dijalankan 
secara kontinyu dan integratif sehingga perilaku bebas-korupsi menjadi 
budaya. Orang tidak akan lagi berperilaku korup dimanapun dan kapan 
saja. Inilah yang disebut revolusi mental dalam korupsi.
Pendidikan adalah proses pembudayaan agar manusia berperilaku 
baik, tidak korup, mengetahui hak dan kewajiban, termasuk memahami 
hak-hak orang lain. Kita tidak boleh mengambil sesuatu yang bukan hak 
kita. Pendidikan sebagai upaya mencerdaskan manusia harus dilandasi 
dengan moral kehidupan agar kecerdasannya dipergunakan untuk 
kemaslahatan dunia. Bukan sebaliknya. Menggunakan kecerdasan untuk 
berperilaku korupsi. 
Upaya itu harus dikemas dalam ekosistem pendidikan yang holistik 
secara teori dan praktek. Guru dan tenaga pendukung pendidikan adalah 
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teladan dalam perilaku. Perilaku jujur para guru tidak ditawar. Jujur 
adalah jujur. Begitu mereka melakukan praktek korupsi, maka ekosistem 
pendidikan akan terganggu. Efeknya bisa jangka pendek dan panjang, 
karena di dalamnya ada peserta didik yang secara langsung sudah kena 
virus korupsi. Itulah sebabnya dampaknya bisa saat ini dan masa depan.
Untuk menghindari kerusakan ekosistem pendidikan maka manajemen 
pendidikan wajib menerapkan prinsip-prinsip tata pamong yang baik 
(good governance), seperti transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. 
Lembaga-lembaga pemerintah yang berkaitan dengan dunia pendidikan 
jangan sampai mencari celah pengambilan hak orang lain. Perilaku 
korup sedikitpun jangan sampai terjadi (zero tolerance). BOS (Bantuan 
Operasional Sekolah), BOPTN, dana riset, dan dana-dana lainnya dari 
pemerintah ke institusi pendidikan jangan ada pemotongan sepeser pun. 
Pemotongan yang harus dilaporkan seolah-olah kegiatan itulah cikal bakal 
korupsi. Pihak pengelola lembaga pendidikan akan merasa terlindung, 
karena pemotongan itu pun “dilegalkan” pemerintah. Pola ini akan 
merusak manajemen pendidikan yang berefek ke proses pendidikan itu 
sendiri.
Karena dunia pendidikan ini bagian inti dari revolusi mental maka 
para pendidik dan dinas-dinas yang berkaitan dengannya harus diberi 
kecukupan material. Mereka harus mendapat remunerasi yang tinggi 
melebihi sektor keuangan. Tentunya harus disertai dengan penguatan 
hukum yang jelas. Mereka akan rugi lahir bathin bila melakukan korupsi 
sekecil apapun. Ditambah dengan penerapan good governance, maka 
tidak ada istilah salah prosedur dalam korupsi. Jadi sifatnya hitam putih, 
garisnya jelas. Inilah yang harus diperhatikan.
Di jalur kesungguhan politik, tentu lembaga negara harus bersih dan 
menerapkan good governance. Selain itu, KPK dapat menjadi lembaga 
yang keras tanpa toleransi. Para pimpinan dan seluruh staf KPK harus 
bebas dari kepentingan politik dan vested of interest. Target utama KPK 
saat ini tetap diarahkan ke lembaga-lembaga negara, yakni legislatif, 
eksekutif, dan yudikatif. Saat ini, posisi KPK sudah cukup baik, tinggal 
prioritas kasus dan target lembaga. 
Dari segi praktisnya, tidak perlu KPK bergaya pencitraan, tetapi harus 
fokus pada penanganan kasus. Efek jera harus diberlakukan. Misalnya 
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mereka yang sudah terbukti korup, hak-hak politiknya dihapus, pemiskinan 
total, selain hukuman penjara, dan lain-lain. Informasi tentang beratnya 
hukuman itu harus diumumkan secara luas dan sering. Tetapi tersangka 
tidak perlu digadang-gadang bagaikan orang penting. Hal ini malah 
dijadikan modus seakan-akan tersangka itu adalah korban. Umumnya 
mereka melambaikan tangan sambil tersenyum. Ingin dikesankan bahwa 
yang bersangkutan adalah orang baik. 
Dalam Reformasi Birokrasi (RB) di semua kementerian dilakukan 
selain untuk efisiensi dan efektivitas organisasi, juga perlu praktek-
praktek kejujuran, dan bebas korupsi. Dus, program-program RB harus 
melibatkan KPK. Anggota KPK dapat menjadi tim adhoc RB. Semua aparat 
harus terbuka dan “welcome” dengan kehadiran KPK sebagai anggota RB 
Kementerian dan Lembaga Negara lainnya. 
Dengan dua pintu pendekatan Revolusi Mental ini diharapkan secara 
cepat korupsi akan berkurang dan terus hilang. Dengan demikian, dana 
negara bisa dialokasikan untuk pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, 
pengentasan kemiskinan, pembangunan infrastruktur, riset, dan pembelian 
produk pertanian hasil rakyat dengan harga tinggi lalu disebarkan ke pasar 
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Bagai sebatang lilin, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memberi seberkas cahaya ditengah gelap, walau hanya seberkas 
cahaya dari sebuah lilin namun mampu memberikan harapan kepada 
seluruh anak bangsa bahwa korupsi suatu saat akan mampu dinihilkan 
dari bumi pertiwi. Dalam rentang waktu antara 2002 hingga saat ini tidak 
hanya satu dua kali upaya pelemahan terhadap lembaga ini terjadi, dan 
dapat ditengarai modus pelemahan dari masa ke masa semakin canggih 
dan terstruktur.
Dalam rangka memperkokoh sekaligus mempertahankan kedudukan 
lembaga KPK ada beberapa point yang perlu untuk mendapat perhatian 
dan dukungan kita bersama, sehingga apa yang menjadi keinginan kita 
memiliki lembaga anti rasuah yang kokoh dan kuat akan dapat terwujud. 
Memperkuat Fungsi Koordinasi dan Supervisi KPK
KPK tidak dilahirkan untuk melakukan monopoli pemberantasan 
tindak pidana korupsi, namun KPK diamanatkan untuk menjadi model 
atau contoh bagi penegakan hukum tipikor di Indoesia pada saatnya nanti. 
Oleh sebab itu  ketentuan Pasal 6 UU Nomor 30 tahun 2002 mengatur 
dengan jelas bahwa KPK memiliki tugas untuk melakukan koordinasi 
dan melakukan supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan 
pemberantasan tindak pidana korupsi. 
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Fungsi Koordinasi dan Supervisi (korsup) penyidikan tindak pidana 
korupsi yang dilakukan KPK belum sepenuhnya dapat dilaksanakan secara 
maksimal. Dari kacamata KPK fungsi korsup telah dilaksanakan, dan dari 
tahun ketahun mengalami peningkatan kegiatan dan hasil capaian, namun 
ternyata dari kaca mata penyidik kepolisian dan penyidik kejaksaan 
khususnya yang berada di daerah, fungsi Korsup ini nyaris masih jauh dari 
harapan. Penyidik kepolisian dan kejaksaan di daerah menginginkan fungsi 
korsup KPK lebih konkrit sehingga dapat menyentuh akar permasalahan.
Penyidikan terhadap perkara korupsi didaerah relatif lebih kompleks 
permasalahanya, sehingga fungsi korsup KPK didaerah menjadi sangat 
berarti. Fungsi korsup kedepan diharapkan lebih kontinyu, aktif dan 
transparan. Artinya KPK memiliki inisiatif yang lebih besar untuk 
menjalankan fungsi ini, dilakukan secara terjadwal tanpa harus menunggu 
adanya laporan masyarakat disamping itu terdapat keterbukaan terhadap 
penanganan kasus agar tidak terjadi tarik ulur penanganan. 
Fungsi korsup KPK kedepannya harus semakin diperkokoh sehingga 
berjalan seiring dan sejalan dengan fungsi pencegahan dan penindakan. 
Dukungan peraturan perundangan yang secara konkrit menjabarkan 
bagaimana seharusnya fungsi korsup berjalan menjadi bagian yang sangat 
penting, sehingga terdapat keselarasan pemahaman antara KPK dengan 
penegak hukum yang lain terhadap fungsi korsup secara benar.
Peningkatan kedudukan Unit Korsup menjadi Divisi Korsup KPK 
merupakan sebuah kebutuhan riil yang perlu untuk segera diwujudkan, 
dan idealnya Divisi Korsup membawahi 2 (dua) direktorat yaitu direktorat 
koordinasi supervisi pemberdayaan aparatur penegak hukum dan direktorat 
koordinasi dan supervisi pengawasan penanganan perkara. Dengan struktur 
yang demikian maka luas jangkauan fungsi Korsup akan lebih maksimal 
dalam menangani tugas diseluruh wilayah hukum Indonesia.
Penambahan Penyidik Independen KPK
Tahap penyidikan merupakan tahapan paling penting dalam sebuah 
proses penegakan hukum dan biasa diistilahkan sebagai The gate keeper 
of criminal justice system. Tipikor merupakan jenis tindak pidana dengan 
tingkat kesulitan yang sangat tinggi, oleh sebab itu penanganannya juga 
harus dilakukan oleh para ahlinya. Sehingga tidak mengherankan apabila 
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kedudukan penyidik dilembaga KPK bagaikan kedudukan jantung dalam 
tubuh manusia. Apabila terjadi kesalahan dalam penyidikan akan berakibat 
seperti manusia terkena serangan jantung.
Para penyidik KPK pada awalnya berasal dari lembaga kepolisian dalam 
perkembangannya wacana untuk mendapatkan penyidik independen 
yang direkrut langsung oleh KPK semakin menguat. Keberadaan penyidik 
yang berasal dari lembaga kepolisian hingga saat ini memiliki kelemahan 
yaitu pada saat telah habis masa tugasnya di KPK maka para penyidik ini 
harus kembali kepada lembaga induknya sehingga berakibat menghambat 
kinerja penyidikan di KPK, apalagi jika lembaga kepolisian tidak segera 
mengirim pengganti. Rekrutmen penyidik secara langsung oleh KPK perlu 
terus untuk mendapat dorongan dan apresiasi, sehingga dengan lebih 
banyak diisi oleh penyidik independen maka kinerja penyidikan dalam 
lembaga KPK tidak terlalu terganggu apabila terjadi pergantian tugas yang 
dilakukan terhadap penyidik dari lembaga kepolisian.
Penyidik Independen juga memiliki keunggulan lain yaitu hanya 
loyal pada pimpinan lembaganya saja yaitu KPK, sehingga mampu 
mengeliminir munculnya konflik kepentingan dan ego sektoral pada saat 
harus melakukan tugas penyidikan kasus yang memiliki kaitan dengan 
lembaga penegak hukum lain.
Penambahan jumlah penyidik KPK hingga mencapai jumlah ideal 
harus menjadi prioritas sehingga kinerja KPK akan menjadi semakin cepat 
dan penumpukan kasus tidak terjadi secara terus menerus.
Penyidik  Paradilan Militer
Lingkaran Legislatif, Yudikatif, Eksekutif maupun lembaga lembaga 
BUMN pernah tersentuh oleh KPK, namun hingga saat ini dibalik tembok 
militer masih belum tersentuh. Sebagaimana lembaga-lembaga yang lain 
sebenarnya lembaga kemiliteran pun sudah saatnya mampu membuka diri 
untuk mendapat pengawasan oleh pihak eksternal seperti oleh lembaga 
KPK yang memang memiliki kapasitas untuk itu.
Masyarakat paham dan dapat mengetahui bahwa pengadaan 
perlatan militer baik untuk kepentingan Darat, Laut maupun Udara 
menelan anggaran negara yang amat sangat amat besar.  Pemantauan 
dan pengawasan yang melibatkan lembaga KPK nyaris belum terdengar 
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beritanya. Keterbukaan dan komitmen nyata dari pimpinan TNI perlu 
untuk ditindak lanjuti oleh KPK dengan duduk bersama dan menyusun 
program-program pencegahan munculnya potensi tipikor dilingkungan 
TNI serta adanya kerjasama penindakan bagi pelaku tipikor. Penerapan 
whistle blower dan perlindungannya disemua lini di lingkungan militer 
bukanlah suatu yang tidak mungkin. 
Di Indonesia peradilan militer memiliki ketentuan penegakan hukumnya 
sendiri,  subjek hukum personil militer aktif tunduk pada Undang-undang 
Peradilan Militer Nomor 31 Tahun 1997. Terdapat asas-asas hukum khusus 
yang melandasi pelaksanakan penegakan hukum di lingkungan militer 
sehingga berbeda dengan sipil yaitu asas kesatuan komando, asas komandan 
bertanggungjawab terhadap anak buahnya dan asas kepentingan militer.
Kerjasama dengan personil TNI aktif dalam tingkatan keahlian 
sebagai penyidik menjadi salah satu cara untuk memulainya, penyidik-
penyidik TNI sebagaimana penyidik Polri dapat menjadi bagian penyidik 
KPK. Penempatan penyidik TNI dilingkungan KPK memungkinkan untuk 
memperkuat posisi KPK agar mampu menjangkau lingkungan militer yang 
selama ini nyaris tak tersentuh .
Pada saat penyidik Polri bergabung menjadi penyidik KPK banyak pihak 
menyangsikan kemampuan mereka untuk menembus lembaga asal mereka, 
namun demikian dalam perjalanan waktu masyarakat dapat melihat mereka 
mampu menepis keraguan masyarakat akan hal tersebut. Dengan adanya 
kekhususan tersebut, KPK dapat masuk dan bekerjasama dengan penegak 
hukum militer dalam proses penyidikan sebagaimana dirumuskan dalam 
Pasal 42 UU Nomor 30 Tahun 2002, dengan demikian proses penegakan 
hukum dapat berjalan lebih obyektif, akuntabel  dan Proposional. 
Sebagai penutup perlu kiranya digaris bawahi untuk memperkokoh 
kedudukan KPK, melalui sarana legislasi adalah  berupa pengajuan RUU 
KPK, dalam RUU ini  diatur pula hukum acara KPK  dan akan menjadi 
lex specialis terhadap hukum acara yang biasa. Hal ini dilakukan agar 
kewenangan-kewenangan khusus yang selama ini telah dimiliki tetap 
dipertahankan, dengan mengingat bahwa KPK menangani kejahatan yang 
sifatnya luar biasa, sehingga penanganannyapun tidak bisa dilakukan 
secara biasa biasa saja. 
Purwokerto, 16 Mei 2016
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PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA
Ikrar Nusa Bhakti
Profesor Riset di Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia 
Upaya memberantas korupsi di Indonesia sudah berlangsung hampir 60 tahun, tepatnya ketika Penguasa Darurat Militer mengeluarkan 
Peraturan Penguasa Militer no. Prt/PM/06/1957 tentang pemberantasan 
korupsi. Korupsi diartikan sebagai perbuatan-perbuatan yang merugikan 
keuangan dan perekonomian negara. Peraturan Penguasa Militer itu 
tentunya terutama ditujukan untuk mencegah tindakan korupsi yang 
dilakukan kalangan militer yang kebetulan menduduki posisi-posisi penting 
di perusahaan-perusahaan asing yang dinasionalisasi oleh pemerintah atas 
perintah Presiden Soekarno. 
Sejak 1957 tidak sedikit peraturan, keputusan presiden dan UU 
terkait dengan pemberantasan korupsi dibuat oleh pemerintah dan juga 
pemerintah bersama DPR. Sebagai contoh pada 1970 Presiden Soeharto 
sampai membuat Keputusan Presiden untuk membentuk Komisi 4 terkait 
dengan pemberantasan korupsi dan mengangkat Dr. Mohammad Hatta 
sebagai penasehat khusus presiden dalam pemberantasan korupsi. 
Apakah ini berhasil meniadakan tindak pidana korupsi sampai ke titik 
nol? Ternyata tidak. Kendala utama dalam pemberantasan korupsi ialah 
tiadanya keseriusan kepala negara/kepala pemerintahan untuk benar-
benar memberantas korupsi di negeri ini, apalagi bila itu terkait dengan 
institusi yang dekat dengan kekuasaan.
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UU berganti, nama institusi untuk menangani kasus-kasus korupsi pun 
berganti hingga pada era Presiden Megawati Soekarnoputri pemerintah dan 
DPR sepakat membentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 
yang kemudian dikenal dengan KPK. Tanpa terasa, Komisi Pemberantasan 
Korupsi (KPK) yang dibentuk atas dasar Undang-Undang No.30/2002 
tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kini telah berusia 
14 tahun.
Pada usianya yang ke-14 tahun, KPK telah memiliki tujuh ketua 
dimulai dari Taufiequrrachman Ruki (2003-2007), diteruskan oleh Antasari 
Azhar (2007-2009), Tumpak Hatorangan Panggabean Plt Ketua KPK 
2009-2010, Busyro Muqoddas (2010-2011), Abraham Samad (2011-2014), 
Taufiequrachman Ruki Plt Ketua KPK 2014-2015) dan Agus Rahardjo (2015-
2019). Ternyata, tidak semua ketua KPK menyelesaikan masa empat tahun 
masa jabatannya. Dari data di atas tersebut menunjukkan bahwa hanya 
Ruki yang dapat menyelesaikan masa empat tahun kepemimpinannya dan 
bahkan diangkat kembali oleh Presiden Joko Widodo untuk menjadi plt 
Ketua KPK antara 2014-2015. 
Kriminalisasi terhadap para pimpinan KPK, khususnya yang dilakukan 
Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), baik atas keputusan dari 
dalam institusi atau pun dari luar institusi, kerap terjadi. Antasari Azhar 
misalnya mengalami masa tahanan cukup panjang karena tuduhan menjadi 
otak pembunuhan seorang pimpinan perusahaan. Abraham Samad dan 
Bambang Widjojanto juga mengalami kriminalisasi yang terkait dengan 
adanya petinggi-petinggi Polri yang dituduh melakukan tindak pidana 
korupsi oleh KPK. Tak cuma itu, seorang penyidik KPK, Novel Baswedan, 
juga dikriminalisasi oleh Polri atas suatu perbuatan yang tidak ia lakukan, 
namun harus ia pertanggungjawabakan karena posisinya saat itu sebagai 
seorang komandan. 
Upaya untuk mengenyahkan atau melemahkan KPK dari bumi 
Indonesia juga dilakukan oleh kalangan DPR, institusi pembuat undang-
undang. Dengan dalih bahwa KPK adalah lembaga ad-hoc. maka ada 
upaya dari dalam DPR pada 2015 untuk membatasi usia KPK hanya 
sampai 25 tahun yang berarti 12 tahun lagi dari 2015. Dengan dalih untuk 
memperkuat KPK maka hak KPK untuk melakukan penyadapan akan 
dihentikan oleh DPR, padahal itulah kekuatan KPK yang sesungguhnya 
dalam melakukan operasi tangkap tangan. 
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Kita sepakat bahwa institusi Polri dan Kejaksaan wajib untuk diperkuat 
dan diberdayakan untuk pemberantasan korupsi. Namun kita juga tahu 
bahwa mafia pengadilan masih ada dan terus berperaktik di negeri ini. 
Kadang orang juga mempertanyakan mengapa Polri tidak melanjutkan 
penangangan atau pengusutan atas perusahaan yang melakukan 
pembakaran hutan dan lahan secara membabi buta?
Pada semester pertama 2016, Indonesian Corruption Watch (ICW) 
mencatat ada 210 kasus korupsi yang terjadi di Indonesia. Ini menunjukkan 
betapa masih banyaknya pelaku korupsi di negeri ini. Mereka kini tidak 
terbatas pada anggota DPR-RI, DPRD, Gubernur, Bupati, Walikota saja, 
melainkan juga jaksa, hakim, panitera pengganti bahkan Sekjen Mahkamah 
Agung juga menjadi tersangka korupsi. Di masa-masa sebelumnya bahkan 
ada mantan Kapolri atau pejabat aktif  Polri berbintang tiga yang menjadi 
tersangka atau bahkan terpidana korupsi.
Suatu yang sangat disayangkan, ternyata UU KPK hanya membatasi 
hak KPK untuk melakukan penyelidikan atau penyidikan atas kasus-kasus 
korupsi yang dilakukan kalangan sipil, termasuk tetapi tidak terbatas pada, 
pejabat publik, PNS, pengusaha, aparat penegak hukum (Polisi, Hakim, 
Jaksa) dan aktor lainnya. Hingga saat ini, institusi atau aktor militer berada 
di luar ranah KPK. Jika KPK bisa masuk ke institusi-institusi militer, bukan 
mustahil akan makin banyak persoalan pembelian alutsista yang bisa 
diselamatkan dari kasus korupsi.
Selama ini ada asumsi bahwa KPK tidak terlalu berhasil dalam 
pemberantasan korupsi karena walaupun sudah banyak yang ditangkap 
tangan oleh KPK, ternyata korupsi tetap merajalela. Namun, sebaliknya, 
ada juga yang berpandangan, ada operasi tangkap tangan saja korupsi 
masih terus berlangsung, bagaimana jika KPK dikerdilkan atau bahkan 
dikerdilkan?
Semakin KPK berjaya, semakin berat pula tantangan serta kendala 
yang dihadapi. Hanya dengan kerja keras dan kejujuran KPK akan 
tetap exist, sukses, berjaya, dan mendapatkan dukungan publik secara 
luas. Semoga tak ada lagi upaya untuk mengerdilkan atau bahkan ingin 
membunuh KPK. Bravo KPK.
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LEGISLASI YANG MEMBUNUH KPK
Saldi Isra
Profesor Hukum Tatanegara dan Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) 
Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang
Dalam konteks pembaruan hukum, proses legislasi dapat menjadi pisau bermata dua. Di satu sisi, proses legislasi dapat menjadi 
langkah strategis memulai desain pembaruan hukum, sementara di sisi lain 
proses ini pun potensial membunuh undang-undang yang sebelumnya 
memuat substansi pembaruan hukum. Proses legislasi bermata dua ini 
dapat dilacak dari dan jika Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang 
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU No 30/2002) direvisi 
di tengah amarah ketidaksukaan sebagian kekuatan politik di Dewan 
Perwakilan Rakyat (DPR) terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
  Melacak perkembangan beberapa tahun terakhir di DPR, proses legislasi 
kian bergerak pasti menjauh dari semangat reformasi. Paling tidak, gejala 
itu dapat dilacak dari langkah rencana merevisi sejumlah undang-undang 
yang sedang dan akan berlangsung di DPR. Dalam hal ini, kehendak un-
tuk merevisi UU No 30/2002 dapat dijadikan sebagai contoh nyata. Bila 
upaya merevisi undang-undang ini bisa terealisasi dan KPK dibonsai den-
gan substansi revisi, amat mungkin proses legislasi segera akan menjadi 
mesin pembunuh massal “anak-anak reformasi” di Senayan. 
Dengan mengambil contoh skenario dan materi perubahan UU No 
30/2002 yang pernah beredar ke ruang publik, sulit dibantah, rencana 
tersebut terjadi karena sebagian besar elit politik merasa tidak terikat 
(lagi) dengan amanat dan semangat reformasi. Pergerakan menjauh dari 
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semangat reformasi lebih banyak dipicu oleh kepentingan politik sesaat 
para elit. Karena hampir semua lembaga yang lahir dari rahim reformasi 
bergantung pada substansi undang-undang, perkembangan dan perubahan 
kalkulasi politik di DPR menjadi amat menentukan. Pilihan “membunuh” 
melalui proses legislasi bisa wujud lebih cepat bila kepentingan mayoritas 
anggota DPR bertautan dengan kepentingan eksekutif (presiden). 
Dalam batas penalaran yang wajar, pertautan kepentingan antara 
mayoritas anggota DPR dan presiden menjadi ancaman serius karena 
desain sistem legislasi sebagaimana termaktub dalam konstitusi, otoritas 
membentuk undang-undang berada di tangan kedua institusi ini. Artinya, 
dalam hal kedua lembaga memiliki kehendak yang sama termasuk dalam 
merevisi UU No 30/2002, fungsi legislasi akan dengan mudah menjadi 
semacam mesin pembunuh KPK karena undang-undang adalah produk 
bersama eksekutif-legislatif. Ancaman untuk membonsai dan bahkan 
sangat mungkin membunuh KPK melalui fungsi legislasi seperti tak usai 
sejak lembaga extraordinary dalam desain besar memberantas korupsi 
kian menujukkan taji dalam mengendus semua episentrum korupsi.
Upaya Membonsai KPK    
Menelusuri perkembangan serangan atas KPK, upaya membonsai 
dapat dinilai telah berlangsung hampir sangat lama. Salah satu upaya 
membonsai paling awal adalah menguji eksistensi UU No 30/2002 ke 
Mahkamah Konstitusi (MK). Dari catatan yang ada, hingga saat ini UU No 
30/2002 telah hampir mencapai 20 kali diuji ke MK. Alasan pengujian pun 
sangat beragam, mulai dari menguji legalitas keberadaan KPK, menguji 
pasal-pasal tertentu yang berkaitan dengan wewenang KPK. Ujung dari 
penggunaan jalur ke MK, bagaimana KPK lemah dan tak mampu lagi 
mengendus perilaku korup terutama di lembaga-lembaga yang sebelum 
kehadiran UU No 30/2002 nyaris tak pernah tersentuk upaya penegakan 
hukum  pemberantasan korupsi. Beruntung, semua upaya tersebut gagal 
membonsai dan membunuh KPK. 
Ketika langkah ke MK tidak kunjung berhasil, kalangan yang tidak 
pernah menerima keberadaan KPK secara sistematis membangun wacana 
pembubaran KPK dan menggiring opini bahwa KPK merupakan sebuah 
lembaga ad hoc yang keberadaannya tidak perlu dipertahankan untuk 
jangka panjang. Sepanjang kehadirannya, KPK acap kali disebut sebagai 
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lembaga yang bersifat sementara (ad-hoc). Sebutan itu semakin berhembus 
kencang terutama setelah KPK mampu membuktikan diri sebagai lembaga 
pemberantas tindak korupsi yang berbeda dengan jaksa dan polisi. Dari 
catatan yang ada, KPK mampu menguak skandal-skandal korupsi yang 
berada di lingkaran lembaga negara seperti DPR, pejabat tinggi negara 
(baik di tingkat pusat maupun daerah), kekusaan kehakiman, dan para 
penegak hukum yang lainnya. Karena sepak terjang tersebut, sebutan 
sebagai lembaga ad-hoc kian menggema. Celakanya, suara-suara seperti 
itu lebih sering terdengar di lingkungan DPR.  
Dalam berbagai perspektif, pendapat yang mengatakan KPK sebagai 
lembaga ad-hoc dapat dikatakan sangat lemah. Secara hukum tidak 
ditemukan satupun kalimat termasuk frasa dalam UU No 30/2002 yang 
menyebutkan bahwa KPK sebagai lembaga ad-hoc. Barangkali, alasan 
mengatakan KPK sebagai lembaga ad-hoc muncul karea pemahaman atas 
Konsiderans Menimbang huruf c UU No 30/2002 yang secara eksplisit 
menyatakan bahwa lembaga pemerintah yang menangani perkara korupsi 
belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana 
korupsi. Bila mnggunakan basis argumentasi itu, pemahaman demikian 
sulit dibenarkan karena Penjelasan UU No 30/2002 mengatakan bahwa 
pemberantasan korupsi dilakukan secara luar biasa dengan membentuk 
lembaga khusus yang independen memerlukan kesinambungan. 
Dalam konteks yang jauh lebih luas, KPK diperlukan guna 
meningkatkan Corruption Perception Index (IPK) Indonesia. Merujuk data 
Transparansi Internasional Indonesia, dalam rentang 1999-2003 nilai IPK 
Indonesia tidak pernah bergerak dalam angka 1,9. Namun sejak kehadiran 
KPK sampai 2015, Indonesia mengalami peningkatan IPK menjadi 35. Dari 
fakta itu, menempatkan KPK sebagai badan ad-hoc adalah pemikiran yang 
menolak upaya meningkatkan IPK Indonesia. Bahkan, pengalaman negara 
seperti Thailand yang juga tengah berupaya keras keluar dari ancaman 
korupsi menempatkan lembaga seperti KPK menjadi lembaga yang diatur 
dalam konstitusi. 
Membunuh via Legislasi
Dari semua upaya yang pernah ditujukan untuk membidik KPK, 
“jalan legislasi” adalah strategi yang sangat potensial mematikan. Jika 
upaya ke arah perubahan tidak bisa dicegah, paling tidak, jalan legislasi 
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potensial memangkas posisi KPK sebagai extraordinary agency dalam 
memberantas korupsi. Bentangan empirik sejak tahun 2011, terlihat jelas 
bahwa upaya untuk mengamputasi KPK dengan menghilangkan dan/atau 
mengurangi berbagai kewenangan penting lembaga tersebut, diantaranya: 
(1) mencabut kewenangan penuntutan KPK dengan cara mengembalikan 
ke institusi kejaksaan; (2)  kewenangan penyadapan dipersulit karena 
harus mendapat izin pengadilan; dan (3) membentuk dewan pengawas 
KPK, di mana DPR berwenang untuk memilih dewan pengawas itu sendiri. 
Gagasan perubahan substansi UU No 30/2002 tersebut tidak ada 
matinya bagi sebagian partai politik di DPR. Buktinya, pada awal tahun 
2016, di tengah gelombang penolakan masyarakat yang concern atas 
agenda pemberantasan, mayoritas partai politik yang tergabung di Badan 
Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui naskah revisi Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. 
Dari sepuluh kekuatan politik, hanya Fraksi Partai Gerindra dan Fraksi 
Partai Demokrat yang secara tegas menolak naskah revisi hasil kerja badan 
legislasi tersebut. Namun dikarenakan terjadi pergeseran mendadak sikap 
beberapa kekuatan politik setelah penetapan Badan Legislasi, belum 
sampai ke tahap pembahasan bersama antara DPR dan pemerintah. 
Apabila dilacak substansi yang disetujui Badan Legislasi tersebut, revisi 
UU No 30/2002 tak jauh berbeda dengan materi yang dikemukakan tahun 
2011. Dalam hal ini, substansi revisi UU No 30/2002 yang disepakati Badan 
Legislasi DPR meliputi, yaitu: (1) pembentukan dewan pengawas KPK, 
(2) penyadapan dan penyitaan memerlukan izin dewan pengawas, (3) 
pemberian wewenang bagi KPK menerbitkan surat perintah penghentian 
penyidikan, dan (4) pengangkatan penyidik independen dalam koridor 
“revisi harus memperkuat KPK. 
Pertanyaan mendasar yang dapat diajukan: apakah revisi UU No 
30/2002 memenuhi klausul “revisi harus memperkuat KPK”? Pertanyaan 
mendasar ini menjadi begitu penting untuk dikemukakan karena para 
pendukung revisi UU No 30/2002 hampir selalu menggunakan pembungkus 
argumentasi bahwa revisi dilakukan untuk memperkuat KPK. 
Pertama, pembentukan dewan pengawas KPK. Jamak dipahami, 
salah satu basis argumentasi menciptakan “institusi baru” berupa lembaga 
pengawas KPK didasarkan pada pengalaman dan kecurigaan selama ini. 
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Pokok kecurigaan, munculnya penilaian bahwa dalam melaksanakan 
wewenangnya KPK sangat mungkin melakukan tindakan di luar ketentuan 
UU No 30/2002. Bila mana hendak ditelusuri, kecurigaan ini berada di 
sekitar penggunaan wewenang KPK dalam penyadapan. Karena pandangan 
demikian, desain membentuk lembaga pengawas KPK menjadi institusi 
yang akan mengontrol penggunaan wewenang penyadapan.  
Secara sederhana, alasan yang didasarkan kecurigaan tersebut 
sepertinya masuk akal. Namun bila dilacak bentangan pengalaman 
penggunaan wewenang penyadapan KPK, tidak terdapat bukti valid yang 
menujukkan KPK pernah menyalahgunakan wewenang tersebut. Dengan 
demikian, dalam batas penalaran yang wajar, keinginan membentuk 
lembaga pengawasan KPK dapat dikatakan sebagai bagian dari strategi 
memata-matai operasi senyap KPK dalam melacak pergerakan penikmat 
perilaku koruptif. 
Kedua, wewenang penyadapan (dan penyitaan) yang memerlukan 
izin dewan pengawas. Soal ini, pilihan membatasi wewenang penyadapan 
dengan cara memerlukan izin dari dewan pengawas potensial melumpuhkan 
langkah penindakan KPK. Potensi melumpuhkan KPK bisa dilacak dari 
menggelindingnya keinginan penyadapan dilakukan setelah terdapat bukti 
permulaan yang cukup dan atas izin tertulis dewan pengawas. Disadari 
atau tidak, syarat komulasi tersebut akan melumpuhkan KPK karena 
model penyadapan yang dipraktikkan KPK selama ini terbukti sangat 
ampuh dalam melacak para pencoleng uang negara.
Banyak pihak percaya, apabila cara berfikir untuk mengatur 
penyadapan tetap diteruskan, KPK akan mengalami kelumpuhan terutama 
dalam tindakan operasi tangkap tangan. Oleh karena itu, pada banyak 
kesempatan saya selalu mengigatkan, mereka yang sejak awal berencana 
merevisi UU No 30/2002 target sesungguhnya adalah membonsai (baca: 
melumpuhkan) wewenang penyadapan. Bagaimanapun, selama wewenang 
penyadapan tidak dibatasi, KPK tetap leluasa “menelusuri” semua pihak 
yang berada di sekitar episentrum penikmat perilaku koruptif. Karena itu, 
bagi sebagian pihak yang terganggu dengan penyadapan KPK, mengatur 
begitu rupa wewenang penyadapan menjadi target utama. 
Artinya, bilamana rencana pembatasan tetap diteruskan, KPK tidak 
hanya akan mengalami kelumpuhan tetapi juga sekaligus akan kehilangan 
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mahkotanya sebagai institusi extra-ordinary di tengah desain besar 
pemberantasan korupsi. Bentangan empirik menunjukkan, wewenang 
penyadapan menjadi sesuatu yang sangat ditakutkan oleh semua kalangan 
yang sudah terbiasa menikmati uang rakyat cara menyalahgunakan 
kewenangan. Dengan demikian, tak terbantahkan, target sentral revisi 
UU No 30/2002 adalah melakukan pembatasan wewenang penyadapan 
sebagai strategi paling jitu untuk melumpuhkan KPK. 
Ketiga, menambahkan wewenang KPK untuk menerbitkan surat 
perintah penghentian penyidikan (SP3). Sama dengan kedua usul yang 
lain, penambahan wewenang KPK menerbitkan SP3 sangat mungkin 
beranjak dari pengalaman sebelumnya: kemungkinan KPK keliru dalam 
menetapkan seseorang menjadi tersangka. Sebagaimana di institusi penegak 
hukum yang lain, SP3 menjadi instrumen menghentikan penyidikan. Bagi 
KPK, sebagai lembaga yang sejak awal didesain memiliki kewenangan 
luar biasa, juga harus disertai dengan aturan yang memaksa lembaga ini 
bertindak super hati-hati. Jika kelak membuka ruang menerbitkan SP3 
tersebut, justru pembentuk undang-undang secara tidak sadar menurunkan 
standar dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka. Apalagi, saat 
ini, mekanisme praperadilan dapat digunakan menilai sah atau tidaknya 
penetapan status tersangka.
Keempat, wewenang bagi KPK mengangkat penyidik independen. 
Secara jujur harus diakui, mungkin hanya wewenang ini yang berpotensi 
memenuhi koridor untuk memperkuat KPK. Apalagi, selama ini memang 
terjadi perdebatan yang tidak berkesudahan ihwal keinginan KPK merekrut 
penyidik sendiri di luar penyidik yang berasal dari polisi dan jaksa. 
Merujuk bentangan empirik, KPK memang memerlukan penyidik yang 
direkrut sendiri. Namun perlu dicatat, tanpa revisi atas UU No 30/2002, 
KPK masih dimungkinkan merekrut penyidik sendiri. 
Sekiranya dilakukan penafsiran sistematis terhadap Pasal 43, 45, dan 
51 UU No 30/2002 yang mengatur soal penyelidik, penyidik dan penuntut 
pada KPK, maka KPK dimungkinkan merekrut sendiri. Dari ketentuan 
itu, pengaturan secara spesifik hanya pada posisi penuntut umum yang 
merupakan jaksa penunut umum. Aturan terkait siapa yang dapat menjadi 
penuntut umum tentu kembali kepada UU No 16/2004 tentang Kejaksaan. 
Misalnya, Pasal 45 UU No 30/2002 menyatakan: penyidik adalah penyidik 
pada KPK yang diangkat dan diberhentikan oleh KPK. 
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Dengan adanya frasa “diangkat dan diberhentikan oleh KPK”, secara 
kelembagaan KPK dapat mengangkat penyidik yang berasal dari kepolisian 
dan yang tidak berasal dari kepolisian. Apalagi, tidak ada ketentuan 
yang eksplisit menyatakan bahwa penyidik harus berasal dari polisi dan 
jaksa sebagaimana penegasan soal penuntut umum yang secara eksplisit 
dinyatakan dari jaksa penuntut umum.
Berdasarkan penjelesan di atas, empat poin utama materi revisi UU 
No 30/2002 sangat terang tidak memiliki alasan untuk memperkuat KPK. 
Bahkan, rencana tersebut dapat dikatakan menjadi semacam ancaman 
sistematis untuk melumpuhkan KPK. Sebab itu, dari empat poin substansi 
perubahan, pendapat yang muncul ke permukaan bahwa revisi UU 
No 30/2002 dimaksudkan untuk memperkuat KPK, ternyata jauh dari 
kebenaran. Kemungkinan yang akan terjadi, empat poin revisi tersebut 
justru akan menjadi pintu masuk memperkuat upaya pelemahan KPK.    
Tergantung Presiden
Saya termasuk kalangan yang yakin bahwa di sebuah negara dengan 
praktik korupsi yang begitu masif, pemberantasan korupsi tak mungkin 
dilakuan tanpa komitmen politik (political will) dari pemegang kuasa 
politik. Dalam kontes kondisi yang tengah di hadapi Indonesia saat ini, 
paling tidak komitmen politik tersebut dapat tercermin dari langkah nyata 
berikut.
Pertama, memberikan perlindungan terhadap KPK dari segala macam 
bidikan atau serangan yang berpotensi melumpuhkan lembaga ini. Bagi 
banyak kalangan, hal pokok yang harus dilakukan untuk memastikan 
masa depan agenda pemberantasan adalah menyelamatkan KPK. Sebagai 
sebuah komitmen berkelindan dengan agenda pemberantasan korupsi, 
sulit membayangkan masa depan pemberantasan korupsi minus kehadiran 
KPK. Bahkan, jikalaupun tetap bertahan tetapi berada dalam posisi “seperti 
kerakap tumbuh di batu”, masa depan agenda pemberantasan korupsi 
kian sulit mewujudkan Indonesia yang bebas dari Korupsi, Kolusi, dan 
Nepotisme (KKN).
Karena itu, sebagaimana ditulis oleh Jon ST Quah dalam buku “Curbing 
Corruption in Asian Countries, An Impossible  Dream” (2013), lemahnya 
dukungan politik sebagai penyebab korupsi paling penting. Bagi Quah, 
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jika pemimpin politik suatu negara tidak komit, upaya pemberantasan 
korupsi sulit meraih hasil. Namun di atas itu semua, hal terpenting 
adalah kepemimpinan politik harus dengan tulus menyatakan komitmen 
memberantas korupsi. Sayang, kata Quah, kemauan politik pada umumnya 
menguap begitu berkuasa. Bahkan tidak jarang, praktik politik cenderung 
melindungi pelaku korupsi kakap. Dalam mana kondisi demikian berlaku, 
apa yang dikhawatiran Quah akan menjadi nyata: strategi pemberantasan 
korupsi kehilangan kredibelitas dan akhirnya berujung kegagalan.
Kedua, sebagai ujung tombak perang melawan korupsi, lembaga 
ini harus bersih dan imparsial. Untuk ini, keberadaanya mesti ditopang 
produk legislasi komprehensif yang memungkinkan KPK bekerja lebih 
optimal dalam desain besar pemberantasan korupsi. Quah melanjutkan, 
setidaknya ada dua indikator menilai political will pemegang kuasa politik 
terhadap lembaga antikorupsi, yaitu (1) anggaran yang dialoasikan kepada 
lembaga antikorupsi harus proporsional dengan jumlah penduduk; dan (2) 
rasio antara jumlah staf pendukung lembaga antikorupsi harus proporsional 
pula dengan jumlah penduduk. Bukan hanya sebagai suatu gagasan, 
memposisikan KPK sebagai ujung tombak dapat dimaknai sebagai upaya 
mengembalikan posisi KPK sebagai pemicu (trigger mechanism) dan 
pemberdayaan lembaga yang telah ada (kepolisian dan kejaksaan) dalam 
memberantas korupsi seperti diamanatkan UU No 30/2002. 
Ketiga, menghindari dan mencegah legisasi yang berpotensi 
membonsai dan melemahkan KPK. Melacak kecenderungan sebagian 
kekuatan politik di DPR kepada KPK sejak lembaga ini mampu menjamah 
semua episentrum penikmat perilaku koruptif, publik tidak bisa  berharap 
terlalu banyak kepada DPR. Dalam posisi demikian, harapan tentunya lebih 
banyak ditumpukan kepada Presiden Joko Widodo. Untuk ini, Jokowi 
harus mampu melakukan konsolidasi semua partai politik pendukung 
pemerintah menolak rencana revisi UU No 30/2002. Paling tidak, 
konsolidasi pada partai politik yang masih berada dalam posisi ragu-ragu 
menerima hasil Badan Legislasi DPR. Tidak hanya itu, komunikasi juga 
perlu dibangun dengan partai politik lain di luar pendukung pemerintah 
yang tidak sepenuhnya menerima revisi UU No 30/2002. Jika langkah 
ini dilakukan, kita tidak perlu berhabis energi terjebak dalam posisi pro-
kontra.  
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Apabila langkah pertama tidak berhasil karena usul revisi UU No 
30/2002 merupakan inisiatif DPR, sikap Presiden Jokowi harusnya menjadi 
sikap menteri yang mewakili presiden di DPR. Ihwal ini, Jokowi harus 
memastikan menteri yang mewakili presiden di DPR benar-benar sejalan 
dengan sikap presiden ihwal revisi hanya untuk menguatkan KPK. 
Langkah konkret yang harusnya dilakukan, daftar inventarisasi masalah 
(DIM) yang dibuat pemerintah harus berada dalam titik yang sangat tegas: 
menolak substansi revisi yang dimuat dalam rancangan yang dihasilkan 
Badan Legislasi DPR terutama yang secara nyata melumpuhkan posisi 
extraordinary KPK dalam memberantas korupsi.
Sekiranya pembahasan antara pemerintah dan DPR terus berlangsung, 
sesuai dengan Pasal 20 Ayat (3) UUD 1945, Presiden Jokowi harus 
memastikan bahwa pemerintah menolak memberikan persetujuan 
bersama. Bila mengikuti alur dan logika “persetujuan bersama” dalam Pasal 
20 Ayat (3) UUD 1945, dalam hal menteri yang mewakil presiden menolak 
memberikan persetujuan bersama, maka persetujuan bersama antara 
pemerintah dan DPR tak akan terjadi. Artinya, dengan tidak mendapat 
persetujuan bersama, revisi UU No 30/2002 tidak akan pernah memasuki 
tahap pengesahan oleh presiden.
Berdasarkan penjelasan tersebut dan mengikuti logika posisi 
Presiden di dalam proses legislasi, masyarakat masih memiliki harapan 
bahwa revisi UU No 30/2002 akan kandas di tengah jalan. Kuncinya, 
Jokowi istiqomah dengan janji mendukung penguatan KPK. Salah bentuk 
konkret merealisasikan janji tersebut, Presiden Jokowi menolak revisi UU 
No 30/3002 yang berpotensi membonsai, melemahkan, dan membunuh 
KPK. Jika tidak, Presiden Jokowi akan sulit keluar dari penilaian gagal 
menggunakan otoritas legislasi untuk menghentikan upaya membunuh 
KPK.  
*  Dengan sejumlah tambahan dan penekanan, tulisan ini merupakan 
kompilasi dari gagasan-gagasan penulis yang terserak di beberapa 




DAN MASA DEPAN KPK
Komariah Emong 
Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Padjajaran 
Setelah berkali-kali Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan “Operasi Tangkap Tangan”, khususnya terhadap pejabat-pejabat di 
lingkungan badan Peradilan, beberapa minggu yang lalu Komisi Antikorupsi 
ini kembali membuat kejutan. Kali ini di Sulawesi Tenggara, KPK berhasil 
mengungkap kasus “perizinan illegal” khususnya izin pertambangan. Dari 
sejumlah pemberitaan media terungkap bahwa telah mengalir dana sekitar 
$ 250.000,-kepada Nur Alam, Gubernur Sulawesi Tenggara dan jajaran 
pejabat lainnya di Sulawesi Tenggara. Uang haram tersebut dihasilkan dari 
sebuah perusahaan besar yang diperbolehkan melakukan penambangan 
bijih nikel di wilayah Sulawesi Tenggara tanpa izin resmi, atau setidaknya 
memperoleh izin yang didasarkan pada aturan perundang-undangan.
Konon perusahaan tersebut telah beroperasi sejak lebih dari 5 tahun dan 
telah menimbulkan kerugian kepada negara yang sangat besar.
Dari prolog tulisan ini, sekali lagi terbukti bahwa jalur birokrasi 
resmi, juga cukup rentan untuk digunakan bagi kejahatan yang merugikan 
bangsa dan negara ini. Izin pertambangan yang diperoleh perusahaan 
besar tersebut ‘direstui’ oleh pejabat-pejabat resmi di jajaran pemerintahan 
Sulawesi Tenggara. Dengan demikian masyarakat hanya tahu bahwa 
pertambangan yang seolah-olah telah menghasilkan devisa bagi negara 
tersebut akan lebih mensejahterakan mereka, tetapi kesejahteraan yang 
didambakan hanya ilusi belaka, karena uang yang dihasilkkan perusahaan 
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besar tersebut mengalir ke kantong pribadi pimpinan mereka, yang 
telah dipilihnya untuk memimpin daerah mereka untuk kesejahteraan 
mereka. Nyata-nyata masyarakat Sulawesi Tenggara telah disengsarakan 
oleh kelakuan para pimpinan mereka. Alih-alih penguasa daerah menjadi 
pengawas kemulusan jalannya roda pemerintahan daerah, tetapi dalam 
kenyataannya malahan digunakan untuk pemulusan kejahatan yang 
merugikan daerahnya sendiri. ‘Power tend to corrupt; menjadi dalil yang 
cukup mudah pembuktiannya oleh kasus ini,
Penelusuran kasus yang sangat sulit karena dibungkus oleh birokrasi 
sehingga untuk memperoleh dokumen yang diperlukan seolah-olah 
harus dilakukan secara resmi, menunjukan bahwa korupsi yang sangat 
terselubung rapi tersebut dilakukan secara terorganisasi. Organized crime 
adalah label yang dapat diberikan terhadap kasus ini.
Seringkali dipertanyakan pula apakah korupsi di Indonesia sudah 
menjadi kejahatan luar biasa (extra ordinary crime)? Undang-Undang 
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang 
telah diperbaiki dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 (UU Tipikor), 
dalam penjelasannya hanya menyatakan bahwa”Di samping hal tersebut, 
mengingat korupsi di Indonesia terjadi secara sistematik dan meluas sehingga 
tidak hanya merugikan keungan negara, tetapi juga telah melanggar hak-
hak sosial dan ekonomi masyarakat scara luas, maka pemberantasan tindak 
pidana korupsi perlu dilakukan dengan cara luar biasa”.  
Oleh karena itu yang extra ordinary adalah pemberantasannya akan 
tetapi kenyataan menunjukan kebalikannya. Pelaku tindak pidana korupsi 
berlari seperti larinya seekor kijang, sedangkan pemberantasannya berjalan 
seperti seekor siput.  Harta kekayaan yang di korupsi telah lari entah 
kemana, selain terpencar-pencar di berbagai pihak dalam bentuk apapun 
yang sulit lagi di lacak, bahkan dilarikan ke luar negeri. Barang bukti 
yang berhasil di eksekusi seringkali ‘mangkrak’ sehingga kerugian negara 
menjadi lebih besar. Alih-alih menutup kerugian negara, yang terjadi 
malahan negera lebih dirugikan karena ketika di lelang harga barang bukti 
yang dirampas untuk negara nilainya sudah sangat turun.  Perlu pemikiran 
untuk menyelesaikan masalah barang bukti tersebut.
Apabila apa yang telah di uraikan di atas hanyalah menyangkut 
masalah-masalah praktik yang berlangsung sekarang, ada pula persoalan 
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lain yang kiranya perlu mendapat perhatian kita bersama adalah 
pembahasan Buku II Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (R 
KUHP) yang sedang berlangsung di DPR sekarang, serta akan menyangkut 
penegakan hukum dan pemberantasan tindak pidana korupsi di masa 
yang akan datang.
Dengan dicantumkannya tindak pidana korupsi hanya di dalam pasal 
687 sampai dengan pasal 706 (Naskah R KUHP 05 Juni 2015), maka akan 
banyak sekali jenis-jenis tindak pidana korupsi yang sekarang diatur dalam 
UU Tipikor yang dinyatakan tidak berlaku atau hilang. Salah satu contoh 
yang mengemuka adalah tindak pidana suap khususnya yang dilakukan 
terhadap Pegawai Negeri yang mempunyai jabatan tertentu, dan gratifikasi. 
Masuknya tindak pidana korupsi dalam R KUHP menjadkan tindak pidana 
tersebut bukan tindak pidana khusus seperti yang kita kenal sekarang. 
Juga penyuapan bukanlah tindak pidana korupsi lagi, padahal kasus 
suap khususnya yang ditujukan kepada orang yang dalam posisi tertentu, 
adalah perbuatan yang sangat membahayakan kelangsungan kehidupan 
berbangsa dan bernegara, padahal tindak pidana suap yang terjadi 
belakangan ini berlangsung secara masive serta sangat memprihatinkan, 
dan dapat dipastikan berdampak sangat buruk. Benar bahwa tindak pidana 
jabatan telah diatur dalam Bab XXXII R KUHP, akan tetapi bukan bagian 
dari tindak pidana korupsi. Kata ‘tindak pidana korupsi’ saja sesungguhnya 
secara psikologis membawa pengaruh tertentu terhadap perilaku pejabat dan 
diharapkan secara psikologis membawa pejabat untuk tidak menerima suap.
Alih-alih kita memperjuangkan perbuatan suap menyuap di sektor 
swasta masuk ke dalam tindak pidana korupsi, seperti dianut dalam 
Konvensi Internasional Anti Korupsi, akan tetapi dalam R KUHP tindak 
pidana suap di sektor swasta tidak diatur atau hanya menjadi bagian dari 
tindak pidana suap biasa saja.
Masuknya beberapa tindak pidana-khusus ke dalam R KUHP, telah 
menimbulkan polemik yang cukup menarik perhatian. Kekhawatiran 
tindak pidana-tindak pidana khusus menjadi tindak pidana biasa yang 
dimuat dalam KUHP, terlebih lagi jika hukum acaranya mengikuti KUHAP 
(walaupun R KUHAP sedang diagendakan untuk segera dibahas di DPR), 
tetap saja tidak mengoptimalkan pemberantasan tindak pidana-tindak 
pidana tersebut. 
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Tindak pidana khusus perlu selalu diamandemen, diubah dan 
ditambah, sesuai dengan perkembangan tindak pidana itu sendiri dan 
menyesuaikannya ke dalam konvensi-konvensi internasional. Hal ini juga 
diperlukan karena trans national orgnized crime tersebut memerlukan 
bantuan negara lain dalam melakukan penindakannya. Walaupun 
Peraturan Peralihan R KUHP memungkinkan melakukan amandemen 
secara parsial, tetap saja perubahan yang terlalu sering dan menyesuaikan 
dengan perubahan yang terjadi di dunia Internasional akan mengganggu 
pekerjaan badan legislatif kita.
Sebagai tindak pidana biasa, kinerja penegak hukum, termasuk KPK, 
akan berubah nuansanya, padahal bangsa ini masih memerlukan lembaga-
lembaga pemberantasan tindak pidana korupsi menjadi lebih kuat lagi.
Oleh karena itu mempertahankan tindak pidana-tindak pidana khusus 
tetap berada di luar R KUHP, akan menjadi langkah yang bijaksana.





Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
Masih adakah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)? Masih seperti dulukah KPK? Masih independenkah KPK? Itulah serangkaian 
pertanyaan yang berisi pernyataan gugatan yang akhir-akhir ini banyak 
muncul di tengah-tengah masyarakat kita. Gugatan-gugatan seperti itu bisa 
dengan mudah kita jumpai setiap hari baik melalui forum diskusi maupun 
melalui media massa, cetak dan elektronik, sampai ke media sosial yang 
menyebar secara viral dengan begitu cepat dan masif. 
Gugatan-gugatan terhadap KPK menyiratkan bahwa eksistensi KPK 
mulai dipertanyakan karena prestasinya yang dulu gagah perkasa sudah 
mulai melemah alis mengendor. Bahkan ada yang mempercayainya sudah 
tidak lagi independen sehingga terlihat tidak profesional. Dulu KPK 
dilihat sebagai lembaga antirasuah yang sangat perkasa, ditakuti oleh para 
pejabat, disegani oleh lembaga-lemabaga sejawat. Dulu rakyat bangga 
terhadap KPK yang cukup memberi harapan dan menjadi lentera di tengah 
gelapnya belantara korupsi di Indonesia.
Itulah sebabnya dulu masyarakat berlomba-lomba membela KPK jika 
ada yang mencoba mengganggunya. Dulu kerapkali terjadi demo besar-
besaran di gedung KPK untuk memberi dukungan atas langkah KPK 
menersangkakan seseorang sebagai koruptor. Pernah juga ada gelombang 
semut rangrang (aktivis-aktivis memakai baju hitam) yang datang ke 
gedung KPK di tengah malam untuk melindungi orang-orang KPK yang 
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kabarnya akan ada yang ditangkap (dengan kriminalisasi) pada malam 
tersebut. Pokoknya, waktu itu, KPK menjadi idola warga masyarakat yang 
waras dan haus untuk melihat langkah tegas negara dalam memerangi 
korupsi. KPK ditakuti oleh para koruptor dan dielu-elukan oleh masyarakat 
yang anti korupsi.
Tetapi persepsi masyarakat terhadap KPK akhir-akhir ini sudah sangat 
berubah. Tidak jarang sekarang ini ada  aksi unjuk rasa di KPK tetapi 
bukan untuk membela dan melindungi KPK melainkan berdemo karena 
KPK dianggap tidak lagi berani membongkar korupsi. Maka banyak yang 
berkesimpulan bahwa kalau dulu orang berdemo agar KPK dilindungi dan 
didukung tetapi sekarang orang mendemo KPK untuk mengecam karena 
ia dianggaap tak lagi berani bertindak tegas bahkan telah kehilangan 
taring-taringnya. Sebenarnya pada waktu yang dulu pun ada kritik-kritik 
yang disampaikan secara keras kepada KPK, misalnya kritik yang hampir 
menjadi nyanyian ritual rutin terkait dengan penyelesaian kasus BLBI, 
Bank Century, dan lain-lain yang memang agak rumit. 
Siapa pun yang memimpin KPK selalu ditembak dengan kritik tentang 
penanganan kedua kasus tersebut. Oleh sebab itu kalau soal itu bisa 
dianggap nyanyian ritual rutin yang bisa dimaklumi saja. Tetapi sekarang 
ini KPK dianggap lemah justeru dalam berhadapan dengan kasus-kasus 
konkret yang tidak serumit kasus BLBI dan kasus Bank Century. KPK 
sekarang ini dinilai tidak berkutik jika berhadapan dengan kasus konkret di 
area tertentu terutama dalam kasus yang melibatkan penguasaha (penguasa 
dan pengusaha) besar. KPK pernah berteriak tentang grand corruption 
yang identifikasi umumnya sudah diuraikan melalui konperensi pers oleh 
para komisionernya yakni pengangkangan korporat dalam pembentukan 
peraturan atau hukum. 
Langkah-langkah sudah mulai dilakukan tetapi akahirnya lenyap 
dibawa angin, gone with the win. Yang tadinya disebut grand corruption 
ternyata kemudian berubah menjadi small corruption atau korupsi 
kacangan (peanutcorruption). Sikap KPK yang memberlakukan syarat 
“adanya niat jahat” dalam satu kasus tetapi tak  mensyaratkan itu untuk 
kasus-kasus lain juga menjadi pertanyaan banyak orang sampai sekarang 
sehingga terasa ada pemihakan dan upaya penyembunyian sesuatu oleh 
KPK.
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Mungkin KPK mempunyai alasannya sendiri dalam hal itu, termasuk 
alasan ketersanderaan, tetapi masyarakat yang haus atas langkah-
langkah tegas dalam pemberantasan korupsi tetap mengalamatkan kritik 
dan ketidakpuasannya terhadap KPK. Oleh sebab itu di tengah-tengah 
masyarakat pun kemudian banyak yang menilai, KPK memang mulai 
melemah karena pelemahan dengan cara baru terhadap KPK berjalan 
efektif. Pelemahan dengan cara baru? 
Ya, karena upaya-upaya untuk melemahkan KPK yang oleh Ketua 
KPK yang pertama, Taufikurrahman Ruki, disebut sebagai “corruptors fight 
back” (serangan balik para koruptor) memang terjadi sejak awal berdirinya 
KPK. KPK pernah akan dilemahkan melalui uji materi (judicial review) 
atas UU tentang KPK  terkait eksistensi dan hak serta kewewenangan 
eksklusifnya ke Mahkamah Konstitusi (MK). Sampai belasan kali KPK 
dicoba untuk dilemahkan melalui judicial review atas UU KPK tetapi MK 
selalu menguatkan posisi KPK. 
Selain upaya pelemahan melalui judicial review, terror psikologis, 
dan (terkadang) tekanan fisik terhadap KPK gagal ternyata ada juga 
upaya pelemahan KPK melalui legislative reviewyakni upaya merevisi UU 
tentang KPK melalui lembaga legislatif. Dalam upaya legislative review 
itu ada beberapa materi yang diyakini, kalau disetujui, hanya akan 
melemahkan KPK. Yang paling menonjol adalah akan dihilangkannya 
hak dan wewenang ekslusif KPK untuk melakukan penyadapan dan akan 
dibentuknya Dewan Pengawas KPK. Padahal penyadapan itulah senjata 
paling ampuh KPK untuk mencokok pejabat korup. Koruptor-koruptor itu 
seringkali lolos dari tangan KPK kalau tidak disadap secara diam-diam dan 
berbagai cara. 
Sebelum itu secara meluas sudah beredar juga rencana revisi UU KPK 
yang isinya akan membatasi umur KPK sampai 12 tahun ke depan dan 
batas minimal korupsi yang boleh ditangani oleh KPK yang akan dinaikkan 
dari Rp. 1 miliar menjadi Rp. 50 miliar. Rakyat pun masih beramai-ramai 
menghadangnya sehingga usaha revisi atas UU KPK tersebut “ditunda”. 
Istilah ditunda ini diberi tanda petik karena banyak yang menduga 
penggunaan istilah tersebut sengaja dipakai agar revisi itu nantinya tetap 
bisa dilakukan, mungkin, setelah rakyat lengah dan atau lelah membela 
KPK.
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Upaya-upaya terbuka untuk melemahkan KPK seperti dikemukakan 
di atas, sekarang ini, memang tidak lagi gencar. Tetapi tak bisa dipungkiri 
sekarang ini KPK pun memang tidak sewibawa dulu. “Kau bukan yang 
dulu lagi”, bunyi  sebuah lagu. Indonesia Corruption Watch (ICW) yang 
dulu menjadi semacam pengawal “die hard” KPK sekarang juga sudah 
lain, tak lagi selalu mendukung KPK dalam mendorong penyelesaian ke 
pengadilan jika ada indikasi korupsi. Pejuang-pejuang anti korupsi yang 
dulu gencar menggiring orang ke KPK dan mendukung KPK habis-habisan 
sekarang sudah tak begitu terdengar. Mungkin karena ada yang belajar 
di luar negeri seperti Usman Hamid, mungkin juga karena sudah banyak 
yang duduk  nyaman kantor ber-AC, tetapi mungkin juga karena sudah 
putus asa. 
Rasanya tak salah kalau disimpulkan bahwa upaya pelemahan 
terhadap KPK sekarang ini terjadi secara halus dan dilakukan secara diam-
diam. Proses seleksi atas komisionernya  diwarnai oleh tarik ulur politik 
yang berefek pada lepasnya taring-taring KPK. Tak terlihat tapi sangat 
terasa, ada kekuatan yang menarik baju KPK dari belakang agar tidak 
terus maju. Buktinya, KPK sudah berteriak-teriak, sebentar lagi, akan 
membongkar korupsi yang menggegerkan ternyata sampai lama tak ada 
kabar beritanya. Rasanya dalam dua tahun terakhir ini belum ada yang 
besar-besar, kecuali diindikasikan untuk kemudian hilang secara pelan-
pelan. 
Tetapi betulkah KPK sudah begitu terpuruknya? Tidak juga. Dalam 
banyak kasus KPK masih cukup punya gigi. Lihatlah Operasi Tangkap 
Tangan (OTT) terhadap Ketua DPD Irman Gusman, pencidukan anggota 
DPR Damayanti, Dewi Limpo, Sanusi, pentersangkaan Gubernur Sultra, 
dan sebagainya. Itu langkah-langkah yang juga bagus. Terbukti juga 
KPK masih berani bersikap tegas menolak rencana perubahan UU yang 
bertendensi melemahkan KPK, menolak dan walk out dari sidang ketika 
pemerintah berencana mempermudah pemberian remisi bagi koruptor, 
dan sebagainya. Ini berarti bahwa taring KPK masih ada meski tidak bisa 
lagi dipakai di semua tempat seperti dulu.
Jadi masih ada harapan bagi kita untuk menguatkan kembali 
KPK karena rakyat masih mengharapkan kebangkitannya dan memeri 
dukungan kepadanya. Selama ini pun yang menyebabkan KPK kuat adalah 
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dukungan rakyat dan berbagai kekuatan di dalam masyarakat. Selain itu 
sejauh pengenalan saya terhadap para komisionernya, saya berkeyakinan 
bahwa semua komisioner yang ada sekarang ini mempunyai komitmen 
untuk benar-benar melakukan perang terhadap korupsi meskipun dalam 
batas tertentu seperti tersandera oleh kekuatan lain. Saya sering bertemu 
dan berdiskusi dengan mereka sehingga saya pun meyakini adanya niat 
baik mereka untuk menyembuhkan kanker korupsi di negara ini. 
Ancaman yang paling berbahaya terhadap eksistensi negara kita 
sekarang adalah ketidakadilan dan lemahnya penegakan hukum. Kita 
berharap KPK menjadi bagian terpenting dari perang melawan korupsi ini 
karena ketidakadilan dan tidak tegaknya hukum yang mengancam NKRI 
itu sebagian terbesarnya berwujud dalam maraknya korupsi di negara 
tercinta ini. Mari kita dukung penguatan KPK dan kita lawan upaya (yang 
dilakukan secara diam-diam) untuk melemahkannya.
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Pengantar
Kegurubesaran bukanlah sekedar kenaikan pangkat otomatis, melainkan penghargaan tertinggi bagi kerja dan prestasi seorang 
ilmuwan, sekaligus penanda tanggungjawabnya atas pengembangan 
ilmu tertentu, yang menjadi tenure-nya. Kegurubesaran bukanlah milik 
individu, tetapi adalah juga milik institusi universitas; yang diberikan 
oleh universitas kepada warga fakultas terkait Tri Dharma: pendidikan, 
penelitian, dan pengabdian masyarakat. Sekalipun seorang dosen sangat 
pandai, bergelar Doktor, tetapi jika tidak memberi kontribusi kepada 
universitas dan masyarakat, dan memiliki catatan terkait integritas, dia 
dianggap tidak layak mendapat gelar profesor.
Paradigma positivistik yang berpandangan bahwa ilmu untuk ilmu, 
dan meniscayai netralitas dan obyektifitas ilmu; dalam wacana ini nampak 
sudah ketinggalan jaman dan harus ditolak. Setiap kegiatan keilmuan, 
riset, harus didisain agar hasilnya dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya 
untuk kepentingan kemanusiaan. Dalam hal ini universitas memiliki dua 
fungsi yang harus dibedakan satu sama lain. Di satu sisi universitas adalah 
lembaga khusus, yang tidak bisa disamakan dengan lembaga manapun, 
politik maupun bisnis, karena fungsinya sangat khusus yaitu memproduksi 
ilmu pengetahuan; oleh karenanya universitas tidak bisa diintervensi 
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oleh kepentingan politik maupun bisnis. Di sisi yang lain universitas 
menyandang tanggungjawab terhadap masa depan umat manusia, dan 
tanggungjawab kemasyarakatan ini menjadi sesuatu yang inheren dalam 
setiap sendi kegiatan akademik.  Peranan universitas, ilmu pengetahuan, 
dan hasil penelitian, menjadi sangat penting sebagai landasan bagi 
perumusan kebijakan di segala bidang  untuk masa depan umat manusia 
yang lebih baik.  Dalam hal ini menjadi penting untuk mempersoalkan 
dalam konteks apa para ilmuwan harus netral dan obyektif, dan dalam 
konteks apa dia harus benar-benar terlibat dalam kegentingan yang terjadi 
dalam masyarakat. 
Tujuan dari tulisan ini adalah untuk mendiskusikan, pertama, apa arti 
kegurubesaran; kedua, tanggungjawab seorang professor dalam bidang 
akademik; ketiga tanggungjawab professor dalam bidang kemanusiaan dan 
kemasyarakatan, terkait nilai-nilai kejujuran, ikut memastikan tatakelola 
universitas yang mengedepankan akuntabilitas dan transparansi, nilai 
dasar bagi pengembangan budaya anti korupsi dalam masyarakat. 
Tugas Profesor
Dalam hal tanggungjawab utamanya mengembangkan dan melestarikan 
keilmuan yang menjadi kepakarannya melalui Tri Dharma;  seorang guru 
besar akan memutakhirkan materi pengajarannya dengan bahan-bahan 
terbaru, terutama yang didapatkan dari hasil-hasil penelitiannya. Ia juga 
harus memastikan terjadinya regenerasi demi kelestarian keilmuannya, 
dengan membimbing para Doktor, yang kelak akan menggantikan 
dan menyebarkan ilmunya di manapun. Mahasiswa bisa berasal dari 
lintas universitas dan wilayah. Pada masa kini dan akan datang, ilmu 
pengetahuan bersifat terbuka, dan bukanlah milik individu. Profesor 
dan mahasiswa Doktoral dan anggota masyarakat ilmiah, bersama-sama 
menghasilkan produksi ilmu pengetahuan, yang selalu dapat direvisi sesuai 
dengan perkembangan masyarakat dan temuan-temuan baru.  Kemudian 
melalui temuan dan hasil karyanya (termasuk yang dipatenkan), menarik 
minat lembaga universitas mancanegara, dunia usaha dan donatur, untuk 
bekerjasama dengan universitasnya.
Siapa yang berkepentingan bila seseorang dianugerahi gelar profesor? 
Pertama adalah fakultas dan universitasnya. Universitas yang hebat 
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memiliki para pemikir terbaik, peneliti yang paling kreatif, dan dosen 
yang bersedia berpikir dan bekerja keras untuk perubahan. Fakultas yang 
hebat akan menarik mahasiswa berbakat untuk masuk, dan bersama-sama 
dengan dosennya memproduksi ilmu pengetahuan bagi kesejahteraan 
umat manusia.
Kedua adalah diri profesor sendiri; pengakuan terhadap kontribusi 
yang terus menerus dari seorang dosen fakultas, adalah fungsi kunci dari 
kegurubesaran. Ketiga adalah mahasiswa, oleh karenanya syarat mutlak 
menjadi seorang profesor adalah harus punya murid dan mengajar. 
Seorang profesor dapat menyentuh pikiran dan hati ratusan mahasiswa, 
melalui kuliah, bimbingan, penelitian dan pengabdian masyarakat bersama 
mahasiswanya. Melalui seorang profesor, mahasiswa mendapatkan cara 
untuk berhubungan dengan pakar lain yang paling memiliki talenta dari 
seluruh dunia. Mahasiswa berkesempatan untuk bekerja di laboratorium, 
tidak hanya belajar dari buku teks, konferensi bersama profesornya dalam 
jejaring ilmuwan. 
Keempat adalah masyarakat, yang akan menikmati hasil kerja 
ilmuwan dalam sains dan teknologi yang akan memudahkan hidupnya; 
rekomendasi ilmu-ilmu sosial bagi kebijakan publik yang pro-rakyat; hasil 
kerja studi humaniora, yang memberi wawasan berpikir dan kemampuan 
memilah kepatutan dan kedurjanaan, dan menikmati keindahan sastra; 
serta ilmu multi dan interdisiplin, hasil lintasan ilmu dan rumpun ilmu, 
yang dengan segera merespon kebutuhan masyarakat dengan cepat.
Kelima adalah industri dan donatur. Hasil kerja dan temuan ilmuwan 
yang disimpan dalam laci, tidak berdaya guna. Temuan yang masih berupa 
prototipe, membutuhkan kerjasama dengan lembaga riset industri, agar 
bisa dikembangkan menjadi barang jadi yang bisa dinikmati masyarakat. 
Dewasa ini industri juga memiliki lembaga riset dan pakarnya sendiri, 
bekerjasama dengan berbagai lembaga dan universitas di seluruh dunia. 
Sebaliknya dalam dunia yang berubah cepat, industri membutuhkan 
pemikiran jangka panjang, riset–riset dasar dari universitas. Industri melalui 
skema CSR (corporate social responsibility), harus mendorong terciptanya 
manusia unggul di universitas, bakat-bakat kreatif dan penting bagi industri 
kimia dasar, teknologi, kesehatan, bidang-bidang sosial dan humaniora: 
yang akan menjadi penggerak roda ekonomi dan kemakmuran masyarakat 
serta terbangunnya peradaban dunia. 
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Dengan mendanai tenure keilmuan dari seorang profesor, donatur 
dapat menyatukan otak yang paling cerdas untuk memecahkan masalah 
dalam masyarakat, melalui pemajuan suatu ilmu dan cabang-cabangnya. 
Sayangnya di Indonesia, industri kurang bekerjasama dengan universitas 
yang ada, dan kalaupun ada kerjasama terbatas pada umumnya dalam 
bentuk karitas. Industri  yang memiliki banyak kapital, justru lebih suka 
membuat universitas sendiri, daripada bekerjasama dengan universitas 
yang sudah ada.   
Tata Kelola Universitas
Hal yang paling dibutuhkan oleh universitas bukan hanya jaminan hak 
otonomi dalam bidang akademik tetapi juga hak otonomi atas tatakelola 
universitas (good university governance). Keduanya dibutuhkan secara 
komplementer, saling mendukung satu sama lain.  Esensi otonomi akademik 
menjamin setiap professor dan dosen memiliki kebebasan akademik; hak 
untuk menentukan materi dan metode  pengajaran, tema dan metodologi 
yang digunakan dalam penelitian, menerbitkan publikasi terkait hasil-hasil 
penelitian dan pemikirannya. Otonomi akademik dipertanggungjawabkan 
oleh seorang professor kepada Tuhan dan tanah airnya. Namun di Indonesia 
kebebasan akademik masih harus diperjuangkan, karena berbagai babakan 
sejarah Indonesia nampak menunjukkan bahwa kepentingan politik 
berupaya mengendalikan bahkan mengintervensi universitas. Salah satu 
cara mengintervensi universitas adalah dengan membuat regulasi secara 
berlebihan, untuk dapat mengawasi, bukan hanya sekedar mengatur.
Sungguhpun memiliki visi dan fungsi yang utama mencerdaskan 
kehidupan bangsa, setiap universitas di tanah air memiliki karakternya 
yang khas, yang tidak bisa dibuat seragam. Setiap universitas di wilayah 
tertentu sesungguhnya mencerminkan keadaan masyarakat di mana 
universitas tersebut berada. Setiap universitas memiliki sejarah, konteks 
alam, kultural dan sosialnya masing-masing. Dalam hal ini universitas juga 
memiliki otonomi untuk mengembangkan keilmuan tertentu sesuai dengan 
konteks geografis, potensi setempat, dan kebutuhan masyarakatnya. 
Hal yang tidak perlu diragukan oleh universitas adalah mengembangkan 
ilmu terkait isu-isu tertentu yang muncul dalam masyarakat, yang 
membutuhkan penjelasan dan jawaban yang cepat. Dalam hal ini sangat 
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penting untuk bersikap terbuka terhadap lahirnya ilmu-ilmu baru yang 
bersifat lintas disiplin (multidisipin atau interdisipliner). Misalnya tentang isu 
hak asasi manusia (dan perempuan), pengentasan kemiskinan, kesehatan, 
energi, kemaritiman, pembangunan kota, pengelolaan sumberdaya alam, 
penegakan hukum dan pemberantasan korupsi; yang akan sangat baik 
dikaji secara lintas keilmuan.  
Kebebasan akademik berkonsekuensi pada tatakelola universitas. 
Prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi menjadi keutamaan dalam 
tatakelola. Universitas menggunakan dana publik yang berasal dari 
masyarakat; apalagi ketika Negara belum mampu mendanai universitas 
seratus persen; dan universitas belum mampu mengajak industri dan 
donatur ikut membiayai universitas, atau karena industri belum memiliki 
pandangan tentang pentingnya mendukung (secara finansial) kegiatan 
akademik demi menyongsong masa depan bangsa. Oleh karena universitas 
didanai oleh publik, maka universitas harus terbuka terhadap pengawasan 
publik. Di sinilah pentingnya prinsip tatakelola universitas harus selalu 
dijaga. 
Universitas, terutama yang memiliki status sebagai universitas 
otonomi3, perlu membuat peraturan tentang pengelolaan keuangan 
sendiri, yang paling tepat dan cocok dengan kondisinya masing-masing. 
Hal yang terpenting adalah menciptakan sistem tatakelola keuangan 
yang mendukung sebesar-besarnya kegiatan akademik di masing-masing 
fakultas dan program studi. Ada universitas yang memang berinisiatif 
memanfaatkan status otonomi pengelolaan keuangan dengan membuat 
pengaturan sendiri, sehingga bisa menciptakan sistem keuangan yang rapi, 
mudah diakses, dan digunakan secara cepat untuk kegiatan akademik 
yang memang mobilitasnya sangat tinggi. Memang, prinsip keuangan 
yang memberi jaminan akuntabilitas dan transparansi adalah apabila 
pencatatannya berada dalam satu pintu universitas. Tidak ada keuangan 
dan pengadaan barang di Fakultas atau program studi yang  tidak diketahui 
universitas. Itu prinsip utama. Namun harus juga dipastikan bahwa 
pencatatan keuangan dapat diakses datanya oleh pengambil kebijakan di 
setiap fakultas, sehingga diketahui oleh para Dekan berapa banyak uang 
yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan kegiatan akademiknya. Dalam 
3 Saat ini di Indonesia terdapat 11 universitas negeri yang memiliki status sebagai universitas 
otonom, atau Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum. 
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hal ini sudah seharusnya pimpinan universitas memberikan kepercayaan 
kepada para Dekan dalam penggunaan keuangan fakultas karena para 
Dekan lah yang paling memahami kebutuhan fakultasnya masing-masing 
untuk memaksimalkan kerja akademiknya.  
Hal lain yang tidak kalah pentingnya adalah menyadari suatu kenyataan 
bahwa pemerintah Indonesia belum mampu membiayai universitas secara 
memadai. Di negara tetangga Asia Tenggara saja berbagai universitas 
ternama mendapat subsidi yang sangat memadai. Mereka tidak tergantung 
pada dana masyarakat yang didapat sebagai uang kuliah dari mahasiswa. 
Oleh karenanya, penyelenggaraan kegiatan akademik dapat berjalan lancar, 
tidak penting berapa jumlah mahasiswa dalam satu kelas, program studi 
atau fakultas. Di Indonesia keadaan semacam itu tidak terjadi; sehingga 
hidup matinya suatu universitas, fakultas, program studi, sangat tergantung 
pada banyaknya mahasiswa. Apalagi pendidikan tingkat pascasarjana yang 
sama sekali tidak mendapat subsidi dari pemerintah, mati hidupnya sangat 
ditentukan oleh kemampuannya mencari dana sendiri – Sistem pendidikan 
tinggi di Indonesia hanya memberi dana bantuan operasional kepada 
mahasiswa strata satu. Sangat ironis, karena pendidikan pascasarjana justru 
yang paling diharapkan untuk berprestasi dalam bidang penelitian dan 
publikasi bertaraf internasional, dan meninggikan ranking universitas.  
Dalam hal tidak adanya subsidi dari pemerintah dan harus hidup 
sendiri, tidak mengherankan jika nampak ada semacam  “sistem dagang” 
yang hidup di lingkungan universitas. Fakultas dan program studi yang 
dianggap maju adalah yang mahasiswanya paling banyak. Tidak tertutup 
kemungkinan, ada keadaan di mana ketua program studi merasa, 
dirinyalah yang paling berjasa menghidupi prodi lain yang “kurang laku”, 
menghidupi fakultas atau bahkan universitas.  Anggapan semacam ini 
sungguh menjauhkan universitas dari esensinya sebagai lembaga penghasil 
ilmu pengetahuan, dan tempat di mana para ilmuwan berada di barisan 
terdepan dalam gerakan moral masyarakat (Magna Charta Universitatum 
1988). Sudah jelas bahwa universitas  sama sekali bukan lembaga bisnis, 
oleh karenanya semua dana yang masuk melalui lembaga di bawah 
universitas, yakni fakultas dan lembaga riset, adalah milik universitas. 
Sumber keuangan bersama ini akan digunakan secara bersama-sama, 
terutama akan dikembalikan lagi kepada fakultas dan program studi, agar 
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semua kegiatan akademik di prodi yang manapun dapat berjalan baik. 
Di sinilah pentingnya universitas memiliki kemampuan untuk memberi 
kemudahan menyalurkan dana kepada fakultas dan program studi ketika 
mereka membutuhkannya, dalam waktu yang tepat dan berdasarkan 
prosedur yang diketahui bersama. 
Sayangnya ada universitas, yang kurang memanfaatkan status otonomi 
yang diberikan kepadanya. Sistem keuangan masih menganut sistem 
keuangan Negara yang umum, yang menempatkan universitas sebagai 
satuan kerja Kementerian (Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi). 
Mereka menafsirkan tatakelola keuangan sebagai sistem yang sangat kaku, 
mementingkan terpenuhinya persyaratan administratif bukan substansi, 
kurang adaptif terhadap perubahan yang sangat mungkin terjadi.  Cara 
berpikir seperti ini sangat berurat akar dalam birokrasi kampus di tingkat 
pelaksanaan.  Prinsipnya adalah: “yang penting ada bon-nya”, tidak penting 
bon itu didapat dari mana dan dengan cara apa. Hal ini menyebabkan 
otoritas lembaga, yang biasanya adalah juga dosen, bisa juga profesor, 
sering dihadapkan pada dilema dan pilihan-pilihan yang sulit. 
Beberapa hal yang menunjukkan tidak logisnya pengelolaan 
keuangan dapat diceritakan di sini. Ada suatu konteks di mana pengadaan 
barang, harus dilakukan oleh suatu perusahaan atau vendor yang ditunjuk; 
tidak bisa  beli langsung ke toko. Padahal bila membelinya di toko akan 
medapat barang dengan harga yang lebih murah dan dijamin kualitasnya; 
tetapi persoalannya toko harus menyediakan bon-bon yang begitu 
rumitnya yang harus diurus berkali-kali agar bisa memenuhi persyaratan 
administratif verifikator. Dalam hal ini  bon yang biasanya diterima oleh 
verifikator keuangan adalah yang berasal dari vendor yang sudah tahu dan 
biasa melayani permintaan semacam ini. 
Barang yang sudah dibeli di toko, bisa jadi bon-nya akan dimintakan 
kepada vendor lain yang bisa mengeluarkan bon yang sesuai persyaratan 
administratif. Sudah barang tentu   harga barang  menjadi lebih mahal, 
setidaknya 10 %, karena perusahaan atau vendor “meminjamkan nama” 
atau memberikan bon atas namanya.  Lembaga kemungkinan lebih 
memilih cara-cara demikian, daripada kesulitan menyediakan bon yang 
bisa diterima oleh verifikator. Contoh lain, melakukan pengadaan barang 
untuk renovasi sesuatu, harus dilakukan oleh vendor, yang memiliki nomor 
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Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan; sungguhpun ada vendor 
lain yang kualitas pekerjaannya jauh lebih baik dan lebih murah. Dalam 
hal ini lembaga harus menentukan pilihan, mau yang mana?  Vendor tanpa 
NPWP perusahaan, tetapi kualitas pekerjaannya lebih baik; atau vendor 
yang punya NPWP perusahaan tetapi kualitas pekerjaannya belum teruji? 
Bila memilih vendor dengan kualitas pekerjaan yang lebih baik tetapi tidak 
punya NPWP perusahaan, maka vendor ini harus “pinjam bendera” dari 
perusahaan yang punya nomor NPWP perusahaan agar bisa menjalankan 
pekerjaan, dan tentu saja dengan imbalan. 
Contoh berikutnya adalah dalam hal pengadaan barang atau pekerjaan 
yang nilainya cukup mahal harus melalui proses lelang.  Perusahaan yang 
dipilih adalah harus yang paling murah, bukan yang kualitasnya paling 
baik dan menjamin keamanan, dan layanan purna jualnya mudah apabila 
terjadi masalah. Di sini juga ada pilihan-pilihan yang dilematis. Karena 
persyaratan lelang maka yang harus dipilih adalah yang harganya lebih 
murah, akibatnya lembaga terpaksa harus mendapatkan pekerjaan dengan 
kualitas yang kurang baik, demi harga murah. Contoh-contoh di atas 
menunjukkan bagaimana akuntabilitas diterjemahkan secara administratif, 
bukan sungguh-sungguh akuntabilitas yang esensial. Sistem keuangan 
seperti ini sangat tidak cocok untuk kepentingan lembaga yang bergerak 
di bidang akademik. 
Bagi universitas yang tidak memiliki sistem keuangan sendiri, 
karena tidak memanfaatkan otonomi yang diberikan kepadanya, maka 
pertangggungjawaban keuangan juga mengikuti sistem keuangan Negara 
yang umum. Sistem ini sangat rumit, sejak dari perencanaan, pelaksanaan 
sampai pertanggungjawabannya. Perencanaan keuangan diawali oleh 
perencanaan kegiatan, yang harus dikaitkan dengan kontrak  kinerja antara 
fakultas dan universitas, yang garis besarnya diturunkan dari kontrak 
kinerja antara universitas dan Kementerian. 
Untuk kegiatan rutin seperti pengajaran, bimbingan tugas 
akhir mahasiswa (skripsi, thesis dan disertasi), maka tidak terlalu 
rumit mengurusnya. Namun untuk kegiatan akademik lain seperti 
penyelenggaraan seminar, lokakarya, kuliah umum, pengabdian masyarakat; 
masing-masingnya harus dibuatkan lagi sejumlah persyaratan. Harus ada 
term of reference  (TOR) untuk kegiatan dan keuangan. Dalam hal ini 
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harus dapat diramalkan secara tepat, misalnya berapa banyak partisipan 
yang akan datang, karena tandatangan dari partisipan dibutuhkan untuk 
pertanggungjawaban keuangan. Apabila partisipan yang datang tidak 
sebanyak yang dituliskan dalam TOR, maka akan menjadi masalah.  
Perencanaan kegiatan yang berimplikasi keuangan ini akan diverifikasi 
berdasarkan satuan biaya umum (ditentukan oleh Kementrian Keuangan), 
dan satuan biaya khusus (ditentukan oleh universitas). Setelah kegiatan 
berakhir, laporan pertanggungjawaban keuangan masih harus diverifikasi 
lagi, dicocokkan dengan bukti-bukti pengeluaran keuangan, yang tidak 
bisa melewatkan satu rupiah-pun tanpa bukti pengeluaran. Tidak jadi 
soal bagaimana bukti pengeluaran itu didapat.  Dan tentu saja prosesnya 
membutuhkan waktu yang lama. 
Hal yang paling sulit adalah apabila ada kerjasama dengan pihak 
ketiga, termasuk dengan lembaga atau universitas mitra di luar negeri. 
Semua pengeluaran keuangan terkait kegiatan tersebut, akan melalui 
proses yang sama persis dengan kegiatan yang dananya berasal dari 
sumber pemerintah. Hal ini menjadi hambatan tersendiri dalam menjalin 
kerjasama, dan bisa menyebabkan hilangnya kesempatan bagus dalam 
membangun kerjasama membuat kegiatan-kegiatan akademik yang 
penting dengan mitra asing.  Padahal di sisi yang lain, universitas, fakultas 
dituntut untuk berprestasi, dan kerjasama dengan mitra asing adalah salah 
satu kriteria capaian prestasi yang penting. 
Dalam hal universitas tidak memiliki sistem keuangan yang cukup 
kuat, dan berkiblat pada sistem keuangan Negara yang umum, dengan 
menempatkan diri sebagai satuan kerja kementrian, maka implikasinya 
sangat dirasakan terutama  oleh fakultas. Di satu sisi otoritas fakultas  harus 
mengikuti sistem keuangan Negara yang sangat kaku dan rumit; akan tetapi 
di sisi yang lain terdapat kesadaran bahwa sistem keuangan semacam itu 
tidak logis dan tidak mendukung kegiatan akademik yang sangat dinamis. 
Kegiatan akademik  tidak bisa disamakan dengan pengadaan barang 
dalam logika keuangan Negara.  
Sangat ideal bila otoritas universitas berani melakukan terobosan, 
memanfaatkan status otonominya –setidaknya bagi universitas berstatus 
otonom. Universitas harus berani menciptakan sistem keuangannya sendiri, 
yang akan memudahkan dan mendukung kegiatan dari setiap program 
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studi maupun fakultas. Sistem keuangan juga harus tersambung kepada 
sistem administrasi kemahasiswaan, dan sistem administrasi birokrasi, 
sehingga amat sangat memudahkan bagi semua sivitas akademika untuk 
melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. 
Tanggungjawab Profesor
Bagaimana seorang professor harus bersikap? Memang tidak mudah 
bagi dosen atau professor yang biasa menjalankan tugas akademik sebagai 
pengajar dan peneliti, dan  tidak terbiasa berada dalam birokrasi, ketika 
harus berhadapan dengan persoalan keorganisasian. Namun kadang 
seorang dosen atau professor harus terlibat dalam pelaksanaan tatakelola 
ketika ia menduduki posisi jabatan tertentu dalam struktur administrasi 
universitas, dengan alasan yang berbeda-beda. Menjadi rahasia umum di 
Indonesia bahwa jabatan dalam struktur universitas memang diinginkan, 
karena prestis dan imbalan. 4 Namun tentu ada saja dosen yang memang 
bertujuan melakukan perubahan lembaga baik secara akademik mapun 
tatakelola, melalui jabatan yang bersedia dijalaninya. 
Dalam hal seorang dosen atau profesor mendapat kesempatan duduk 
dalam struktur administratif universitas, dia ikut bertanggungjawab sangat 
besar untuk memastikan tatakelola universitas. Bahkan hal itu merupakan 
kesempatan emas baginya untuk melakukan perubahan yang diperlukan. 
Tanpa tatakelola yang baik, penyelenggaraan dan prestasi akademik 
tak mungkin dapat dicapai.  Pertama ia harus mempelajari bagaimana 
legal standing dari lembaganya, apakah semuanya sudah baik, ataukah 
ada yang harus dipersoalkan ?  Bila ada yang harus diperbaiki, ia harus 
berani membuat usulan-usulan, menulis kertas posisi, untuk memastikan 
lembaganya memiliki landasan hukum yang kuat; dan dengan demikian 
bisa melakukan berbagai kegiatan. 
Kedua, ia harus memeriksa keadaan keuangan, kumpulkan data, dan 
lihatlah apakah prinsip tatakelola yaitu akuntabel dan transparan, sudah 
terjadi ? atau ada yang meragukan ?  Jangan enggan untuk meminta audit. 
Hasil audit akan menegakkan permasalahan dan menjawab keraguan, 
sehingga bisa dijadikan sebagai awal untuk melakukan perbaikan. Dalam 
4 Sementara universitas di luar negeri, jabatan struktural administratif menjadi Dekan misalnya, 
sangat dihindari; sampai ada universitas yang mewajibkan para dosen atau professor bergiliran 
menjadi Dekan.  
95
Profesor dan Tanggung Jawab Tata kelola Universitas: Suatu Refleksi Pengalaman
melakukan perbaikan keuangan, hendaknya tidak takut  memangkas 
kegiatan yang berimplikasi keuangan, termasuk  menertibkan struktur 
organisasi agar ramping dan efisien, dan tentu saja sesuai dengan aturan 
yang berlaku di universitas. Jangan ragu untuk memangkas  biaya yang 
tidak perlu yang membebani lembaga. Dalam hal ini perlu membangun 
budaya kerja “bersih” dan “disiplin” dalam hal keuangan bagi setiap orang 
yang terlibat dalam organisasi.  
Ketiga adalah menelaah keadaan sumberdaya manusia. Hal yang 
dibahas di sini lebih pegawai administrasi, karena  biasanya dosen 
sudah memiliki status kepegawaian dan akses  sumber kesejahteraan 
dan skema sekuritas sosial yang lebih mapan,  diatur  oleh fakultas, 
universitas dan bahkan Negara. SDM administrasi juga harus memiliki 
karier, oleh karenanya harus dibangun sistem jenjang karier yang tepat. 
Jenjang karier sudah ada acuannya dari pemerintah maupun universitas. 
Masing-masing orang ditempatkan dalam jenjang tertentu sesuai dengan 
kompetensinya.  Oleh karenanya setiap orang  harus diberi pekerjaan yang 
jelas, dengan indikator capaian yang dapat dievaluasi secara jelas pula, 
dan berimplikasi pada remunerasinya. Dengan demikian kesejahteraan 
mereka terjamin.  Namun peraturan yang tegas sangat penting ditetapkan 
dan dijalankan; termasuk  memberi penghargaan kepada yang berprestasi, 
dan menindaktegas yang melakukan pelanggaran.  
Dalam melakukan pembenahan semacam ini, besar kemungkinan 
otoritas fakultas mendapat tantangan, penolakan, dari para pihak yang 
kemapanan dan kenyamanannya terganggu. Atau dalam hal universitas 
tidak memiliki sistem keuangan yang kuat dan tetap menginduk kepada 
sistem keuangan Negara yang rumit dan tidak mendukung dinamika 
kegiatan akademik, selalu ada saja pihak-pihak yang tidak memahami 
rambu-rambunya. Dalam keadaan semacam ini penolakan  bisa muncul 
sebagai gerakan politik praktis.  Begitulah gambarannya di Indonesia, 
“cara berpikir dagang”, dan “gerakan politik praktis”, sangat dapat 
terjadi di universitas, lembaga yang dihormati dalam masyarakat.  Suatu 
pengingkaran terhadap esensi dan semesta universitas !
Seorang insan akademik, sebagai pendidik, dan guru besar, apabila 
ia berhadapan dengan situasi seperti itu, yang harus dilakukannya adalah 
tetap teguh menegakkan panji-panji universitasnya.  Keberanian untuk 
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berpegang pada prinsip-prinsip tatakelola universitas dan menegakkan 
integritas, tidak akan tergoyahkan, bahkan bila harus kehilangan jabatan 
sekalipun. Karena yang sedang ia bela adalah nilai-nilai kejujuran 
dan kebenaran, yang dipertanggungjawabkan kepada tanah air dan 
masyarakatnya.    
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Perguruan Tinggi selalu diidentikkan dengan posisi moralnya yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang lain. Atribut universitas sebagai 
tempat untuk merawat, mengembangbiakkan dan mentransformasikan 
nilai-nilai kebenaran, termasuk antikorupsi, tidak dapat dipisahkan dari 
posisi strategis para akademisi yang ada didalamnya. 
Suara kampus yang memagari kebenaran dari berbagai macam 
kepentingan tertentu diresonansi dan ditransmisikan oleh mereka yang 
menyandang status professor, guru besar ataupun akademisi serta 
mahasiswa. Peran mereka semua sebagai cendekiawan sangat sentral 
untuk selalu jujur, tunduk dan konsisten pada prinsip-prinsip lembaga 
pendidikan yang menggelorakan nalar dan kepentingan publik diatas 
berbagai macam kepentingan yang lain. Semua yang dimiliki kampus 
terlalu murah untuk digadaikan dengan proyek, kegiatan ataupun agenda-
agenda lain yang menyusup, untuk mengubah haluan universitas ke posisi 
yang bertabrakan dengan perannya sebagai penjaga nalar, moral dan etika 
publik.
Demikian halnya, peran cendekiawan untuk meluruskan kembali 
nalar politik dan libido politik elit yang kotor, untuk mengamputasi 
lembaga independen antikorupsi, KPK, beberapa waktu lalu dapat disebut 
sangat menentukan sikap Presiden yang kemudian mengambil keputusan 
untuk menghentikan segala pembahasan yang berkaitan dengan revisi UU 
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KPK. Boleh jadi, tanpa ada desakan dari para guru besar dari berbagai 
kampus di Indonesia, Presiden akan mengambil keputusan yang berbeda. 
Ini memberi makna bahwa suara para cendekiawan dianggap paling 
netral dan bersih, dipandang paling steril dari kepentingan pihak tertentu, 
kecuali hanya untuk menyuarakan keprihatinan dan kekhawatiran publik. 
Dengan keterlibatannya yang konkret dengan landasan bebas kepentingan 
itu pula, para Guru Besar berhasil mengetuk lubuk hati yang paling dalam 
dari seorang Presiden Jokowi, sehingga sikap yang diharapkan munculpun 
pada akhirnya terwujud.
Tentu saja peran yang aktif itu diharapkan tidak hanya berhenti 
pada konteks revisi UU KPK, karena para cendekiawan tidak boleh 
hanya memberikan cek kosong pada KPK. Hal itu perlu diartikan 
bahwa dukungan akademisi terhadap eksistensi KPK merupakan bagian 
yang tidak dapat dipisahkan dari agenda untuk mengawal kerja-kerja 
pemberantasan korupsi KPK. Jika di kemudian hari mereka melihat 
KPK dan para punggawanya sudah tidak lagi on the track memberantas 
korupsi, para akademisi harus meniup peluit tanda bahaya yang keras, 
sehingga publik dapat mendengarnya dengan jernih. Pendek kata, upaya 
untuk menjaga KPK tidak boleh berhenti hanya pada pengawasan politik 
legislasi di parlemen maupun elit partai yang memiliki kedudukan politis 
di eksekutif, yang kerap menyasar jantung kekuatan KPK, melainkan juga 
harus mengisi KPK dengan visi dan misi yang tajam dan mengakar, sehingga 
agenda pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK membuahkan hasil 
yang lebih maksimal.
Kampus yang Bebas Korupsi
Kalangan akademisi, bagaimanapun, dituntut untuk menancapkan 
nilai-nilai integritas yang mereka dapatkan dari pengembangan 
pengetahuan dan kebenaran ke dalam organisasi mereka sendiri. Hal ini 
menjadi kebutuhan yang lebih mendesak karena kampus yang selama 
ini menikmati statusnya sebagai lembaga yang memiliki privilege seperti 
otonomi penuh dan kebebasan akademik secara global menderita karena 
korupsi yang kian endemik terjadi. Plagiarism adalah fenomena yang 
sangat umum, akan tetapi banyak juga terjadi korupsi atau penyuapan 
pada penerimaan mahasiswa baru, penggelapan anggaran pendidikan, 
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serta karena pengelolaan anggaran pendidikan yang buruk seperti yang 
terjadi di Rusia, China, Nigeria, Korea Selatan (Altbach, 2015). 
Kasus-kasus semacam itu sesungguhnya bukan sesuatu yang asing di 
Indonesia dan kampus secara khusus. Dalam makalahnya berjudul “Pola-
Pola Korupsi di Perguruan Tinggi” (Juliantari, Yuntho, 2016), disebutkan 
bahwa korupsi yang pada umumnya terjadi di kampus terdiri dari 
berbagai macam sumber, mulai dari korupsi di sektor pengadaan barang 
dan jasa, dana pendidikan, penggelapan dana kampus, korupsi dana 
penelitian, korupsi dana beasiswa, korupsi penjualan aset milik kampus, 
penyuapan dalam penerimaan mahasiswa baru, pemberian illegal untuk 
mengatrol nilai, suap dalam seleksi pejabat struktural kampus, suap yang 
berhubungan dengan program akreditasi, serta gratifikasi yang diterima 
pengajar. Luasnya persoalan korupsi yang dihadapi perguruan tinggi 
sedikit banyak mencerminkan kedalaman dan keparahan masalah yang 
dihadapi.
Padahal korupsi yang terjadi di lingkungan perguruan tinggi 
berimplikasi serius pada berbagai hal, termasuk kepercayaan masyarakat 
terhadap dunia pendidikan. Rui (2016) menjelaskan secara gamblang 
masalah dan implikasi korupsi terhadap pencapaian dan derajat kampus 
dalam kompetisi global. Ia menjelaskan mengapa kampus-kampus di 
Asia Timur tidak dapat berkompetisi, dan selalu tertinggal dari capaian 
universitas yang ada di belahan Eropa atau Amerika. Ia mendudukkannya 
pada faktor utama, yakni kultur akademik dimana sistem merit, kompetisi 
dan kebebasan akademik relatif absen di kampus-kampus Asia Timur 
lantaran kultur korupsi yang akut. Ketidakjujuran merebak sebagai sistem 
nilai, sesuatu yang justru semestinya diperangi oleh cendekiawan dan 
civitas akademika. Ironisnya, banyak yang percaya bahwa mengembangkan 
nilai-nilai integritas di masyarakat harus dilakukan melalui instrumen 
pendidikan. 
Karena realitas di masyarakat merupakan cerminan apa yang terjadi di 
lembaga pendidikan, maka tidak bisa dipungkiri pentingnya keterlibatan 
para professor, guru besar, pengajar, dan mahasiswa untuk mengembalikan 
haluan universitas sebagai lahan subur bagi berkembangnya nilai-nilai 
antikorupsi, integritas, otonomi dan kebebasan berfikir dan berkarya untuk 
melahirkan pengetahuan baru yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Disini 
100
Bunga Rampai Opini Guru Besar Antikorupsi: Memperkuat & Mempertahankan KPK 
tantangan terbesar dihadapi oleh mereka yang selama ini menyemat status 
sebagai cendekiawan. Berperang melawan nilai-nilai koruptif mungkin 
adalah perang yang melelahkan, namun ketundukan pada perilaku 
koruptif hanya akan menyeret kampus ke jurang kehancuran. Kampus 
harus dimerdekakan dari rezim dan perilaku koruptif, sehingga mereka 
dapat berperan sebagai banteng sekaligus duta antikorupsi. Panggilan 
ini sekali lagi diarahkan pada para guru besar. Semoga mereka sanggup 
menjalankan misi kemanusiaannya.***  
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Rhenald Kasali
Sebagai Ketua Program Magister Manajemen Universitas Indonesia, 
Rhenald tak hanya dikenal sebagai dosen terbaik Fakultas Ekonomi UI. 
Disamping kegiatannya sebagai pengajar, Rhenald juga aktif menulis dan 
mengisi berbagai acara seminar. Lebih dari 14 judul buku yang berhasil 
ia terbitkan. Tak hanya itu, pengajar sekaligus konsultan Manajemen ini 
pada tahun 2007 mendirikan Yayasan Rumah Perubahan yang bertujuan 
untuk menjadikan Indonesia lebih baik melalui misi perubahan.  Rhenald 
adalah figur yang aktif, di samping menulis, mengajar, narasumber, 
seorang wirausaha, dan host Wirausaha Muda Mandiri di Metro TV. Tak 
hanya itu, ia juga pernah terlibat sebagai anggota team Panitia seleksi 
di bidang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menjadi Kepala Badan 
Pengembangan Ekspor Nasional (BPEN), anggota Dewan Juri Penghargaan 
Export Pemerintah Indonesia (Primaniyarta), dan juga tim juri pemilihan 
Putri Indonesia.
Marwan Mas
Marwan adalah Dosen dan Guru Besar Ilmu Hukum di Universitas Bosowa 
Makassar. Nama Marwan memang sangat lekat dengan kata hukum, 
korupsi, polisi dan Hak Asasi Manusia. Aktif menjadi pembicara diskusi 
maupun seminar di level lokal di Sulawesi Selatan maupun nasional. 
Gagasan, identifikasi masalah, dan jalan keluar masalah hukum, dia bagi 
di halaman opini atau ulasan koran lokal dan nasional.
BIOGRAFI  S INGKAT PENULIS
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Bambang Widodo Umar
Bambang Widodo Umar, dikenal sebagai pengamat Kepolisian dan saat 
ini adalah staf pengajar di Program Pascasarjana Kajian ilmu Kepolisian 
Universitas Indonesia. Sebelum menjadi staf pengajar, Bambang Widodo 
Umar menjadi anggota kepolisian sejak tahun 1971 sampai tahun 2001. 
Selain menempuh pendidikan umum juga menempuh pendidikan khusus 
yaitu Akabri Kepolisian lulus pada tahun 1971, PTIK lulus tahun 1978, 
Sespim Polri lulus tahun 1984, dan juga Perwira Senior Reserse pada tahun 
1985. Menjadi dosen sejumlah perguruan tinggi pada Pascasarjana Program 
Hukum Universitas Pancasila, dosen pascasarjana Program Hukum 
Universitas Jayabaya, dosen Pascasarjana Program Hukum Universitas 17 
Agustus 1945, dosen Pascasarjana Program Psikologi Universitas Persada 
Indonesia dan juga dosen PTIK. Bambang juga aktif menulis artikel 
disejumlah media cetak nasional. 
Hariadi Kartodihardjo
Hariadi Kartodihardjo adalah Guru Besar Kebijakan Kehutanan, Institut 
Pertanian Bogor. Terlibat sebagai expert dalam beberapa kegiatan 
eksaminasi putusan pengadilan atau Mahkamah Konstitusi yang berkaitan 
dengan isu kehutanan. Selain mengajar di Institut Pertanian Bogor dan 
Universitas Indonesia, Hariadi juga menjabat sebagai Ketua Dewan 
Kehutanan Nasional/DKN Indonesia) dan Anggota Dewan Pengurus di 
Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia. Saat ini banyak membantu 
KPK dalam melakukan kajian berkaitan dengan korupsi disektor kehutanan.
Denny Indrayana
Denny adalah seorang aktivis dan sekaligus akademisi. Sejak 19 Oktober 
2011 hingga Oktober 2014 pernah menjabat sebagai Wakil Menteri 
Hukum dan Hak Asasi Manusia. Denny adalah Guru Besar Hukum 
Tata Negara Universitas Gadjah Mada. Dia juga merupakan salah satu 
pendiri Indonesian Court Monitoring dan Pusat Kajian Anti Korupsi 
Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Sebelum jadi wakil menteri, 
pada September 2008 Denny menjadi Staf Khusus Presiden Susilo Bambang 
Yudhoyono dalam bidang Hukum, HAM dan Pemberantasan Korupsi Kolusi 
dan Nepotisme. Sebagai pakar hukum tata negara yang juga mengkritisi 
masalah korupsi dan mafia hukum, dia telah menulis be banyak buku dan 
artikel. Bukunya yang terakhir berjudul “Jangan Bunuh KPK” diterbitkan 
oleh ICW dan PuKAT Korupsi UGM. Denny menyelesaikan studi sarjana 
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Minnesotta, AS, dan program doktor dari Universitas Melbourne, Australia. 
Saat ini Denny menjadi Visiting Professor di Melbourne Law School dan 
Faculty of Arts, University of Melbourne, Australia.
Firmanzah
Firmanzah merupakan Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia 
dan saat ini menjabat sebagai rektor Universitas Paramadina. Ketika di 
usia 32 tahun, ia berhasil menjadi dekan Fakultas Ekonomi Universitas 
Indonesia (FEUI). Firmanzah menjadi dekan pada fakultas tersebut untuk 
periode 2009-2013. Fiz merupakan lulusan Fakultas Ekonomi UI pada 1998. 
Setelah itu, ia bekerja sebagai analis pasar pada sebuah perusahaan asuransi 
dan menjadi asisten dosen di UI. Fiz kemudian meneruskan studinya 
ke Universitas Lille di Prancis. Firmanzah juga sekaligus menjalani studinya 
pada tingkat doktoral dalam bidang manajemen internasional dan strategis 
di Universitas Pau and Pays De l’Adour, dan selesai pada 2005. Fiz juga aktif 
dalam seminar-seminar baik dalam negeri maupun luar negeri. Ia juga aktif 
menulis baik buku maupun jurnal. Lebih dari 20 jurnal telah ia terbitkan 
dan beberapa buku juga telah ia tulis dan terbit. Pada 15 Januari 2015, 
ia terpilih sebagai Rektor Universitas Paramadina periode 2014-2018, 
menggantikan Anies Baswedan yang terpilih sebagai Menteri Pendidikan 
dan Kebudayaan. Sebelumnya ia juga pernah menjadi Staf Khusus Presiden 
bidang Ekonomi pada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.
Asep Saefuddin
Rektor Universitas Trilogi Jakarta dan juga Guru Besar Statistika Institut 
Pertanian Bogor. Pernah menjabat sebagai Wakil Rektor IPB bidang 
Perencanaan, Pengembangan, dan Kerjasama tahun 2003-2008. Menjabat 
sebagai Ketua Tim “IPB World Class University” pada tahun 2007 lalu. 
Meraih Partnetship Award University of Queensland, Australia pada tahun 
2012.Masih aktif sebagai Dosen dan Peneliti pada Departemen Statistika, 
FMIPA IPB. Sejak 2016, Asep menjabat sebagai Wakil Ketua Forum Rektor 
Indonesia dan mewakili Guru Besar Antikorupsi dalam audiensi dengan 
Kepala Staf Kepresidenan untuk menolak Revisi UU KPK.   
Hibnu Nugroho
Hibnu pada tahun 2015 lalu baru saja dikukuhkan sebagai Guru Besar 
Bidang Hukum Acara Pidana Fakultas Hukum Universitas Soedirman 
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(Unsoed). Ayah dari 2 orang anak yang hobi bermain pencak silat ini 
merupakan lulusan S3 Universitas Diponegoro Semarang, lulusan atau 
alumni Fakultas Hukum Unsoed sedangkan studi S2nya diselesaikan di 
Universitas Indonesia. Banyak melakukan penelitian dan penulisan untuk 
jurnal hukum. Hibnu merupakan narasumber sejumlah media cetak lokal 
dan nasional untuk isu hukum dan korupsi. 
Ikrar Nusa Bhakti
Ikrar merupakan Guru Besar Riset di Pusat Penelitian Politik LIPI dan 
pengamat bidang politik domestik, (strategi) militer, serta hubungan 
internasional. Berbagai tulisan ilmiah, mulai dari artikel hingga buku, telah 
diterbitkan melalui berbagai media cetak nasional, penerbit dan jurnal 
mancanegara. Puncak pengakuan terhadap Ikrar Bhakti setidaknya terlihat 
dari kepercayaan salah satu lembaga sains paling bergengsi di Indonesia 
yang menjadikannya sebagai Kepala Pusat Penelitian Politik (P2P) LIPI.
Saldi Isra
Dikenal sebagai ahli hukum tata negara Indonesia, aktivis anti-korupsi, 
penulis serta guru besar Universitas Andalas, Padang Sumatera Barat. 
Menyelesaikan gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Andalas, 
Padang dengan predikat Summa Cum Laude. Kemudian ia mengambil 
gelar Master di Universitas Malaya, Malaysia (2001) dan meraih gelar 
Doktor di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (S3-2009). Pada tahun 2010, 
ia dikukuhkan sebagai guru besar hukum tata negara Universitas Andalas. 
Selain menjadi direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSAKO), kini dia juga 
aktif menulis. diberbagai jurnal dan media cetak nasional. Meraih banyak 
penghargaan antara lain mahasiswa berprestasi utama tingkat nasional 
(1994), dosen teladan tingkat Universitas Andalas (2002), Bung Hatta Anti-
Corruption Award (2004) dan Tokoh Muda Inspiratif Kompas (2009). 
Komariah Emong
Komariah E. Sapardjaja meraih gelar S1, S2, dan S3 dalam bidang hukum 
di Universitas Padjajaran, Bandung. Riwayat karirnya pernah menjadi 
Dekan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung tahun 1990-
1993, Kepala Pusat Studi Wanita Universitas Padjadjaran, Hakim ad hoc 
Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) Timor Timur dan Tanjung Priok, 
dan terakhir sebagai Hakim Agung.  Di tahun 2007, Indonesia Corruption 
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Watch (ICW) pernah mencatat bahwa Komariah adalah calon hakim 
agung yang dinilai paling menguasai teknis yuridis ilmu hukum. Dalam uji 
kelayakan di DPR pada Juli 2007, Komariah terlihat lugas menjawab setiap 
pertanyaan yang dilontarkan oleh anggota Komisi III.  Setelah pensiun 
sebagai Hakim Agung, Komariah kembali mengajar di almamaternya 
Universitas Padjajaran dan menjadi narasumber dalam seminar, diskusi 
dan pelatihan berkaitan dengan hukum, korupsi dan Hak Asasi Manusia. 
Mohammad Mahfud M.D
Pria kelahiran Madura ini lebih dikenal sebagai Mahfud MD. Ia merupakan 
Staf pengajar dan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia 
(UII) Yogyakarta sejak tahun 1984 hingga kini. Mahfud MD dikukuhkan 
sebagai Guru Besar atau Profesor bidang Politik Hukum pada tahun 
2000, dalam usia masih relatif muda yakni 40 tahun.  Karier Mahfud 
cemerlang, tidak saja dalam lingkup akademik tetapi juga dibidang politik, 
jajaran birokrasi eksekutif dan peradilan. Pernah menjabat sebagai Ketua 
Mahkamah Konstitusi periode 2008-2013 dan Hakim Konstitusi periode 
2008-2013. Sebelumnya ia pernah menjabat sebagai anggota DPR dan 
Menteri Pertahanan – serta pernah merangkap sebagai Menteri Hukum 
dan HAM - pada Kabinet Persatuan Nasional di era Presiden Gus Dur. 
Aktif menulis disejulah media dan masih mengajar di Universitas Islam 
Indonesia (UII), UGM, UNS, UI, Unsoed, dan lebih dari 10 Universitas 
lainnya pada program Pasca Sarjana S2 & S3. Mata kuliah yang diajarkan 
adalah Politik Hukum, Hukum Tata Negara, Negara Hukum dan Demokrasi 
serta pembimbing penulisan tesis dan desertasi. 
Sulistyowati Irianto
Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang juga dikenal sebagai 
peneliti di bidang Antropologi Hukum meraih gelar Guru Besar pada tahun 
2008. Ia pernah menjabat sebagai Ketua Program Pascasarjana Universitas 
Indonesia hingga 2016. Keahliannya mengenai isu-isu gender telah diakui 
banyak kalangan. Dipercaya menjadi Ketua Center for Women and Gender 
Studies UI sejak 2002 hingga 2010. Selain itu, ia juga tercatat sebagai 
Anggota Aktif Convention Watch Working Group, menjadi board member 
dari International Commision on Legal Pluralism 2006-2015, sekretarus the 
Asian Initiative on Legal Pluralism 2004-2006. Aktif menulis artikel, jurnal 
dan buku berkaitan dengan isu gender dan hukum, antropologi hukum 
dan dunia perguruan tinggi. 
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Laode Muhammad Syarif
Pria kelahiran Muna, 16 Juni 1965 adalah Wakil Ketua Komisi Pemberantasan 
Korupsi (KPK) periode 2015-2019. Meraih gelar Sarjana Hukum dari 
Universitas Hasanuddin, LLM dari Queensland University of Technology 
Brisbane dan Ph.D dalam Hukum Lingkungan Hidup dari Universitas Sydney. 
Sebelum menjabat sebagai Wakil Ketua KPK, Syarif merupakan senior adviser 
Partnership for Governance Reform in Indonesia (PGR). Dalam kurun 
waktu sepuluh tahun terakhir, Syarif banyak terlibat dalam berbagai proyek 
penelitian, menerbitkan buku dan menulis jurnal untuk isu-isu yang berkaitan 
dengan korupsi, reformasi peradilan dan lingkungan hidup di Indonesia. 
Bambang Widjojanto 
Bambang Widjojanto atau disingkat BW dikenal sebagai Advokat dan Aktivis 
Antikorupsi serta Hak Asasi Manusia. Pernah memimpin Yayasan Lembaga 
Bantuan Hukum Indonesia, dan merupakan pendiri Kontras (Komisi untuk 
Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan) bersama almarhum Munir, 
Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN), dan Indonesia 
Corruption Watch (ICW). Pada tahun 2001, Bambang Widjojanto meraih 
penghargaan Kennedy Human Rights Award. Bambang Widjojanto adalah 
alumnus Universitas Jayabaya tahun 1984 dan Program Postgraduate, 
School of Oriental and Africand Studies, London University serta meraih 
gelar Doktor Ilmu Hukum dari Universitas Padjajaran (Unpad) Bandung, 
2009. Pada periode 2011-2015, BW pernah menjabat Wakil Ketua Komisi 
Pemberantasan Korupsi.  
Adnan Topan Husodo
Adnan meraih gelar Sarjana dari Universitas Prof. Dr. Hamka 
Muhammadiyah Jakarta (2007) dan Master of Arts (Studi Pembangunan) 
dari University of Melbourne, Australia (2014) sebagai penerima Australian 
Award Scholarship (AAS). Bergabung di Indonesia Corruption Watch (ICW) 
sejak tahun 2001 dan sejak 2015 hingga saat ini Adnan menjabat sebagai 
Koordinator Badan Pekerja ICW. Memiliki banyak pengalaman penelitian 
mengenai isu korupsi dan tata kelola pemerintahan. Aktif menulis artikel 
disejumlah media cetak nasional seperti Tempo, Seputar Indonesia, Suara 
Pembaruan, Jawa Pos dan Kompas. Selain aktif di ICW, Adnan juga 
merupakan pengajar di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN). 
* Biodata penulis diolah dari berbagai sumber 
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Hal: Permintaan Untuk Menolak Rencana Revisi UU KPK
 
Dengan Hormat,
Bapak Presiden Joko Widodo yang terhormat, kami berdoa kepada Tuhan 
Yang Maha Esa agar Bapak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. 
Melalui surat ini kami ingin menyampaikan pernyataan sikap kami sebagai 
Profesor atau Guru Besar dari berbagai Perguruan Tinggi di Indonesia 
terkait rencana Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melakukan Revisi terhadap 
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan 
Korupsi (Revisi UU KPK).
Kami berpendapat upaya melakukan Revisi terhadap UU KPK pada 
saat ini merupakan langkah yang keliru dan tidak bijaksana serta tanpa 
didasarkan pada semangat antikorupsi. Dengan realita praktek korupsi 
di Indonesia yang masih memprihatinkan maka keberadaan lembaga 
SURAT GURU BESAR
MENOLAK REVISI UU KPK
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antikorupsi seperti KPK harus tetap dipertahankan dan diperkuat. Bukan 
justru sebaliknya dilemahkan atau bahkan dibubarkan. Dalam pandangan 
kami secara subtansi Naskah Revisi UU KPK yang disusun DPR justru 
berupaya melemahkan atau menghambat kinerja KPK dalam memerangi 
korupsi di Indonesia.
Bapak Presiden, kami meyakini bahwa KPK masih dibutuhkan negeri ini 
untuk membersihkan korupsi di indonesia dan membantu Bapak Presiden 
Joko Widodo mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan 
pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi serta nepotisme. 
Oleh karenanya harapan mempertahankan dan memperkuat KPK saat ini 
berada di pundak Bapak Presiden Joko Widodo. Untuk menyelamatkan 
agenda pemberantasan korupsi di Indonesia dan memperkuat KPK 
sebagaimana amanat Nawacita, kami meminta kepada Bapak Presiden 
Joko Widodo untuk menolak rencana Revisi UU KPK dibahas di DPR RI. 
Penolakan ini dapat dilakukan dengan cara tidak mengeluarkan Surat 
Presiden atau Perintah penugasan kepada menteri yang terkait untuk 
mewakili pemerintah dalam pembahasan RUU KPK bersama DPR. Presiden 
juga dapat mengingatkan kepada seluruh Partai Politik yang tergabung 
dalam Koalisi pendukung pemerintah untuk membatalkan niat melakukan 
Revisi UU KPK sebagaimana keinginan seluruh rakyat Indonesia. 
Jika dibutuhkan kami siap membantu Presiden dengan memberikan 
masukan dan pertimbangan secara akademik dalam rangka penolakan 
Revisi UU KPK ini. 
Hormat Kami,
Forum Guru Besar Tolak Revisi UU KPK 
1. Prof. Dr. Ir. Hariadi Kartodihardjo (Institut Pertanian Bogor)
2. Prof. Dr. Marwan Mas, M.H. (Universitas Bosowa '45 Makassar) 
3. Prof. Dr. Sulistyowati Irianto (Universitas Indonesia) 
4. Prof. Dr. E.K.S.Harini Muntasib (Institut Pertanian Bogor)
5. Prof. Dr. Didik Suharjito (Institut Pertanian Bogor)
6. Prof. Dr. Herry Purnomo (Institut Pertanian Bogor)
7. Prof. Dr. I Nengah Surati Jaya (Institut Pertanian Bogor)
8. Prof. Dr. Muh. Yusram Massijaya (Institut Pertanian Bogor)
9. Prof. Dr. Maria SW Sumardjono, SH., MCL., MPA (Universitas Gadjah 
Mada)
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10. Prof. Dr. Hamdi Muluk, M.Si. (Universitas Indonesia)
11. Prof. Dr. Saldi Isra, S.H., MPA. (Universitas Andalas)
12. Prof. Dr. Hibnu Nugroho, S.H., M.H. (Universitas Jenderal Soedirman)
13. Prof. Dr. Ir. Bramasto Nugroho, MS (Institut Pertanian Bogor)
14. Prof. Dr.Yusran Jusuf, M.Si (Universitas Hasanuddin)
15. Prof. Dr. Dwi Andreas Santosa (Institut Pertanian Bogor)
16. Prof. Dr. Endang Suhendang (Institut Pertanian Bogor)
17. Prof. Dr. Damayanti Buchori (Institut Pertanian Bogor)
18. Prof. Dr. Agustinus Kastanya (Universitas Pattimura)
19. Prof. Firmanzah, Ph. D. (Universitas Paramadina) 
20. Prof. Dr. Todung Mulya Lubis S.H., LLM (Universitas Melbourne 
Australia) 
21. Prof. Rhenald Kasali, Ph.D. (Universitas Indonesia)
22. Prof. Dr. H. Ahmad Syafii Maarif (Universitas Negeri Yogyakarta)
23. Prof. Dr. Rizaldi Boer (Institut Pertanian Bogor)
24. Prof.Dr.Ningrum Natasya Sirait SH MLI (Universitas Sumatera Utara)
25. Prof.dr.Guslihan D.Tjipta, SpAK (Universitas Sumatera Utara)
26. Prof. Dr. Komariah Emong S.H. (Universitas Padjajaran) 
27. Prof. Dr. Ikrar Nusa Bakti (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia)
28. Prof. Dr. Sigit Riyanto S.H. (Universitas Gadjah Mada)
29. Prof. Dr. Purwo Santoso (Universitas Gadjah Mada)
30. Prof. Dr. Djamaluddin Ancok (Universitas Gadjah Mada)
31. Prof. Dr. Ali Agus (Universitas Gadjah Mada)
32. Prof. Dr. Riris Sarumpaet (Universitas Indonesia) 
33. Prof. Dr. Mayling Oey-Gardiner (Universitas Indonesia)
34. Prof. Dr. Akmal Taher (Universitas Indonesia)
35. Prof. Dr. Pratiwi Sudarmono (Universitas Indonesia)
36. Prof. Dr. Muhajir Darwin (Universitas Gadjah Mada)
37. Prof. Dr. Wahyudi Kumorotomo (Universitas Gadjah Mada)
38. Prof. Dr. Sri Rochana W., S.Kar.,M.Hum (Institut Seni Indonesia 
Surakarta)
39. Prof. Dr. Ir. Zulkarnain, M.Hort.Sc (Universitas Jambi)
40. Prof. Dr.Bismar Nasution SH. M.Hum (Universitas Sumatera Utara)
41. Prof. Dr. Ir. Armansyah Ginting, M.Eng (Universitas Sumatera Utara)
42. Prof. Dr Azhar Maksum, M.Ec, Ak. (Universitas Sumatera Utara)
43. Prof .Dr. M. Zarlis, Msc (Universitas Sumatera Utara)
44. Prof .Dr. Thamrin Msc (Universitas Sumatera Utara)
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45. Prof. Dr. Noerhadi Magetsari (Universitas Indonesia)
46. Prof. Dr. Muhajid (Universitas Indonesia)
47. Prof. Dr. Hadi Pratomo (Universitas Indonesia)
48. Prof. Melani Budianta, Ph. D (Universitas Indonesia)
49. Prof. Dr. Soerjanto Poespowardojo (Universitas Indonesia)
50. Prof. Fuad Abdul Hamied, Ph.D. (Universitas Pendidikan Indonesia)
51. Prof. Dr. Bambang Hero Saharjo (Institut Pertanian Bogor)
52. Prof. Dr. Bambang Purwantara (Institut Pertanian Bogor)
53. Prof. Dr. Lijan P. Sinambela (Universitas Nasional)
54. Prof. Dr. Soedjana Sapiie (Institut Teknologi Bandung)
55. Prof. Dr. Ing. Adang Suwandi Ahmad (Institut Teknologi Bandung)
56. Prof. Dr. Indriyanto Seno Adjie (Universitas Krisnadwipayana)
57. Prof. Dr. Albertine Minderop, MA (Universitas Darma Persada)
58. Prof. Dr Ir Surjono H. Sutjahjo (Institut Pertanian Bogor)
59. Prof. Dr Ir Iswandi Anas (Institut Pertanian Bogor)
60. Prof. Dr Ir Bambang Juanda (Institut Pertanian Bogor)
61. Prof. Dr. M. Syukur, SP, MSi (Institut Pertanian Bogor)
62. Prof. Dr, Yonny Koesmaryono ((Institut Pertanian Bogor)
63. Prof. Dr. Lisdar A. Manaf (Institut Pertanian Bogor)
64. Prof. Dr. Anja Meryandini (Institut Pertanian Bogor)
65. Prof. Dr. Siswadi (Institut Pertanian Bogor)
66. Prof. Dr. Rizal Syarief (Institut Pertanian Bogor)
67. Prof. Dr. Endriatmo Sutarto (Institut Pertanian Bogor)
68. Prof. Dr. K.T. Sirait (Universitas Kristen Indonesia)
69. Prof. Dr. Meity Suradji (Institut Pertanian Bogor)
70. Prof.Dr.Kadarwati Budihardjo,SU (Institut Pertanian Stiper Yogjakarta)
71. Prof. Dr. Ir. Sari Bahagiarti Kusumayudha (Universitas Pembangunan 
Nasional "Veteran" Yogyakarta)
72. Prof. Dr. Moh. Mahfud MD (Universitas Islam Indonesia)
73. Prof Dr. Rahayu, SH. MH. (Universitas Diponegoro)
74. Prof. Dr. Farida Patittingi, SH, M.Hum (Universitas Hasanuddin)
75. Prof.Dr. H. Zainuddin, B.Sc. M.Pd.  (Universitas Negeri Medan)
76. Prof. Dr. Ir. Giyatmi, MSi (Universitás Sahid Jakarta)
77. Prof. Dr. Edy Suandi Hamid (Universitás Islam Indonesia) 
78. Prof. Dr. Laksono Trisnantoro (Universitas Gadjah Mada)
79. Prof. Dr. Asep Warlan, SH,MH. (Universitas Parahiyangan) 
80. Prof. Dr. Sjamsiar Sjamsuddin Indradi (Universitas Brawijaya)
81. Prof. Dr. E. Aminudin Aziz (Universitas Pendidikan Indonesia)
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82. Prof. Dr.  Ilya Revianti (Universitas Indonesia)
83. Prof. Dr. Ir. Ari Purbayanto, M.Sc (Institut Pertanian Bogor)
84. Prof. Dr. Asep Saefuddin (Institut Pertanian Bogor)
85. Prof. Dr. Mochammad Maksum Machfoedz (Universitas Gadjah Mada)
86. Prof. Dr. Noer Azam Achsani (Institut Pertanian Bogor)
87. Prof. Dr. Muchlis R. Luddin, MA (Universitas Negeri Jakarta)
88. Prof. Dr. Supriadi Rustad (Universitas Dian Nuswantoro Semarang)
89. Prof. Dr. Faturochman (Universitas Gadjah Mada) 
90. Prof. Ir. Zulkifli Nasution, MSc, Ph.D (Universitas Sumatera Utara)
91. Prof Dr Ade Fatma Lubis, MAFIS, MBA, CPA, CA (Universitas Sumatera 
Utara)
92. Prof Yunita Winarto PhD (Universitas Indonesia)
93. Prof Chan Basarudin PhD (Universitas Indonesia)
94. Prof. Dr. Ravik Karsidi, MS ( Universitas Sebelas Maret)
95. Prof. Heru Kurnianto Tjahjono (Universitas Muhammadiyah 
Yogyakarta)
96. Prof Dr Udiansyah (Universitas Lambung Mangkurat).
97. Prof. Ilya Revianti Sudjono Sunarwinadi (Universitas Indonesia)
98. Prof. Dr. Nasfryzal Carlo, M.Sc (Universitas Bung Hatta)
99. Prof. Dr. Carolus Danisworo. (Universitas Pembangunan Nasional 
"Veteran" Yogyakarta)
100. Prof. Dr. Dede Mariana, M.Si (Universitas Padjadjaran) 
101. Prof. Dr. Samugyo Ibnuredjo, MA (Universitas Padjadjaran)
102. Prof. Dr. Gibson Sianipar (Institut Teknologi Bandung)
103. Prof. Dr. Cyccu Tobing (Universitas Sumatera Utara)
104. Prof Dr. Hermanto Siregar (Institut Pertanian Bogor)
105. Prof Dr. Rizal Damanik (Institut Pertanian Bogor)
106. Prof Dr. Clara Kusharto (Institut Pertanian Bogor)
107. Prof Dr. Budi Prasetyo, MSI (Universitas Airlangga) 
108. Prof Dr. Sarosa Hamongpranoto, M.Hum (Universitas Mulawarman) 
109. Prof Dr. Sunyono,SH.MS (Universitas Wisnuwardhana Malang) 
110. Prof Dr. Sjamsuddin Haris (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia) 
111. Prof Dr. Rochmat Wahab, M.Pd,MA (Universitas Negeri Yogyakarta)
112. Prof Dr. Suko Wiyono,SH.MH ((Universitas Negeri Malang)
113. Prof Dr. Lincoln Aryad,Ph.D (Universitas Gadjah Mada) 
114. Prof Dr. Maria Agustina Noach, Ph.D (Univeritas Nusa Cendana 
Kupang)
115. Prof. Dr. Sunaryo Hardjowiyoto (Universitas Airlangga)
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116. Prof. Dr. Yasmine Z. Shahab (Universitas Indonesia)
117. Prof. Dr. Bob Waworuntu (Universitas Indonesia)
118. Prof. Dr. Sony Leksono (Universitas Wisnuwardhana Malang) 
119. Prof. Dr. Mudradjad Kuncoro (Universitas Gadjah Mada) 
120. Prof. Dr. Faisal Santiago (Universitas Borobudur) 
121. Prof. Dr. Mustofa (Universitas Indonesia)
122. Prof. Dr. Amir Santosa (Universitas Indonesia)
123. Prof. Dr. Haula Rosdiana (Universitas Indonesia)
124. Prof. Dr. Bambang Widodo Umar (Universitas Indonesia)
125. Prof. Dr. Sambas Basuni (Institut Pertanian Bogor)
126. Prof. Dr. Ika Rai Setya Budi (Universitas Udayana) 
127. Prof.Budi Prawoto.SH,MS (Universitas Wisnuwardhana Malang)
128. Prof. Dr. Mansur Afifi (Universitas Mataram)
129. Prof. Dr. Ahmad Rofiuddin (Universitas Negeri Malang) 
130. Prof. Dr. Bustanul Arifin (Universitas Lampung) 
Tembusan
1. Ketua MPR RI 
2. Ketua DPR RI
3. Ketua Badan Legislasi DPR RI 
4. Ketua Komisi III DPR RI 
5. Ketua KPK RI  
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Indonesia, 1 Maret 2016
Kepada Yth.
Ketua dan Wakil Ketua 
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Di Jakarta 
 
Hal: Permintaan Menarik Revisi UU KPK dari Prolegnas 2015-2019
 
Dengan Hormat,
Bapak Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik 
Indonesia (DPR RI) yang terhormat. 
Melalui surat ini kami ingin menyampaikan pernyataan sikap kami sebagai 
Profesor atau Guru Besar dari berbagai Perguruan Tinggi di Indonesia 
terkait rencana DPR RI melakukan pembahasan Rancangan Undang-
Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 
tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (Revisi UU KPK) dalam Program 
Legislasi Nasional (Prolegnas) pada tahun 2016. 
Rencana pembahasan Revisi UU KPK pada faktanya menimbulkan 
kegaduhan dan penolakan dari berbagai kalangan.Presiden Joko Widodo 
dan Pimpinan DPR RI pada 22 Februari 2016 lalu akhirnya mensepakati 
adanya penundaan pembahasan Revisi UU KPK.
Kami berpendapat upaya melakukan Revisi terhadap UU KPK pada 
saat ini merupakan langkah yang tidak tepat.Hal ini didasarkan pada 3 
(tiga) alasan. Pertama, secara subtansi Naskah Revisi UU KPK yang ada 
berpotensi menjadikan KPK sebagai lembaga yang tidak independen dan 
tidak efektif dalam memerangi korupsi di Indonesia.
Kedua, berdasarkan sejumlah hasil Survei,  kepercayaan publik terhadap 
KPK juga masih sangat tinggi dibandingkan dengan lembaga lain di 
Indonesia. Melemahkan KPK hanya akan mencederai kepercayaan 
publik dan bahkan menjadikan pihak yang ingin melemahkan sebagai 
musuh rakyat. Ketiga, realita praktek korupsi di Indonesia yang masih 
memprihatinkan dan Indonesia yang berada pada peringkat 88 dari 168 
negara dalam daftar peringkat korupsi dunia pada tahun 2015 maka 
keberadaan lembaga antikorupsi seperti KPK harus tetap dipertahankan dan 
diperkuat. Bukan justru sebaliknya dilemahkan atau bahkan dibubarkan.
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Bahwa upaya melakukan Revisi UU KPK – yang dinilai melemahkan 
KPK - tidak saja memperburuk citra DPR RI dimata publik di Indonesia 
namun juga dapat dinilai negatif dimata Internasional. Apalagi parlemen 
Indonesia saat ini – yang diwakili oleh Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon 
– merupakan Presiden Global Organization of Parliamentarians Agains 
Corruption (GOPAC) – sebuah organisasi internasional parlemen melawan 
korupsi yang beranggotakan sejumlah parlemen dari perwakilan benua 
Afrika, Arab, Amerika Latin, Asia Selatan dan Kepulauan Karibia, dan 
Amerika Utara. Keberadaan parlemen Indonesia harus menjadi contoh 
baik bagi dunia internasional dalam memerangi korupsi bukan justru 
menjadi contoh buruk memerangi Komisi yang memberantas korupsi. 
Bapak Ketua dan Wakil Ketua DPR RI, kami meyakini bahwa KPK 
masih dibutuhkan negeri ini untuk membersihkan korupsi di indonesia 
dan sekaligus membantu mewujudkan gerakan tidak ada korupsi (zero 
corruption) di parlemen sebagaimana pernah disampaikan oleh Pramono 
Anung saat menjabat sebagai Ketua GOPAC Indonesia pada bulan Agustus 
2014 lalu. 
KPK selayaknya menjadi mitra bagi DPR RI bukan justru menjadikannya 
sebagai  musuh yang harus diberantas. Oleh karenanya Kami menaruh 
harapan tinggi dan meminta DPR RI agar mempertahankan dan memperkuat 
KPK dengan cara tidak saja dengan menunda proses pembahasan Revisi 
UU KPK, namun juga menarik Revisi UU KPK dalam Prolegnas 2015-2019. 
Demi seluruh Rakyat Indonesia dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, 
maka jangan ganggu lagi KPK dengan rencana Revisi UU KPK dan berilah 
kesempatan bagi KPK untuk bekerja lebih tenang memerangi korupsi 
dengan kewenangan luar biasa yang dimilikinya berdasarkan UU KPK 
yang sekarang ini berlaku. 
Demikian pandangan kami, semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan 
perlindungan bagi kita semua dan menjadikan Indonesia sebagai negara 
adil, makmur dan sejahtera serta bebas dari korupsi. 
Hormat Kami,
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